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PEMBATASAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA (FAIR USE) KARYA TULIS
UNTUK KEPERLUAN PENDIDIKAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
PERSPEKTIF HAQ AL-IBTIKAR

Saifudin Zuhri
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri
email: 224120200042@mbhs.uinsaizu.ac.id

ABSTRAK

Dalam kajian fikih kontemporer Hak Cipta mendapatkan perlindungan haq
al-ibtikar, kedudukannya diakui sebagai harta. Perbuatan membajak,
memalsukan, plagiarisme, eksploitasi, menyalin, memfotokopi, merusak materi
atau manfaatnya ataupun menggunakannya tanpa izin adalah terlarang. Sedangkan
dalam Undang-Undang lembaga pendidikan yang tidak bertujuan komersial dapat
membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta. Pembuatan salinan dapat dilakukan secara berulang
sepanjang merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan. Tujuan penelitian
ini untuk mendeskripsikan bentuk pembatasan hak cipta karya tulis dalam pasal
47 untuk keperluan pendidikan menggunakan analisis haq al-ibtikar.

Pardigma yang dipakai adalah paradigma fikih dengan pendekatan yuridis-
normatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research).
Sumber data primer adalah kitab-kitab yang berkaitan dengan haq al- ibtikar dan
sumber sekunder- berupa kitab-kitab, fatwa-fatwa, jurnal dan-artikel lain yang
relevan. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Kemudian
dianalisis menggunakan metode content analysis dan hermeneutic.

Hasil dari penelitian ini Hak Cipta Karya Tulis adalah hak milik
privat/ekslusif (al-milkiyyah = al-fardiyyah) bagi penulisnya (muallif) yang
mendapat perlindungan hak kepenulisan (haq at-ta’lif). Pihak selain penulis hanya
mempunyai hak guna manfaat (haq al-intifa) atas karya cipta buku tersebut.
Penyalinan buku berhak cipta tanpa izin pencipta melanggar hak ekonomi (hag al-
igtisadi) penulis, hukumnya terlarang, ghosob (gosb) yang mewajibkan adanya
ganti rugi (daman). Namun hak privat atas harta tidak bersifat absolut. Dalam
setiap hak individu pasti terdapat hak Allah. Kepentingan umum atau hak Allah
dapat menjadi alasan pembatasan hak privat. Pembatasan oleh negara yang
mewakili kepentingan umum adalah boleh. Penyalinan yang pada dasarnya
merupakan bentuk pelanggaran haq al- ibtikar menjadi (mubah) karena adanya
kebutuhan kepentingan umum.

Kata Kunci: Fair Use, Pembatasan Hak Cipta, Haq Al-Ibtikar, Haq at-Ta’lif
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LIMITATIONS OF COPYRIGHT PROTECTION (FAIR USE)
OF WRITTEN WORKS FOR EDUCATIONAL PURPOSES
IN LAW NO. 28 OF 2014 ON COPYRIGHT
FROM THE PERSPECTIVE OF HAQ AL-IBTIKAR

Saifudin Zuhri
Sharia Economic Law Study Program, Postgraduate UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri
email: 224120200042 @mhs.uinsaizu.ac.id

ABSTRACT

In contemporary figh studies, copyright receives protection under haq al-
ibtikar, and its status is recognized as property. Acts of piracy, forgery,
plagiarism, exploitation, copying, photocopying, damaging its material or
benefits, or using it without permission are prohibited. Meanwhile, under the law,
non-commercial educational institutions are allowed to make one (1) copy of a
work or part of a work without the permission of the Creator or Copyright
Holder. The making of copies can be done repeatedly as long as it is an unrelated
incident. The purpose of this study is to describe the forms of copyright
limitations for written works in Article 47 for educational purposes using haq al-
ibtikar analysis.

The paradigm used is the figh paradigm with a juridical-normative
approach. This research is a type of library research. The primary data sources
are books related to haq al-ibtikar, and secondary sources include books, fatwas,
journals, and other relevant articles. Data collectionuses documentation
techniques, and the data are then analyzed using content analysis and
hermeneutic methods.

The results of this study indicate that Copyright for Written Works is a
private/exclusive right (al-milkiyyah al-fardiyyah) for the author (muallif) who
receives the protection of authorship rights (haq at-za’lif). Parties other than the
author only have the right to use (haq al-intifa) the copyrighted book. Copying a
copyrighted book without the creator's permission violates the author's economic
rights (haq al-igtisadi), and it is prohibited, constituting an act of ghosob (gosb)
which necessitates compensation (daman). However, private property rights are
not absolute. Every individual right contains the rights of Allah. Public interest
or the rights of Allah can be grounds for limiting private rights. Limitations
imposed by the state representing the public interest are permissible. Copying,
which is essentially a violation of haq al-ibtikar, becomes (mubah) due to the
necessity of public interest.

Keywords : Fair Use, Limitations Of Copyright, Haqg Al-Ibtikar, Haq at-Ta ' lif
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TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan tata sistem penulisan kata-kata bahasa arab dalam
bahasa Indonesia latin. Pedoman transliterasi yang digunakan penulis didasarkan
pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan
- ba’ b Be
) ta’ t Te
B Sa s es (dengan titik di
atas)
el jim j Je
ha (dengan titik di
C y h bawah)
d kha’ kh ka dan ha
> Dal d De
3 sal A ze (dengan titik di
atas)
5 ra’ r Er
B Zai z Zet
o Sin S Es
o Syin sy es dan ye
es (dengan titik di
o Sad S bawah)
. de (dengan titik di
Sl Dad d bawah)
te (dengan titik di
‘b s
ta ¢ bawah)
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. zet (dengan titik di
. Za bawah)
‘ain koma terbalik (di
C atas)
't Gain Ge
=) fa’ Ef
& Qaf Qi
3 Kaf Ka
J Lam ‘el
2 Mim ‘em
J Nun ‘en
5 Waw We
A ha’ Ha
c Hamzah apostrof
183 ya’ Ye
B. Konsonan Rangkap karena Syadd ditullis rangkap
65 dais ditulis Muta ‘addidah
s ditulis ‘iddah
C. Ta’Marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan tulis h
1S ditulis hikmah
L ditulis Jizyah




2. Bila diikuti dengan kata sandang “at” serta bacaan ke dua itu terpisah,
maka ditulis dengan h

sLIg¥) a7 ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathahatau kasrah atau

da ’'mmah ditulis dengan t

Pty ditulis Zakat alfitr

D. Vokal Pendek

------- fathah ditulis a
------- kasrah ditulis i
------- dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
Fathah+ alif /N
T ditulis a jahiliyah
Fathah + ya’mati .
: ditulis a tansa
w
Kasrah + ya’mati -
ditulis i karim
oS
Dmmah+ wawu mati o T
e ditulis u furud
S8

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’mati L
. ditulis ai bainakum

Fathah + ya’mati

Jg ditulis au gaul




G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata diisahkan dengan apostrof

("5” ditulis a’antum
el ditulis U’iddat
(‘:J<"‘ u‘J ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

ol ditulis al-Quran

oA ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti-huruf Syamsiyyah di tulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf1 (el)-nya

sLacll ditulis As-Sama

o ditulis asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya
o294 93 ditulis Zawi alfurid
d) Jal ditulis ahl al-Sunnah
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MOTTO

"Gunakan fikiran untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya untuk mencari rahasia
besar yang terkandung di dalam benda besar bernama dunia ini, tetapi pasanglah
pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa"

Al-Ghazali
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pembatasan hak cipta atau fair use memunculkan diskursus mengenai

keadilan bagi pencipta, karena para pencipta karya tulis tidak mendapatkan
manfaat ekonomi dari penggandaan tersebut. Banyak penulisnya yang
mengeluh soal bukunya yang dapat disalin/difotokopi oleh lembaga pendidikan
seperti perpustakaan dan sejenisnya. Meski sebagai institusi pendidikan
memenuhi ketentuan undang-undang untuk menggandakan koleksi sehingga
dianggap tidak melanggar. Beberapa lembaga pendidikan memilih untuk tetap
berusaha untuk menyediakan buku asli kepada para pembaca. Kerja sama
perpustakaan dengan badan penerbitan dapat terganggu bila terjadi
penggandaan buku.?

Pada 25 Oktober 2023 Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM
menyatakan pentingnya pembayaran royalti bagi penulis atas karya tulisnya
guna melindungi hak kekayaan  intelektual (HKI). Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM merencanakan
mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Permenkumham untuk meningkatkan
perhatian pembaca pada hak kekayaan intelektual penulis. Kebijakan tersebut
diantaranya berisi bahwa setiap transaksi atau kegiatan apapun yang
menyangkut hak cipta karya tulis harus disertai pembayaran royalti kepada
penulis. Jika bukunya ditaruh di perpustakaan, dibaca oleh seseorang dan
menikmati baik itu sastra maupun ilmu pengetahuan, orang yang meminjam itu

membayar royalti melalui perpustakaan.?

! Https://www.balairungpress.com/, “Dilema Perpustakaan: Menggandakan Buku Demi
Memenuhi Tuntutan,” 9 Desember, 2016, https://www.balairungpress.com/2016/12/dilema-
perpustakaan-menggandakan-buku-demi-memenuhi-tuntutan/. (Diakses 20 Juli 2024)

2 Https://www.antaranews.com/, “Pembayaran Royalti Penulis Penting Lindungi Hak
Kekayaan Intelektual,” 25 Oktober, 2023,
https://www.antaranews.com/berita/3792306/pembayaran-royalti-penulis-penting-lindungi-hak-
kekayaan-intelektual. (Diakses 20 Juli 2024)



Setiap hasil karya dalam bentuk nyata di bidang pengetahuan, seni dan
sastra dilindungi negara melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC saja) . Hasil karya ini
menjadi hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan
prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. "Hak
Eksklusif" merupakan hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga
tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta
atau Pemegang Hak Cipta.

Pasal 9 Ayat (3) secara tegas melarang penggandaan dan penggunaan
ciptaan secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hal
ini bertujuan untuk melindungi karya cipta dari eksploitasi yang tidak sah dan
memastikan bahwa pencipta mendapatkan manfaat ekonomi dari karya mereka
“setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang
melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Pasal
10 dari undang-undang yang sama berbunyi “pengelola tempat perdagangan
dilarang - membiarkan penjualan dan/atau penggandaan- barang hasil
pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang
dikelolanya™.

Untuk mengetahui ciptaan-ciptaan apa saja di bidang ilmu pengetahuan,
seni atau sastra yang dilindungi hak cipta, Pasal 9 Ayat (3) ini perlu
dihubungkan dengan ketentuan Pasal 40 yang menetapkan ciptaan-ciptaan
yang dilindungi. Diantaranya adalah ciptaan buku dan semua hasil karya tulis
lainnya.

Akan tetapi meski pencipta memiliki hak eksklusif atas karyanya sebagai
bentuk perlindungan, hak eksklusif tersebut tidak bersifat mutlak terdapat
pembatasan-pembatasan hak cipta yang memungkinkan karya berhak cipta
digunakan, diambil, disalin dan digandakan tanpa perlu izin dari penciptanya
serta tidak dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum hak cipta
sepanjang digunakan secara “adil” dan ‘“wajar”. Batasan-batasan dan
pengecualian tertentu tersebut dikenal dengan istilah "fair use”. Dalam laporan

tim naskah akademik rancangan undang-undang hak cipta tahun 2002, istilah



"fair use" diartikan dengan "penggunaan yang adil" atau "penggunaan yang
wajar".3

Terkait dengan hal ini Eddy Damian menjelaskan lebih lanjut bahwa
dengan adanya fair use, hukum hak cipta memperkenankan seseorang atau
pihak ketiga menggunakan atau mengeksploitasi suatu ciptaan tanpa perlu izin
dari pencipta, asalkan masih dalam batas-batas yang diperkenankan.*

Berdasarkan hal tersebut, ciptaan karya tulis dapat digunakan tanpa izin
dari pencipta dalam batas-batas tertentu dan untuk tujuan tertentu, asalkan
penggunaannya masih dalam batas wajar, diantaranya adalah untuk keperluan
pendidikan, riset, dan karya ilmiah dengan tidak didasarkan atas kepentingan
bisnis.>

Dalam UUHC, disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta
sebagai  berikut:© Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau
pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau
sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika
sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap diantaranya adalah
untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan
laporan, penulisan Kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan
kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Lebih spesifik lagi Pasal 47 menyatakan bahwa lembaga pendidikan
yang tidak bertujuan komersial seperti perpustakaan, lembaga arsip dan
sejenisnya dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa
izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pembuatan salinan dapat dilakukan
secara berulang sepanjang merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.

% Abdul Gani Abdullah, “Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang Undang
Tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)” (Departemen Hukum Dan Ham Ri Badan
Pembinaan Hukum Nasional, 2008). 30

4 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta (Bandung: PT Alumni, 2009). 119

° Betaria Febrianti Novita Vitriana, “Analisis Kebijakan Perbanyakan Buku Di
Perpustakaan Perguruan Tinggi Berdasarkan Prinsip Penggunaan Yang Wajar Menurut Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” Jurnal Perpustakaan Dan Kearsipan 3, no. 1
(2023): 26.



Perbanyakan tersebut dengan maksud untuk pemeliharaan terhadap koleksi
yang dimiliki.®

Fair use diatur dalam beberapa pasal dalam UUHC diantaranya pasal 26,
pasal 43, pasal 44 ayat (2), pasal 45 ayat (1), pasal 46 ayat (1), pasal 47, pasal
48, pasal 49. Tiap pasal pasal tersebut menjelaskan pembatasan hak cipta untuk
keperluannya masing masing.” UUHC tidak mengadopsi istilah fair use secara
harfiah. Sebagai gantinya, UUHC menggunakan beberapa istilah lain yang
mengandung makna serupa, seperti “pembatasan perlindungan”, “tidak ada hak
cipta”, “masa berlaku hak cipta” dan “pembatasan hak cipta”.® Istilah
“pembatasan hak cipta” yang menjadi obyek kajian tesis ini terdapat dalam
“BAB VI UUHC” yang memberikan pembatasan atau perkecualian hak
eksklusif pencipta untuk keperluan pendidikan.

Isu ini menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat dalam studi Hukum
Islam sesuatu yang bersifat abstrak (4:si=«) dan dapat diambil manfaatnya
seperti nama dagang (¢ s Y1), alamat dagang (o) o) sall), merek
dagang (& ladll 43k, karangan/kepenulisan (<dl), ciptaan (g)5aY)), karya
intelektual (US3:¥Y) merupakan hak khusus bagi penemunya, dan mempunyai
kedudukan hukum yang sama dengan hak atas harta (Wl <), "orang lain tidak
dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemiliknya.

Senada dengan hal ini Dar al-lfta’ al-Masriyyah juga menandaskan
bahwa Islam mengakui adanya hak atas karya intelektual (s_Ss)l z\Y)) seperti
karya sastra (42¥1), seni (L), paten (gAY <:13), nama (skeY)), lisensi
bisnis (il p=ual 5ll) serta segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual
yaitu hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat

menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat.

® Jody Santoso, “Kemas Ulang Informasi Koleksi Perpustakaan Sebagai Upaya
Pemenuhan Kebutuhan Informasi Para Pemustaka,” Abdi Pustaka: Jurnal Perpustakaan Dan
Kearsipan, 2021. 72

" Rika Ratna Permata, Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di
Indonesia, 1st ed. (Bandung: Refika Aditama, 2022). 32

8 Kemala Atmojo, “Fair Use Dan Fair Dealing Dalam UU Hak Cipta,” sindonews.com,
2023, https://nasional.sindonews.com/read/1018283/18/fair-use-dan-fair-dealing-dalam-uu-hak-
Cipta-1675918947. (Diakses 6 Juni 2024)



Selain hak cipta, bidang HKI yang lain adalah hak merek, hak paten, hak
desain industri, hak desain tata sirkuit terpadu, hak rahasia dagang dan hak
perlindungan varitas tanaman. Konsep Hak Kekayaan Intelektual diakui
sebagai konsep yang relatif baru. Istilah "Hak Kekayaan Intelektual” tidak
memiliki padanan langsung dalam kitab-kitab figih klasik karena konsep hak
cipta muncul dan berkembang dalam konteks hukum modern, terutama sebagai
respons terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi selama
era industri.

Konsep tentang Hak Kekayaan Intelektual dapat ditemukan dalam
literatur Hukum Islam kontemporer dalam kajian haq ibrikar (J52Y) 33). Yaitu
suatu kajian yang membahas produk-produk hasil karya olah pikir dan
intelektual manusia yang bersifat abstrak atau = ma’nawiah. Dalam
penjelasannya tentang haqg al-ibtikar ini Fathi -ad-Durani (1923-2013)

menjelaskan ;

@ Al ) S e Cab (G RSl jpal) CSall eadd) AL Lad
ol ] o g om asil 8 00K 2 cosdy oY o JWI i
Yang dimaksud dengan karya intelektual adalah; ide pemikiran yang dihasilkan
oleh kemampuan mendalam seorang ilmuwan, pengarang atau sejenisnya, yang
menjadi penemuan pertama dan belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.’
Karya intelektual pada pengertian di atas adalah ide atau gagasan
pemikiran, bukan media yang menjadi tempat untuk memuat ide tersebut
seperti buku dan sejenisnya. Karena media hanya merupakan tempat untuk
menampung ide, dan sarana untuk mendapatkan manfaat dari karya intelektual
ini. Ide atau gagasan intelektual manusia tidak dapat tangkap oleh salah satu
indera manusia, melainkan hanya dapat ditemukan oleh pikiran, sebabnya ide
intelektual merupakan gambaran yang bersifat abstrak murni dan manfaatnya
mengikuti ide tersebut.
Hak-hak atas produk-produk yang dihasilkan dari daya fikir atau
intelektual manusia disebut dengan hagq al-ibtikar atau al-hugiiq ad-dihniyyah

® Fathi Ad-Duraini, Haq Al-Ibtikar FT Al-Figh Al-Islami Al-Mugaran (Beirut: Mu’assasah
ar-Risalah, 1981). 8



(sl sssalifhak atas karya intelektual),'® atau hag al-ma nawiyyah ( G~
4, sali/hak atas harta yang bersifat abstrak) atau zagq al-ibda’ (¢~%) G~/hak atas
ciptaan yang dibuat pertama kali) atau aq al-milkiyyah al-fikriyyah (&Sl 3 gas
4 %4l/hak atas kepemilikan yang dihasilkan dari proses berfikir) atau faq al-
ikhtira’ ()31 3a/hak atas ciptaaan pertama kali).

Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan harta, menjadikannya salah
satu dari lima pilar utama yang dilindungi oleh syariat Islam (magasid asy-
syari’ah). Kelima pilar ini adalah pemeliharaan jiwa, pemeliharaan
kehormatan, pemeliharaan akal, pemeliharaan harta, dan pemeliharaan agama.
Oleh karenanya, suatu hak, karya intelektual, gagasan, ide dan pemikiran atau
lainnya mendapatkan perlindungan untuk mencapai tujuan syariat, yakni
memelihara harta.

Hak-hak atas - manfaat semacam ini mempunyai nilai ekonomi,
kedudukannya diakui sebagai harta (J«) dan keabsahannya diakui oleh syara’.
Hak atas produk produk intelektualitas manusia ini dapat dijadikan obyek akad
(al-ma’qud ‘alaih), baik akad mu’awadah (pertukaran, komersial), maupun
akad tabarru’at (nonkomersial), serta dapat diwagafkan dan-diwariskan.

Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun.
Pihak-pihak yang tidak berhak (bukan pemilik hak), dilarang melakukan
pelanggaran terhadap harta kekayaan pribadi ini dengan cara meniru ( i
<< W), memalsukan (L:s%), plagiarisme (Jwil), mengeksploitasi (JSiu),
menyalin/mengkopi (zl-siu), merusak materi atau manfaatnya ( s e <a3u
l¢idia) ataupun menggunakannya tanpa izin (0 s sl glal), Karena
tindakan-tindakan seperti itu dapat dikualifikasikan sebagai memakan harta
orang lain dengan cara batil.**

Termasuk dalam hal ini adalah larangan pelanggaran terhadap hak
penulisan/pengarangan (<l 3a) yang menjadi salah satu bidang dari hag al-
ibtikar. Sampai disini dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep hak

10 Dar al-Ifta> Al-Masriyah, “Taglid Al-Marikat Al-‘Alamiyah Wa Al-‘Alamat Al-
Musajjalah Biduni Izni Ashabiha,” 2023, https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/14962/-<S jlall- &
Lelaal- 31 0 sl claSlad) s-daladl, (Diakses 6 Juni 2024)

11 Al-Masriyah.



penulisan/pengarangan (<l 32) dalam hukum islam sedikit berbeda dengan
konsep hak cipta dalam UUHC. Dimana dalam UUHC mengenal istilah
penggunaan yang wajar, atau pembatasan hak cipta atau "fair use" yang
memperbolehkan seseorang tanpa izin dari penciptanya untuk menggunakan,
mengambil, menggandakan, dan/atau mengubah suatu ciptaan secara seluruh
atau sebagian yang substansial, tanpa dianggap melanggar hak cipta sepanjang
sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan
pendidikan, dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau
pemegang hak cipta. Sebagaimana dalam kasus buku yang disebutkan di atas.

Konsep "penggunaan wajar" ini kemudian memunculkan pertanyaan
bagaimanakah sebenarnya pengaturan pembatasan hak cipta/fair use untuk
keperluan pendidikan dalam UUHC Pasal 47.b ? dan bagaimanakah analisis
terhadap pembatasan hak cipta atau fair use karya tulis untuk keperluan
pendidikan dalam UUHC Pasal 47.b dilihat dari perspektif saq al-ibtikar ?

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah disampaikan
sebelumnya, penulis tertarik membahas masalah ini melalui sebuah tesis yang
berjudul “Pembatasan Perlindungan Hak Cipta (Fair Use) Karya Tulis
Untuk Keperluan Pendidikan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Haq Al-Ibtikar”

. Batasan Masalah Dan Rumusan Masalah
Fair use di Indonesia diistilahkan sebagai penggunaan yang wajar, fair

use diatur dalam beberapa pasal dalam UUHC diantaranya pasal 26, pasal 43,
pasal 44 ayat (2), pasal 45 ayat (1), pasal 46 ayat (1), pasal 47, pasal 48, pasal
49. Tiap pasal pasal tersebut menjelaskan pembatasan hak cipta untuk
keperluannya masing masing. Untuk memusatkan perhatian pada permasalahan
yang telah diuraikan dalam latar belakang, fokus penelitian penelitian ini
dibatasi oleh beberapa hal, yaitu :

a. Fokus bahasan dalam penelitian ini adalah pembatasan hak cipta karya

tulis untuk keperluan untuk pendidikan pada Pasal 47 poin b.
b. Pasal 47, poin b. secara khusus membahas penyalinan karya tulis untuk

kegiatan yang dilakukan untuk keperluan pendidikan. Meskipun



demikian, fokus ini tidak mengecualikan perhatian terhadap pasal-pasal
lain yang memiliki relevansi dengan obyek penelitian dan berkaitan
dengan topik yang sedang diteliti.
Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;
1. Bagaimanakah bentuk pengaturan pembatasan hak cipta karya tulis untuk
keperluan pendidikan dalam Pasal 47 poin b ?
2. Bagaimanakah analisis terhadap pembatasan hak cipta karya tulis untuk

keperluan pendidikan dalam 47 poin b UUHC perspektif haq al-ibtikar ?

C. Tujuan Penelitian
Dengan merujuk pada konteks dan perumusan masalah diatas; tujuan

utama penulisan tesis ini adalah
1. Untuk menganalisis bentuk pengaturan pembatasan hak cipta karya tulis
untuk keperluan pendidikan dalam Pasal 47 poin b UUHC
2. Untuk - menganalisis pembatasan hak cipta karya tulis untuk keperluan
pendidikan dalam 47 poin b UUHC perspektif kaq al-ibtikar

D. Manfaat Penelitian
Tesis ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis

sebagaimana yang akan dijabarkan berikut ini ;
1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini memiliki manfat teoritis untuk pengembangan ilmu
pengetahuan secara umum dan secara khusus di lingkungan Universitas
Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Analisis dalam penelitian serta temuan yang dihasilkan dapat
menambah wawasan pengetahuan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut
dalam ranah hak cipta karya tulis, pembatasan hak cipta, doktrin hukum
Fair Use dan Hak Kekayaan Intelektual dalam Islam.

Secara spesifik, analisis dalam tesis ini yaitu berupa konsep, akad-
akad yang dibangun dalam hak cipta karya tulis, istilah, hak-hak ekonomi
pencipta dan para penerima manfaatnya, hukum-hukum terkait hak atas

karya intelektual dalam hukum Islam serta hubungannya dengan



pembatasan yang dilakukan oleh negara dapat memberikan pemahaman
sekaligus referensi yang bisa dimanfaatkan oleh para penuntut ilmu.

Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk menjawab
permasalahan terkait kedudukan hak-hak ekonomi atau royalti pencipta
yang atas ciptaanya yang disalin tanpa izin untuk keperluan pendidikan
sepanjang memperhatikan prinsip fair use pada UUHC dari sudut pandang
Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis:
a. Bagi Para Pembuat Karya Ciptaan Dan Pemegang Hak Cipta :
Berkontribusi menambah informasi dan referensi mengenai hak-
hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki oleh para pencipta serta
batasan-batasannya dan tanggung jawab pencipta terhadap masyarakat
secara umum khususnya dunia pendidikan.
b. Bagi Pendidik dan Peserta Didik
Pendidik dan Peserta Didik akan memperoleh referensi tentang
batasan dan ketentuan fair use dalam konteks pendidikan. Sehingga dapat
menjadi referensi untuk mengetahui bahwa materi yang digunakan dalam
proses pembelajaran haruslah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
UUHC.

E. Penelitian Yang Relevan
Penelitian relevan sebelumnya yang telah dilakukan terkait dengan

penggunaan wajar (fair use) adalah sebagai berikut.

1. Tesis berjudul “Analisis Pengecualian Pelanggaran (Fair Use)
Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun
2014 Terkait Ciptaan Lagu Atau Musik yang ditulis oleh Retno Wahyuni
sebagai persyaratan mencapai gelar S-2 pada Program Studi Magister
Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis. Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tahun 2017.

Tesis ini bertujuan memperjelas pembatasan hak cipta yang ada
dalam UUHC, selain itu juga untuk memberikan tafsiran atas frasa

“sebagian atau seluruhnya yang substansial” dalam UUHC.
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Penelitian merupakan penelitian normatif empiris. Dan merupakan
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sedangkan analisa data
dalam tesis ini menggunakan metode kualitatif.

Kesimpulan tesis ini menyatakan bahwa prinsip fair use dalam
UUHC merujuk pada perjanjian TRIPs, Konvensi Berne dan US
Copyrights Act 1976. Implementasi fair use dalam UUHC ada pada BAB
VI pasal 43 dan 44. Akan tetapi menurut tesis ini Pasal 44 angka 1 dalam
UUHC belum secara rinci dan jelas dalam menjabarkan prinsip fair use
itu sendiri serta batasan non komersial apa saja yang diperbolehkan oleh
undang-undang.

Tesis kami yang berjudul “Pembatasan Perlindungan Hak Cipta
(Fair Use) Untuk Keperluan Pendidikan Perspektif Hukum Ekonomi
Syari’ah” berbeda dengan tesis Retno Wahyuni dari obyek kajiannya.
Tesos Retno Wahyuni membahas ‘fair use’ dalam konteks lagu dan
musik. Sedangkan tesis kami yang berjudul “Pembatasan Perlindungan
Hak Cipta (Fair Use) Untuk Keperluan Pendidikan Perspektif Hukum
Ekonomi Syari’ah” membahas penggunaan yang wajar atau ‘fair use’
untuk keperluan pendidikan.

Penelitian milik kami dengan milik Retno-wahyuni juga berbeda,

penelitian Retno - Wahyuni - merupakan penelitian kepustakaan dan
penelitian lapangan, sedangkan penelitian kami merupakan penelitian
kepustakaan saja. Penelitian Retno Wahyuni juga hanya berfokus pada
hukum positif saja, sedangkan penelitian ini selain mengkaji fair use
dalam hukum positif Indonesia juga mengkajinya menggunakan analisis
Hukum Islam.
. Tesis berjudul “Perbandingan Doktrin Fair Use Pada Internet Antara
Amerika Serikat Dan Indonesia’. Yang ditulis olen Rr Diyah Ratnajati,
sebagai persyaratan mencapai gelar S-2 pada Program Magister lImu
Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang Tahun
2008.
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Penelitian ini merupakan studi komparatif yang mengkaji
perbandingan konsep “fair use” Undang-undang Hak Cipta Amerika
Serikat dengan konsep “fair use” dalam UUHC No 12 Tahun 2002.
Pendekatan yang dipakai menggunakan deskriptif analitis, dan studi
kepustakaan atau teknik dokumentasi sebagai metode pengumpulan
datanya.

Penggunaan yang wajar atau fair use menurut kesimpulan tesis ini
memberikan berbagai keuntungan bagi masyarakat, terutama para
pendidik seperti akademisi dan peneliti dalam menggunakan ciptaan
orang lain untuk tujuan pendidikan maupun keperluan kreatif lainnya.
Akan tetapi meskipun memberikan kemudahan bagi publik, prinsip
penggunaan yang wajar atau fair use ini kadang-kadang juga dijadikan
alasan pembenar oleh pihak-tertentu untuk mengambil atau menyalin
karya cipta milik orang lain.

Perbedaan tesis Rr Diyah Ratnajati dengan tesis kami yang
berjudul. Pembatasan Perlindungan Hak Cipta (Fair Use) Untuk
Keperluan Pendidikan Perspektif' Hukum Ekonomi Syari’ah adalah tesis
Rr Diyah Ratnajati merupakan penelitian komparatif, dengan objek
perbandingan konsep “fair use ” pada internet dalam Undang-undang Hak
Cipta Amerika Serikat dan konsep “fair use ” dalam UUHC No 12 Tahun
2002. Sedangkan penelitian kami merupakan penelitian yuridis normatif
yang membahas norma penggunaan Yyang wajar dalam UUHC
menggunakan analisis Hukum Islam.

Obyek kajian tesis Diyah Ratnajati adalah Undang-undang Nomor
19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang sudah diganti dengan Undang-
Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Sedangkan penelitian kami
menggunakan obyek kajian UUHC Tahun 2014 yang masih berlaku saat
ini.

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Rr Diyah Ratnajati
karena penelitian Rr Diyah Ratnajati mengkaji fair use dalam Undang

Undang Positif atau konvensional sedangkan penelitian ini mengkaji fair
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use dalam hukum positif Indonesia juga menganalisisnya dari perspektif
Hukum Islam

. Tesis berjudul “Fair Use Dalam Perlindungan Hak Cipta Pada Budaya
Pop Animasi Jepang Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Indonesia”
yang ditulis olen Akhmad Al-Farouqi sebagai persyaratan mencapai
derajat S-2 pada Program Magister llmu Hukum Pascasarjana Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2020.

Dalam tesis Akhmad Al-Farouqi, penelitian dilakukan terhadap
budaya pop yang berpotensi melanggar implementasi penggunaan yang
wajar atau ‘fair use’ dalam UUHC di dalam komunitas pecinta Anime di
Indonesia.

Fokus utama tesis adalah untuk memahami Kriteria-kriteria yang
terdapat dalam peraturan hak cipta yang digunakan untuk menilai apakah
budaya pecinta -Anime melanggar hak cipta, dan bagaimana hukum
diimplementasikan dalam konteks ini.

Tesis ini  merupakan penelitian hukum normative dengan
menggunakan studi pustaka dan wawancara sebagai teknik pengumpulan
data

Tesis ini menyimpulkan bahwa banyak negara di dunia telah
mengembangkan bermacam metode pembatasan hak cipta atau fair use.
Akan tetapi ternyata justru hal ini menimbulkan masalah hukum tentang
bagaimana cara mencapai keseimbangan antara perlindungan hak cipta
bagi pencipta dan kepentingan publik. Oleh sebab itu ketentuan
penggunaan yang wajar atau fair use harusnya diinterpretasikan secara
ketat agar pembatasannya tidak bergantung pada putusan pengadilan.
Tidak mendefinisikan penggunaan yang wajar dapat membuka peluang
untuk perdebatan dan membuat aturan diterapkan berdasarkan kasus per
kasus.

Penelitian ini berbeda dengan tesis Akhmad Al-Farougi dimana

Akhmad Al-Farouqi mengkaji fair use dalam perlindungan hak cipta pada
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budaya pop animasi jepang, sedangkan tesis ini mengkaji fair use untuk
keperluan pendidikan.

Disamping itu, penelitian Akhmad Al-Farouqi berfokus pada

kajian hukum positif atau saja, sedangkan penelitian ini selain mengkaji
fair use dalam sudut pandang hukum positif juga menganalisisnya dari
perspektif Hukum Islam.
. Artikel Jurnal berjudul “Analisis Kebijakan Perbanyakan Buku di
Perpustakaan Perguruan Tinggi Berdasarkan Prinsip Penggunaan yang
Wajar Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak
Cipta” oleh Novita Vitriana, Betaria Febrianti. Dalam Jurnal
Perpustakaan dan Kearsipan, Vol.3 No.1 — Juni 2023. Universitas Islam
Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebijakan perbanyakan
buku di perpustakaan perguruan tinggi dan ketentuan perlakuan wajar
(fair use/fair dealing) berdasarkan Undang-undang Hak Cipta. Metode
penelitian menggunakan hukum normatif atau disebut juga penelitian
hukum_kepustakaan dengan pendekatan perundangan dan konseptual.
Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi-dokumenter atau
studi literatur, yaitu menggunakan data sekunder berupa peraturan-
peraturan, undang-undang, = teori-teori hukum yang mempunyai
keterkaitan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kebijakan memperbanyak buku di perpustakaan perguruan tinggi
menurut  Undang-undang Hak Cipta jika dimaksudkan untuk
mendapatkan keuntungan secara ekonomis dan tanpa izin penulis atau
pencipta termasuk pelanggaran. Hak-hak ekonomi penulis atau pencipta
telah dilanggar untuk kepentingan bisnis dan mencari keuntungan semata.
Tetapi jika ditujukan untuk kepentingan pendidikan, informasi, dan
penelitian disertai penyebutan sumber dengan jelas dan lengkap, maka hal
tersebut diperbolehkan dan sudah diatur dalam Undang-undang Hak
Cipta Pasal 47. Buku merupakan ciptaan yang dilindungi dan dianggap
telah memenuhi standard of copyright ability. Penerapan prinsip fair use
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ini seharusnya didukung sepenuhnya oleh pelaksanaan Pasal 40 Undang-
undang Hak Cipta. Apabila ketentuan tersebut tidak berjalan melalui
peraturanperaturan dibawahnyamaka apa yang diharapkan dalam
pelaksanaan prinsip fair use tidak akan tercapai.

Penelitian Novita Vitriana, Betaria Febrianti mengkaji mengkaji
kebijakan perbanyakan buku di perpustakaan perguruan tinggi dan
ketentuan perlakuan wajar (fair use/fair dealing) berdasarkan Undang-
undang Hak Cipta. Sedangkan tesis kami yang berjudul “Pembatasan
Perlindungan Hak Cipta (Fair Use) Karya Tulis Untuk Keperluan
Pendidikan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak
Cipta Perspektif Hag Al-Ibtikar” dari sini terlihat bahwa ada perbedaan
obyek kajian antara penelitian ini dengan penelitian Shafira Shava
Rahmanissa dkk.

Selain itu Novita Vitriana, Betaria Febrianti berfokus pada kajian
hukum  positif saja, sedangkan penelitian ini-selain-mengkaji fair use
dalam sudut pandang hukum positif atau konvensional juga
menganalisisnya dari perspektif Hukum Islam.

Berdasarkan beberapa perbedaan yang telah diuraikan, dapat
disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan Kkarakteristik yang
berbeda jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.
Perbedaan tersebut mencakup aspek obyek penelitian, sumber data yang
digunakan, dan jenis penelitian yang diterapkan. Adanya perbedaan ini
menandakan bahwa penelitian ini mengusung pendekatan unik dan
memberikan kontribusi berbeda dan baru dalam memahami isu yang
diteliti.

Selain itu nilai kebaruan penelitian ini diskursus tentang
pembatasan hak cipta untuk keperluan pendidikan masih menjadi
diskursus sampai tahun 2023, selain itu penelitian-penelitian yang
disebutkan diatas berfokus pada kajian fair use dari sudut pandang hukum
konvensional atau hukum positif saja, sedangkan penelitian ini selain

mengkaji doktrin fair use menurut hukum positif juga mengkajinya dari
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perspektif hukum ekonomi syari’ah. Dimana kajian kajian pembatasan
hak cipta atau fair use dilihat dari perspektif hukum ekonomi syari’ah
sepanjang penelusuran penulis merupakan kajian baru yang belum pernah

di bahas sebelumnya.

F. Metode Penelitian
Tesis dengan judul “Pembatasan Perlindungan Hak Cipta (Fair Use)

Karya Tulis Untuk Keperluan Pendidikan Dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Perspektif Hag Al-Ibtikar” ini menggunakan
metode sebagaimana berikut ini :

1. Paradigma Penelitian
Paradigma merupakan suatu pandangan fundamelntal mengenai

masalah atau pokok persoalan yang dikaji dalam sebuah disiplin ilmu.

Dalam' penelitian ini menggunakan paradigma Figh, paradigma ini
dipilih berdasarkan topik penelitian, pada masa sekarang hak atas karya
intelektual dalam kajian fikih kontemporer sejarar dengan pembahasan
dengan harta.

Segala hak-hak ekonomi dan hak moral dalam hak cipta karya tulis
dijelaskan dalam literatur kajian figh klasik dan kontemporer. Mulai dari
definisi harta, hak milik atas harta, jenis-jenis  harta, macam-macam
perjanjian atau akad, cara mendapatkan harta, sampai kepada berbagai
macam bentuk pelanggaran terhadap harta orang lain dibahas tentang hak
milik individu, termasuk hak atas hasil karya intelektual. Dalam Figh klasik,
hak ekonomi atas karya intelektual dianggap sebagai harta yang harus
dilindungi dan dihormati.

Para ulama fikih kontemporer mengembangkan konsep haq al-ibtikar
hak atas karya intelektual sebagai salah satu bentuk bagian dari harta tidak
berwujud (abstrak) atau suatu kegunaan yang memiliki nilai ekonomi.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa topik kajian haq al-ibtikar merupakan
bagian dari fikih atau hukum islam yang terkait dengan hak ekonomi dan
hak moral atas karya intelektual yang diciptakan oleh penemunya.
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2. Jenis dan Pendekatan Penelitian
a. Jenis Penelitian

Tesis ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research),
yaitu metode penelitian yang didasarkan pada analisis dokumen hukum
dan literatur terkait. Dalam konteks studi hukum normatif, penelitian ini
fokus pada pengumpulan, pemeriksaan, dan analisis norma-norma
hukum, peraturan, undang-undang dan literatur hukum lainnya yang
relevan dengan obyek yang di kaji.

b. Pendekatan Penelitian

Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, suatu
pendekatan penelitian yang berfokus pada bahan hukum melalui analisis
teori, konsep, dan prinsip-prinsip hukum, serta peraturan-peraturan
terkait. Pendekatan yuridis normatif juga dikenal dengan istilah
penelitian perpustakaan atau studi. dokumen, di-mana penelitian ini
terbatas pada aturan tertulis dan sumber-sumber hukum lainnya.?

Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif-
normatif untuk mencari makna pembatasan hak cipta atau fair use dalam
khasanah hukum islam untuk menemukan jawaban berdasarkan logika
keilmuan hukum- dari sisi normatifnya.

3. Data dan Sumber Data
Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data

primer dari lapangan melalui observasi atau wawancara, melainkan
menggunakan bahan-bahan yang sudah ada dan terdokumentasi, atau yang
dikenal dengan data sekunder.'®

Penelitian hukum normatif ini memanfaatkan tiga jenis bahan hukum
sebagai sumber bahan kajian, yaitu:

a. Data Primer

12 Sri Mahmudji Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). 13

13 Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih, (Pekanbaru:
Suska Press, 2015). 65
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Data primer dalam penelitian ini adalah; Undang Undang Nomor
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
b. Data Sekunder
1) Fatwa

a) Fatwa Lembaga Fikih Islam Internasional No 43 pada muktamar
ke-5 di Kuwait tanggal 1-6 Jumadil Ula 1409 H

b) Fatwa Lembaga Fatwa Mesir Tentang Hak Kekayaan Intelektual
dan Merek Dagang Nomor 426 Tanggal 27 Januari 2007

c) Fatwa Lembaga Fatwa Mesir Tentang Hukum Meniru Merek
Global Dan Merek Terdaftar Nomor : 4703 Tanggal 4 Februari
2019

2) Buku

a) Haq al-Ibtikar fi al-Figh al-Islami al-Mugaran, karya Fathi ad-
Duraini

b) al-Haq Wa Mada Sultan ad-Dawlah fi Taqyiydihi, karya Fathi ad-
Duraini

c¢) al-Hagq Wa az-Zimmah. karya Ali al-Khafif.

d) Nizam al-Islam, al-Hukm, al-Igtishad, al-ijtima’, karya Samith Atif
Al-Zain

e) al-Madkhal -ila Nazariyat al-Iltizam al-‘Ammah fi al-Figh al-
Islami, karya Mustafa Ahmad az-Zarqa,

f) al-Milkiyyat at-talas karya Ibrahim *Abdul Latif.

g) al Milkiyyah al-Khasah fi as-Syariah al-Islamiyyah, Wa
Mugaranatiha bi al-Ittijahat al-Mu asirah, karya ’Abdullah
Muslih.

h) al-Milkiyah wa Nazariyatul ‘Aqd, karya Muhammad Abu Zahrah

i) al-Figh al-Islami Wa Adilatuh karya Wahbah Zuhaili

J) al-Mu’amalat al-Maliyah al Muashirah karya Wahbah Zuhaili

k) Hukum Hak Cipta, Karya Eddy Damian.

I) Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di

Indonesia. Karya Rika Ratna Permata
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c. Data Tersier

Tesis ini mengacu kepada sumber-sumber tersier yang memuat
interpretasi, panduan, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder sebelumnya. Dalam konteks penelitian hukum, bahan hukum
tersier menjadi alat yang sangat berharga untuk mendalami pemahaman
konsep-konsep hukum, istilah-istilah teknis, dan aspek-aspek lain yang
terkait dengan penelitian, seperti kamus dan ensiklopedia hukum.
Sumber-sumber ini tidak hanya menyediakan definisi dan penjelasan,
tetapi juga membantu menguraikan makna istilah-istilah hukum tertentu,
memperkaya analisis, dan mendukung argumentasi yang dibangun dalam
kajian tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data
Tesis. ini ‘mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis

yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan. Dalam hal ini penulis
mengidentifikasi sumber-sumber bahan hukum tertulis yang relevan dengan
topik penelitian, lalu dikumpulkan untuk dianalisis. Fokus analisis terutama
diarahkan pada bagian-bagian yang terkait dengan obyek kajian yang
sedang diteliti. Studi kepustakaan -ini memungkinkan peneliti untuk
mendapatkan wawasan yang mendalam dari -perspektif yang sudah ada
dalam literatur hukum, memberikan dasar yang kuat untuk merinci dan
mendukung argumen atau temuan yang muncul dalam penelitian.4

5. Teknik Interpretasi/Analisis Data
Data-data yang telah terkumpul di atas kemudian dianalisis secara

menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) dan hermeneutic.
Pertimbangan digunakannya analisis tersebut karena kajian penelitian dalam
penulisan ini berupaya menggali relevansi dari apa yang dijelaskan menurut
sumber-sumber penjelasan hukum terkait topik penelitian, dengan khasanah
agwal ulama dan fatwa-fatwa terkait topik yang diteliti. Analisis ini
mempunyai beberapa ciri-ciri; pertama, teks diproses melalui prosedur

yang telah dirancang. Kedua, Prosedur yang ada diolah secara sistematis

14'N D Mukti Fajar and Y Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,
Cetakan Kelima, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). 157



19

mana yang termasuk dalam kategori pembahasan. Ketiga, dalam
menganalisis harus mengarah kedalam pemberian sumbangan teori, maupun
setidaknya yang memiliki relevansi dengan teori, kemudian dianalisis
dengan mendasarkan pada deskripsi, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.
Untuk menganalisa data dilakukan analisis kualitatif-deskriptif, dimana
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang yang dapat diamati.

Sedangkan pertimbangan penggunaan teknik analisis hermeneutik
karena teknik mengacu pada interpretasi teks filosofis terhadap suatu karya,
dalam hal ini adalah karya para tokoh dan ulama yang terkait dengan
masalah penyalinan karya tulis berhak cipta. Pendekatan hermeneutik
menganalisis struktur segitiga yang melibatkan teks (the world of text),
pengarang (the world of author), dan interpretasi pembaca (the world of
reader) atau penafsir terhadap teks. Disini posisi-penulis adalah pembaca
teks atau karya. Guna menangkap makna fair use atau pembatasan hak cipta
dalam penulis memulai dengan pendekatan analisis agwal ulama dan fatwa-
fatwa terkait masalah penyalinan karya tulis berhak cipta tanpa izin pencipta
secara tekstual, kemudian menafsirkannya. Kemudian melanjutkannya
dengan mencoba menangkap tujuan utama dari pada teks tersebut dengan
analogi-analogi.

G. Sistematika Pembahasan
Bab pertama dari penelitian ini adalah bab pendahuluan. Bab ini

menjelaskan tentang latar belakang masalah, yakni alasan mengapa penelitian
ini perlu dilakukan. Selain itu, pada bab ini juga membahas batasan dan
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang
relevan, metode penelitian yang meliputi paradigma penelitian, jenis dan
pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik
interpretasi/analisis data, serta sistematika penulisan.

Bab kedua dari penelitian ini adalah tinjauan umum tentang hak cipta,
pembatasan hak cipta (fair use), al-mal, dan haqg al-ibtikar. Bab ini mencakup

definisi dan konsep dasar hak cipta, termasuk pencipta dan pemegang hak
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cipta, prinsip deklaratif dalam perlindungan hukum hak cipta, durasi
perlindungan, serta karya tulis. Selain itu, bab ini juga membahas pembatasan
hak cipta atau fair use, perkembangan doktrin fair use, pembatasan hak cipta di
Indonesia, dan keberlakuan doktrin fair use terhadap ciptaan. Bab ini juga
menjelaskan konsep al-mal (harta) dalam perspektif empat mazhab fikih, jenis-
jenis al-mal, hak milik atas harta, sebab-sebab timbulnya hak milik atas harta,
serta pengertian haq al-ibtikar, macamnya, perlindungan hukum Islam
terhadap haq al-ibtikar, jangka waktu perlindungan, dan berakhirnya haqg al-
ibtikar.

Bab ketiga membahas bentuk pembatasan hak cipta karya tulis untuk
keperluan pendidikan dalam undang-undang. Bab ini menguraikan latar
belakang lahirnya pembatasan perlindungan hak cipta, serta bentuk
penggunaan yang wajar atas materi berhak cipta untuk keperluan pendidikan di
Indonesia, termasuk hak ekonomi, hak moral, dan tujuannya.

Bab keempat berfokus pada analisis penyalinan karya tulis berhak cipta.
Bab ini membahas hak cipta karya tulis sebagai harta pribadi/privat pencipta,
relasi antara pencipta, penerbit, distributor, dan penerima manfaat hak cipta,
serta analisis penyalinan Kkarya tulis. berhak cipta tanpa izin pencipta
berdasarkan pandangan beberapa ulama dan institusi seperti Wahbah Zuhaili,
Fathi ad-Duraini, As Syathiri, Ibn Hajar al-Haitami, dan Dar al-Ifta’ Mesir.
Selain itu, bab ini juga mengkaji konsep bahwa tidak ada hak privat yang
absolut dan kepentingan umum- sebagai sarana pembatasan hak, termasuk
pembatasan hak cipta untuk menghindari monopoli ilmu dan keadaan
mendesak yang membolehkan sesuatu yang haram menjadi mubah.

Dengan sistematika pembahasan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat
memberikan gambaran yang komprehensif mengenai topik yang dibahas serta

membantu pembaca memahami konteks dan relevansi penelitian ini.



BAB |1
KONSEP HAK CIPTA, PEMBATASAN HAK CIPTA, AL-MAL DAN HAQ
AL-IBTIKAR

A. Hak Cipta
1. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Pencipta adalah individu atau kelompok yang secara mandiri atau
bersama-sama menghasilkan suatu karya yang memiliki ciri-ciri unik dan
bersifat pribadi. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), pencipta adalah seorang atau
beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau = bersama-sama
menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi Pemegang Hak
Cipta.

Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang memegang hak-hak legal
terkait dengan karya tersebut. Pemegang hak cipta bisa jadi pencipta itu
sendiri atau pihak lain yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta
melalui pengalihan hak cipta. Menurut Pasal 1 Angka 4 UUHC, pemegang
hak cipta adalah; pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima
hak tersebut secara sah dari pencipta dan pihak lain yang menerima lebih
lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah

2. Prinsip Deklaratif Dalam Perlindungan Hukum Hak Cipta
Prinsip deklaratif dalam hak cipta berarti bahwa perlindungan hak

cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk
nyata, tanpa memerlukan pendaftaran terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan
Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang
menyatakan: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara
otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan
dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.”

Dengan prinsip deklaratif ini, pencipta atau pemegang hak cipta tidak

wajib mendaftarkan ciptaannya untuk memperoleh perlindungan hukum.
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Perlindungan hak cipta berlaku sejak ciptaan tersebut diwujudkan dalam
bentuk nyata.®

Meskipun demikian, pendaftaran hak cipta tetap dianjurkan karena
sertifikat pendaftaran dapat dijadikan sebagai alat bukti awal kepemilikan
hak cipta jika terjadi sengketa di kemudian hari. Namun, pendaftaran ini
bersifat pasif atau negatif deklaratif, artinya semua permohonan pendaftaran
diterima tanpa penelitian mendalam terlebih dahulu, kecuali jika terdapat
indikasi pelanggaran.

Ketika seseorang membuat karya original, secara otomatis karya
tersebut langsung dilindungi oleh undang undang hak cipta dalam bentuk
pengakuan hak eksklusif atas karyanya tersebut. Hak eksklusif ini timbul
secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sebagaimana yang sudah
dijelaskan diata. Yaitu suatu hak yang hanya dikhususkan bagi pencipta
untuk memanfaatkan ciptaannya, tidak ada pihak lain yang berhak
memanfaatkan suatu ciptaan tanpa seizin dari penciptanya.*®

Jika seseorang ingin menggunakan karya yang dilindungi hak cipta,
mereka harus mendapatkan izin dari pemilik hak cipta. Penggunaan tanpa
izin dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan dapat dikenai sanksi
hukum. Pelanggaran hak cipta dapat berupa pengumuman, perbanyakan,
penyiaran, atau penjualan karya tanpa izin. Sanksi atas pelanggaran hak
cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta, yang mencakup hukuman pidana penjara dan denda.

Pada hakikatnya, Hak Cipta terhadap sebuah buku ilmu pengetahuan
telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta, tepatnya pada Pasal 9 ayat (3) yang menegaskan bahwa “Setiap orang
tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan

penggandaan dan/atau Penggunaan Komersial Ciptaan”.

15 Suyud Margono, “Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta,” Rechtsvinding 1, no. 2
(2015): 237.

16 Dina Nurusyifa, “Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta Di Indonesia,” Unes
Law Review 6, no. 2 (2023): 67.



23

Diantara pelanggaran hak cipta yang terkait dengan penelitian ini
adalah penggandaan buku tanpa izin. Penggandaan buku, baik sebagian atau
seluruh isinya, tanpa izin dari penulis atau pemegang hak cipta merupakan
tindakan yang melanggar hak eksklusif pencipta. Dalam Pasal 9 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diatur bahwa
penggandaan buku tanpa izin adalah tindakan yang dilarang dan dapat
dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta, pelanggaran hak cipta, termasuk penggandaan buku tanpa izin, dapat
dikenakan sanksi pidana. Pasal 113 ayat (4) undang-undang tersebut
menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
melakukan pelanggaran hak cipta dapat dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000
(empat miliar rupiah).

. Durasi Perlindungan Hukum Hak Cipta
UUHC mengatur secara rinci masa berlaku hak cipta di Indonesia.

Durasi perlindungan hak cipta di Indonesia adalah seumur hidup pencipta
ditambah 70 tahun setelah pencipta- meninggal dunia. Untuk program
komputer, durasi -perlindungan adalah 50 tahun sejak pertama kali
dipublikasikan.  Selama ~ masa perlindungan - hak cipta,  pencipta
atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas ciptaannya, setiap
penggunaan ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta
dianggap sebagai pelanggaran hukum

Untuk ciptaan yang dimiliki oleh perorangan, hak ekonomi berlaku
selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah
pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun
berikutnya. Jika ciptaan dimiliki oleh badan hukum, masa berlaku hak
ekonomi adalah 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Untuk karya seni
terapan, masa perlindungan hanya 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.
Selain itu, ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan hak ciptanya

dipegang oleh negara, masa perlindungannya adalah 50 tahun sejak pertama
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kali diumumkan. Setelah masa berlaku hak ekonomi berakhir, ciptaan
tersebut menjadi  milik publik, yang berarti siapa pun dapat
memanfaatkannya tanpa harus meminta izin atau membayar royalti.’

Setelah masa berlaku hak cipta habis, ciptaan tersebut menjadi
domain publik dan dapat digunakan secara bebas oleh siapa saja.

Ketika sebuah karya berada di domain publik, artinya tidak lagi
dilindungi oleh hak cipta dan dapat digunakan oleh siapa saja tanpa perlu
meminta izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta. Ini termasuk hak
untuk menggandakan, mendistribusikan, memajang, atau bahkan mengubah
karya tersebut untuk tujuan apapun, termasuk komersial. Peralihan karya ke
domain publik memungkinkan penyebaran pengetahuan dan kebudayaan
secara lebih luas, karena membebaskan karya-karya tersebut untuk diakses,
digunakan, dan dibangun lebih lanjut oleh publik.

4. Karya Tulis
Dalam UUHC penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf a) terdapat rumusan

pengertian karya tulis sebagai berikut “yang dimaksud dengan "perwajahan
karya tulis" adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "typholographical
arrangement”, yaitu tata letak dan penampilan visual dari teks yang dicetak,
termasuk pemilihan jenis huruf, ukuran, spasi, dan elemen desain lainnya
yang membentuk tampilan keseluruhan halaman atau karya cetak. Hak cipta
dalam pengaturan tipografi meliputi gaya, komposisi, tata letak, dan
penampilan umum dari halaman karya yang diterbitkan, dan biasanya
dimiliki oleh penerbit karya tersebut. Pengaturan tipografi bertujuan untuk
membuat teks mudah dibaca, menarik, dan efektif dalam menyampaikan
informasi kepada pembaca. 8

Karya tulis mempunyai banyak ragam tergantung dari tujuan,
manfaat, sumber penulisan, dan aspek-aspek lainnya. Berdasarkan

17 Meldy Rivan Thomas, “Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak
Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” Lex Privatum X, no.
1 (2021): 15.
18 LexisNexis 1P Expert, “Typographical  Arrangement  Definition,”
www.lexisnexis.co.uk, 2024, https://www.lexisnexis.co.uk/legal/glossary/typographical-

arrangement. (Diakses 20 Juli 2024)
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sumbernya, secara umum karya tulis dapat diklasifikasikan menjadi dua,
yaitu : 1°
a. Karya Fiksi (tidak ilmiah)

Karya fiksi merupakan bentuk karya tulis yang bersumber dari
imajinasi, fantasi, atau rekaan penulis. Berbeda dengan karya non-fiksi
yang didasarkan pada fakta dan kejadian nyata, fiksi sepenuhnya
merupakan hasil kreativitas dan daya khayal pengarangnya.

Meskipun demikian, karya fiksi tidak selalu terlepas dari realitas,
karena seringkali terinspirasi atau merefleksikan situasi dan kondisi
masyarakat tertentu. Tujuan utama penulisan karya fiksi dapat dibagi
menjadi dua: menghibur pembaca dan mengungkapkan isi hati penulis.
Karya fiksi sering kali ditulis untuk memberikan kesenangan dan hiburan
kepada pembacanya melalui cerita yang menarik dan imajinatif.
Meskipun bersifat imajinatif, karya fiksi seringkali merefleksikan situasi
masyarakat tertentu. Penulis dapat menggunakan latar belakang sosial,
budaya, atau sejarah sebagai inspirasi untuk menciptakan dunia fiksi
yang dapat direlasikan oleh pembaca. Hal ini memungkinkan karya fiksi
untuk tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan wawasan dan
perspektif baru kepada pembacanya,tentang berbagai isu dan pengalaman
manusia.

Beberapa contoh karya tulis yang termasuk dalam kategori fiksi
adalah novel, cerpen (cerita pendek), dongeng, drama, dan roman. Novel
merupakan karya prosa fiksi yang panjang dan kompleks, biasanya terdiri
dari beberapa bab. Cerpen adalah karya prosa fiksi yang lebih singkat
dan dapat dibaca dalam sekali duduk. Dongeng merupakan cerita fiksi
tradisional yang sering mengandung unsur magis atau supernatural.
Drama adalah karya fiksi yang ditulis dalam bentuk dialog dan

dimaksudkan untuk dipentaskan. Sementara roman mirip dengan novel

19 Komunikasipraktis.com, “Karya Tulis Ilmiah: Pengertian, Karakteristik, Dan Jenis-
Jenis,” 2016, https://komunikasipraktis.com/karya-tulis-ilmiah-pengertian-karakteristik-dan-jenis-
jenis/. (Diakses 20 Juni 2024)
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tetapi biasanya lebih panjang dan lebih kompleks dalam pengembangan
karakternya.
. Karya Non-fiksi (ilmiah)

Karya ilmiah merupakan suatu bentuk tulisan atau laporan tertulis
yang menyajikan hasil penelitian atau pengkajian mendalam terhadap
suatu permasalahan tertentu. Tulisan ini dapat dihasilkan oleh seorang
individu atau sekelompok orang yang memiliki keahlian di bidangnya.
Dalam proses penulisannya, karya ilmiah harus mengikuti kaidah dan
etika keilmuan yang telah disepakati dan dihormati oleh komunitas
akademik.

Salah satu ciri khas karya ilmiah adalah penggunaan data yang
akurat, kesimpulan yang valid, serta informasi pendukung lainnya yang
relevan dengan topik yang dibahas. Semua elemen ini disajikan secara
sistematis dan -objektif, sehingga dapat digunakan sebagai sumber
referensi yang terpercaya bagi para ilmuwan atau peneliti lain dalam
melakukan studi atau penelitian lebih lanjut di bidang yang sama atau
terkait.Karya ilmiah memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Fungsinya dapat dibagi menjadi tiga aspek
utama. Pertama, sebagai sarana penjelasan (explanation), di mana karya
ilmiah dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang
suatu fenomena atau konsep. Kedua, sebagai alat prediksi (prediction),
karya ilmiah dapat membantu dalam memperkirakan kemungkinan-
kemungkinan yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data dan
analisis yang ada. Ketiga, sebagai instrumen pengawasan (control), di
mana karya ilmiah dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengontrol
perkembangan dalam suatu bidang ilmu.Terdapat beberapa jenis karya
ilmiah  yang umum dijumpai dalam dunia akademik dan
penelitian. Contoh dari karya tulis jenis ini adalah makalah, skripsi, tesis,

surat pembaca, proposal penelitian, dan resensi.



B. Pembatasan Hak Cipta / Fair Use
1. Pengertian
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Fair use adalah doktrin hukum yang berkembang terutama di
yurisdiksi barat untuk menjembatani kepentingan pemegang hak cipta
dengan kepentingan publik yang lebih luas. Konsep ini memungkinkan
penggunaan terbatas atas materi berhak cipta tanpa izin pemiliknya dalam
situasi tertentu, terutama untuk tujuan-tujuan yang dianggap bermanfaat
bagi masyarakat seperti kritik, komentar, pelaporan berita, pengajaran,
penelitian, atau parodi. Thomas G. Field mendefinikan doktrin fair use

sebagai berikut :

Fair use is one of the most important, and least clear cut, limits or
copyright. It permits some use of other works even without approval.

Fair use adalah salah satu batasan atau hak cipta yang paling penting dan
paling tidak jelas. Fair use mengizinkan beberapa penggunaan karya lain
bahkan tanpa persetujuan.?

Dapat ditarik kesimpulan bahwa fair use merupakan prinsip dalam
hak cipta yang memberikan wewenang kepada seseorang atau pihak ketiga
untuk menggunakan atau mengeksploitasi suatu karya berhak cipta tanpa
harus memperoleh izin langsung dari pencipta. Namun, penggunaan tersebut
harus tetap berada dalam batas-batas yang dianggap wajar atau adil.

. Perkembangan Doktrin Fair Use
Dalam perkembangannya ada dua konsep utama yang mengatur

penggunaan wajar atau "fair use" dari karya yang dilindungi hak cipta,
yaitu "fair dealing" dan ‘fair use” itu sendiri.

Doktrin “fair dealing” sering digunakan dalam masyarakat yang
menerapkan sistem hukum civil law termasuk Inggris, Kanada, Australia,
dan Selandia Baru. Sedangkan ‘fair use’ digunakan oleh negara negara

yang menganut sistem hukum common law seperti seperti Amerika Serikat.

a. Doktrin Fair Dealing di Inggris

20 Thomas G. Field, “Copyright on the Internet,” ipmall.law.unh.edu, 2022,

https://ipmall.law.unh.edu/content/ip-basics-professor-emeritus-thomas-g-field-jr-copyright-
internet.


http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/39316
http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/39316
http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/39316
https://nasional.sindonews.com/read/1018283/18/fair-use-dan-fair-dealing-dalam-uu-hak-cipta-1675918947
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Doktrin fair dealing di Inggris memiliki latar belakang yang
panjang. "Fair dealing™ pertama kali dikembangkan oleh pengadilan di
Inggris pada abad kedelapan belas, dan kemudian secara singkat
diwujudkan dalam Undang-Undang Hak Cipta Inggris tahun 1911 dan
kemudian diuraikan lebih lengkap dalam Undang-Undang Hak Cipta
tahun 1956.

Dalam Global Journal Of Multidisciplinary Studies Prashant
Rahangdale mendefinisikan fair dealing dengan ;

Fair dealing is a limitation and exception to the exclusive right granted
by copyright law to the author of a creative work. It permits reproduction
or use of copyrighted work in a manner, which, but for the exception
carved out would have amounted to infringement of copyright.

Fair dealing adalah batasan dan pengecualian terhadap hak eksklusif
yang diberikan oleh hukum hak cipta kepada pencipta suatu karya
kreatif. Ini memungkinkan reproduksi atau penggunaan karya yang
dilindungi hak cipta dengan cara yang, jika tidak ada pengecualian ini,
akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.?

"Fair dealing” juga diadopsi dalam undang-undang hak cipta
bekas wilayah Kekaisaran Britania yang sekarang disebut negara-negara
Persemakmuran. Selama satu abad terakhir, konsep "fair dealing” telah
berkembang di banyak negara Persemakmuran. Sementara di beberapa
negara "fair dealing" tetap, seperti di Inggris, terbatas pada tujuan asli
dari Undang-Undang tahun 1911.

Fair dealing hanya mengizinkan penggunaan karya berhak cipta
untuk tujuan tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Undang-Undang Hak Cipta tahun 1956 menentukan bahwa
penggunaan terbatas dari materi hak cipta dapat dilakukan tanpa
melanggar hukum untuk tujuan penelitian dan studi pribadi, pelaporan
acara terkini, atau untuk tujuan kritik dan ulasan, asalkan pengakuan
yang layak diberikan kepada sumbernya. Konsep fair dealing didasarkan

pada perlindungan terhadap pencipta, yaitu setiap penggunaan karya

2l Prashant Rahangdale, “Fair Dealing Limitation to Copyright,” SSRN Electronic
Journal 6, no. 7 (2020): 266, https://doi.org/10.2139/ssrn.3606890.


https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1087/20150309
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1087/20150309
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1087/20150309
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1087/20150309
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1087/20150309
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cipta harus disertai dengan pencantuman nama pencipta sebagai suatu
bentuk penghormatan hak moral pencipta, yaitu hak untuk diakui sebagai
pencipta. Doktrin ini pun mengizinkan (secara terbatas) penggunaan
karya cipta untuk tujuan, penelitian, pendidikan, kritik dan penulisan
hasil penerapan kritik, penulisan laporan di surat kabar, majalah, dan
lain-lain yang menyediakan suatu pengetahuan —bagi masyarakat— secara
memadai, asalkan tidak mengambil bagian bagian karya cipta secara
tidak layak dan tidak termasuk layanan kliping surat kaba dan pemberian
nasihat profesional oleh praktisi hukum atau konsultan paten.?

Jika penggunaan suatu karya tidak sesuai dengan salah satu dari
daftar di atas, maka itu tidak akan dianggap sebagai penggunaan yang

wajar fair dealing.

. Doktrin Fair Use Di Amerika Serikat

Amerika ~serikat sebagai negara cikal bakal perkembangan
doktrin fair use, perlindungan hak ciptanya didasarkan pada ciptaan. Ada
izin dan uang atau sejumlah pembayaran dalam penggunaan karya cipta
milik orang lain sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi
pencipta. Akan tetapi di Amerika Serikat juga diperbolehkan penggunaan
karya cipta tanpa seijin pencipta dalam keadaan sosial tertentu, seperti
pendidikan dan penelitian.

Kriteria fair use di Amerika Serikat diatur dalam Section 107
Copyright Act 1976 dan melibatkan empat faktor utama yang digunakan
pengadilan untuk menentukan apakah suatu penggunaan karya berhak
cipta termasuk dalam kategori fair use. Pertama, tujuan dan karakter
penggunaan: pengadilan mempertimbangkan apakah penggunaan bersifat
komersial atau untuk tujuan pendidikan non-profit, dan penggunaan
transformatif lebih cenderung dianggap fair use, seperti parodi, kritik,
atau komentar terhadap karya asli. Kedua, sifat dari karya berhak cipta:

karya yang lebih faktual atau informatif lebih mungkin dianggap fair use

22 Rahmi Jened, Hukum Hak Cipta (Copyright’s) (PT Citra Aditya Bakti, 2021). 167
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dibandingkan dengan karya yang sangat kreatif atau fiksi, dan karya yang
sudah dipublikasikan lebih mungkin dianggap fair use dibandingkan
dengan karya yang belum dipublikasikan. Ketiga, jumlah dan
substansialitas bagian yang digunakan: semakin kecil bagian yang
digunakan dari karya asli, semakin besar kemungkinan dianggap fair use,
tetapi pengadilan juga mempertimbangkan kualitas dan pentingnya
bagian yang digunakan. Keempat, dampak penggunaan terhadap pasar
potensial atau nilai karya berhak cipta: pengadilan mempertimbangkan
apakah penggunaan tersebut mengurangi penjualan potensial, pendapatan
lisensi, atau nilai ekonomi lainnya dari karya asli, dan jika penggunaan
tersebut menggantikan permintaan pasar untuk karya asli, maka kecil
kemungkinan dianggap fair use.??

3. Pembatasan Hak Cipta Di Indonesia
Indonesia - sebagai negara yang meratifikasi TRIPs 1994 telah

menentukan pembatasan atau perkecualian terhadap hak eksklusif pencipta
dalam UU Hak Cipta. Sebagai bagian dari negara-negara yang telah
meratifikasi Konvensi Bern dan TRIP*s Agreement serta konvensi-konvensi
internasional lainnya, Indonesia memiliki pengaturan tersendiri terkait
dengan pembatasan dan pengecualian hak cipta, walaupun aturan itu pada
dasarnya tetap mengacu pada aturan-aturan yang ada di dalam konvensi-
konvensi internasional tersebut karena aturan-aturannya yang bersifat
mengikat.

Hal ini disebabkan karena negara anggota konvensi mempunyai
kultur/kebudayaannya masing-masing yang berbeda antara satu dengan
yang lain sehingga mengakibatkan perbedaan dalam menyikapi
perlindungan Hak Kekayaan Intelektualnya. Maka dari itu, Konvensi Bern
dan TRIPs Agreement memberikan kelonggaran pada setiap negara anggota

untuk menyusun peraturan perundang-undangannya sendiri dengan tetap

23 Nurhijriaty, Eka Kurniasari, and Rika Ratna Permata, “Regulation And Application Of
Fair Use Doctrine On The YouTube Platform: A Comparative Study of Indonesian and United
States Of America.” 03, no. 2 (2024): 16676, http://www.jim.unsyiah.ac.id/SJIL. 167
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mengacu pada ketentuan yang telah ada pada Konvensi Bern maupun TRIPs
Agreement.

Ketentuan-ketentuan Fair use/fair dealing dalam TRIPS di Indonesia
diatur pada BAB VI Pasal 43 sampai Pasal 51 Undang-Undang Hak Cipta
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pembatasan Hak Cipta. Indonesia lebih
lazim menggunakan fair use/fair dealing dengan istilah “pembatasan hak
cipta” berdasarkan pada ketentuan UU Hak Cipta pada BAB VI Pembatasan
Hak

4. Keberlakuan Doktrin Fair Use Terhadap Ciptaan
Melihat pada pengertian doktrin fair use, yaitu doktrin yang

memperbolehkan penggunaan suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta tanpa
izin dari pencipta atau pemegang hak cipta maka terlihat bahwa doktrin fair
use berlaku hanya ketika suatu ciptaan yang digunakan secara wajar tersebut
dilindungi oleh hak cipta. Artinya, doktrin fair use di amerika serikat tidak
berlaku bagi ciptaan atau karya yang tidak mendapat perlindungan hak cipta
berdasarkan Copyright act 1976.

Menurut Martine Courant Rife, menyatakan bahwa doktrin fair use
menjadi irrelevant ketika hak cipta tidak melindungi suatu ciptaan.
Selanjutnya, menurut Martine Courant Rife, ada beberapa hal yang dapat
membuat doktrin fair use menjadi tidak berlaku pada suatu ciptaan, yaitu?*:

1. Ciptaan tersebut sudah berada dalam domain publik, artinya masa
perlindungan hak cipta sudah habis. karya-karya dalam domain publik
mencakup karya-karya yang tidak lagi dilindungi oleh hak cipta.

2. Ciptaan yang diciptakan oleh pemerintah amerika serikat, seperti
antara lain, putusan pengadilan, statuta, dan peraturan-peraturan
lainnya.

3. Ciptaan yang tidak orisinal

4. Penggunaan ciptaan yang de minimalis, artinya penggunaan ciptaan

tersebut tidak cukup melibatkan kuantitas dari ciptaan yang disalin

24 Sudjana Sudjana, “Implikasi Doktrin ‘Fair Use’ Terhadap Pengembangan Ilmu
Pengetahuan Oleh Akademisi (Dosen) Atau Peneliti Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta,” Veritas
et Justitia 4, no. 2 (2018): 493-514, https://doi.org/10.25123/vej.2993. 494
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untuk membuat adanya kesamaan subtansial. Penggunaan ciptaan

dengan seizin dari penciptanya.

Selain lima ciptaan di atas, terdapat juga ciptaan yang tidak mendapat
perlindungan hak cipta, yaitu ciptaan yang melanggar hukum. Terhadap
ciptaan-ciptaan yang mengandung muatan melanggar hukum ini, Paul
Goldstein  menyatakan bahwa pertimbangan untuk menentukan suatu
muatan yang melanggar hukum ini, pada intinya, terdapat pada hukum

negara bagian dan nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat.

C. al-Mal (Harta)
1. al-Mal Dalam Empat Mazhab Fikih
Secara bahasa kata harta berasal dari bahasa arab al-ma/ (Jw)) yang
berarti condong, cenderung dan miring. Dikatakan condong, cenderung dan
miring karena secara tabi’at; manusia sangat cenderung ingin memiliki,
menyimpan dan menguasai harta.?®
Para ahli fikih berbeda pendapat terkait dengan pengertian harta
secara istilah; sebagian menyatakan “manfaat” sebagai harta dan sebagian
yang menyatakan bahwa manfaat tidak dapat dikategorikan sebagai harta.
Manfaat yang dimaksud disini adalah faedah atau kegunaan yang dihasilkan
dari benda-benda yang tampak, seperti hak mendiami rumah yang telah
disewa atau mengendarai kendaraan yang telah disewa. .
a. Mazhab Hanafi
Para ahli fikih dari mazhab Hanafi seperti Alauddin al-Bukhari
(w. 730 H),% Ibn Nujaim (w. 970 H),?” Al-Hamawy (w. 1098 H)?® dan
Ibn Abidin (w. 1252 H)? mendefinisikan harta dengan :

%5 Majdudin Muhammad bin Ya’kub Al Fairuz abadi, Al Qamus Al Muhith, vol. 4 (Beirut:
Darul Kutub Al Illmiyah, 1995). 52, lihat juga Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadhl
Jamaluddin Ibnu Manzhur Al-Anshari, Mu’jam Lisan Al-’Arab Fi Al-Lughah (Beirut: Dar al-Kitab
al-llmiyah, n.d.). 765

% “Ala” ad-Din Al-Bukhari, Kasyf Al-Asrar 'Ala Usul Al-Bazdawt (Dar al-Kitab al-
Islami, n.d.). vol 1. 268

21 Syihabuddin Al Husaini Al Hamawi, Gomz ’Uyiin Al-Basair Fi Syarh Al-Asybah Wa
an-Nazair (Beirut: Dar al-Kutiib al-’Ilmiyyah, 1985). 5

28 Syihabuddin Al Husaini Al Hamawi. Vol 4. 5
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Harta merupakan sesuatu yang membuat tabiat manusia menjadi condong
kepadanya, dan harta merupakan sesuatu yang bisa disimpan untuk
digunakan pada waktu dibutuhkan, baik manusia secara keseluruhan atau
sebagian.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa harta adalah
sesuatu yang bernilai dan dapat disimpan serta terjaga secara aman.
Sehingga bagi sesuatu yang tidak dapat disimpan, tidak dapat
dikategorikan sebagai harta.® Selain itu; sesuatu yang dapat dimiliki
bendanya harus dapat dikuasai secara kongkrit. Dengan demikian maka
para ahli fikih mazhab Hanafi tidak menganggap manfaat atau kegunaan
suatu benda sebagai harta, sebab manfaat suatu benda tidak bisa
dikuasai dan disimpan.

b. Mazhab Maliki

Adapun menurut al-Syatibi (W 790 H) seorang tokoh penting di

kalangan mazhab Maliki berpendapat bahwa harta adalah;

LAy o ods| 13 oﬂﬁ&;&u\s\g I g d}.ll\d\cl.cc'é.g L JW

Harta adalah sesuatu yang dimiliki dan dikuasai pemiliknya dari orang
lain, ketika dia mendapatkan harta tersebut dengan cara yang sah.>

Imam Syathibi menegaskan bahwa kepemilikan tidak selalu
berarti penguasaan fisik. Dalam hal-hal yang tidak memungkinkan
penguasaan fisik langsung, kepemilikan dapat diganti dengan penguasaan
non-fisik, seperti hak milik intelektual.

29 Muhammad Amin lbnu Abidin, Radd Al-Muhtar "ala AI-Durr Al-Mukhtar (Beirut: Dar
al-Fikr, 1992). 501

30 Mustafa Ahmad Az- Zarga®, Al-Madkhal Ila Nazriyat Al-lltizam Al-Ammah f Al-. Figh
Al-1Islam (Damaskus: Darul Qolam, 1999). 123

31 Abii Ishaq Asy-Syathibi, Al-Muwafagat, 1st ed. (Kairo: Dar Ibnu ’Affan, 1997). 32
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Kata "W" dalam ungkapan "<l 4de 3, W" berarti "apa saja".
Penjelasan ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dapat menjadi
objek kepemilikan adalah harta. Dengan demikian harta tidak hanya
terbatas pada benda, tetapi juga mencakup manfaat dan hak. Karena hak
dan mafaat dapat dimiliki seseorang. Manfaat adalah hal-hal yang
bersifat non-material, seperti udara, cahaya, dan keindahan alam.

C. Mazhab Syafi’i

al-Zarkasyi ulama dari mazhab Syafi'i misalnya berpendapat
bahwa harta merupakan suatu yang bermanfaat bagi pemiliknya, baik
berupa materi atau manfaat. Dalam mendefefiniskan harta imam Zarkasyi

menyatakan;

(3l o) Olel Lol o 0y miy OY Mt 8 4y Laiine OIS Lo JU

Harta adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau siap untuk
dimanfaatkan. Dan harta dapat berupa materi fisik maupun manfaat. 32
Pendapat tersebut diperjelas oleh tokoh lain, yang juga dari
kalangan -mazhab Syafi'i, Jalaluddin al-Suyuthi (1445-1505 M), menurut
pendapatnya, bahwa yang dinamakan harta adalah sesuatu yang memiliki
nilai (al-gimah).
C“" OY Ndates (81 4 Laiie O Lo il JUW dmsliad) e 6.5))\ 2o
b Lo Jo VI JW a2y Y JB wh aslad) e byl S
W5 i) Ly ) fre WUl as oy Y Ly B Oly adis olig s gLy
Imam Zarkasyi dari madzhab Syafi’i mendefinisikan bahwa harta adalah
sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau siap untuk dimanfaatkan. Imam
As-Suyuthi meriwayatkan bahwa Imam Syafii berkata, ‘Tidak disebut

dengan harta, kecuali benda itu memiliki nilai yang bisa dijual karena
adanya nilai tersebut, dan bagi orang yang merusaknya maka wajib

32 Badruddin Al-Zarkasyi, Al-Mansur Fi Al-Qowaid Al-Fighiyyah (Kuwait: Wizarat al-
Awgqaf al-Kuwaitiyyah, 1985). 222
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menanggungnya, walau sedikit, dan benda itu tidak termasuk sesuatu
yang dibuat oleh orang pada umumnya. 3
d. Mazhab Hanbali
al-Bahuthi salah satu ulama dari mazhab Hanbali mendefiniskan

harta dengan :

Al M oglil #ly ol (Jle V1 ST o illas anis £l L JU

Apa saja yang boleh dimanfaatkan secara mutlak atau dapat disimpan
bukan karena hajat atau dharurat.>
Senada dengan definisi al-Bahuthi; Syarafuddin al Maqdisi ulama

dari Hanafi mendefinisikan harta dengan lebih detail, beliau menyatakan

bahwa harta adalah :
(5 3930 by QlanS Al 590 ol dxle i) G ls dade ad Leoga
(4 Cov Yoo Wl claysg 4&4\1{ Wao L) pbg (Al Ol

C\.g Y Loy candlS 35,20 V) CLg Y L s c;u ab by (o) adls
N um:b il ) oLl

Sesuatu yang mengandung manfaat yang diperbolehkan, bukan karena
kebutuhan atau keadaan darurat. Contohnya seperti obat-obatan, unta,
sutera, cacing untuk memancing, dan burung yang dipelihara untuk
suaranya, seperti burung bulbul dan beo. Adapun sesuatu yang tidak ada
manfaatnya, seperti serangga, atau sesuatu yang manfaatnya haram, atau
sesuatu yang tidak boleh dimiliki kecuali dalam keadaan darurat, seperti
bangkai, atau sesuatu yang tidak boleh dimiliki kecuali karena
kebutuhan, maka semua itu tidak termasuk harta.

Dalam menentukan nilai suatu harta sebagaimana perngertian di
atas, yang menjadi pertimbangan utama bukanlah bentuk fisiknya,
melainkan manfaat dan dampaknya. Hal ini berarti bahwa sesuatu yang
tidak memiliki manfaat tidak dapat dianggap sebagai harta, meskipun

memiliki bentuk fisik. Oleh karena itu, dasar penentuan nilai harta adalah

3 Wizarat al-Agaf wa al-Suuun Al-Islamiyyah, Al-Mausu’ah Al-Fighiyyah Al-
Kuwaitiyah, 2nd ed. (Kairo: Dar Sofwah, 2006). 32

3 Manshur Al Bahuthi, Dagaiq Uli An Nuha Li Syarh Al Muntaha (Beirut: Dar Al Fikr,
n.d.). Vol. 2. 140
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manfaatnya, bukan wujud fisiknya. Pendekatan ini sejalan dengan
pandangan fikih mazhab Syafi'i.

Nilai harta berasal dari benda-benda fisik yang dapat
dimanfaatkan, diperjualbelikan, atau dinilai. Nilai tidak dapat berdiri
sendiri tanpa adanya benda fisik. Sebagai contoh, cacing adalah benda
fisik tetapi bukan harta karena tidak memiliki manfaat. Namun, jika
cacing tersebut digunakan sebagai umpan pancing, maka ia memiliki
nilai ekonomi. Nilai ini bukan berasal dari wujud fisiknya, tetapi dari
manfaat yang diberikannya. Tanpa manfaat tersebut, cacing akan tetap
menjadi benda yang tidak berharga.

Dengan demikian, nilai harta sangat terkait erat dengan
manfaatnya, yang menjadi dasar dan sumber nilai tersebut. Manfaat
adalah sesuatu yang non-fisik. Di mana ada manfaat, di situ ada nilai,
yaitu harta. Bahkan, manfaat menjadi tolok ukur nilai dan ukurannya.
Namun, pembahasan ini adalah mengenai dasar penentuan nilai harta
dalam kondisi normal, tanpa adanya kondisi darurat atau kebutuhan yang
mendekati kondisi darurat.

Sebagai contoh, jika cacing digunakan sebagai umpan pancing,
maka ia akan dianggap memiliki nilai ekonomi.-Nilai ini bukan karena
wujud fisik atau materialnya, tetapi karena manfaat yang dimilikinya.
Tanpa manfaat tersebut, cacing akan tetap dianggap sebagai benda yang
tidak berharga dan dibuang oleh orang-orang. Oleh karena itu, nilai harta
terkait dengan manfaat yang menjadi dasar dan sumbernya. Manfaat
adalah sesuatu yang non-fisik. Di mana ada manfaat, di situ ada nilai,
yaitu harta. Bahkan, manfaat menjadi tolok ukur nilai dan ukurannya.

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan, nampak bahwa
Mazhab Hanafi memiliki konsep tersendiri yang berbeda dengan tiga
mazhab lainnya terkait dengan pengertian harta. Mazhab Hanafi
membatasi pengertian harta hanyalah sesuatu yang berwujud (a’yan) dan
dapat disimpan, sehingga sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat

disimpan tidak termasuk harta, seperti hak dan manfaat.
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Dalam memahami konsep harta, tesis ini menggunakan definisi
al-mal yang dikemukakan jumhur ulama yang menyatakan bahwa harta
adalah sesuatu yang memilkiki nilai baik berupa materi maupun manfaat.

2. Jenis Jenis al-Mal
Harta terbagi menjadi beberapa macam, tiap-tiap macam memiliki

ciri-ciri tersendiri dan mempunyai ketentuan hukum yang berbeda menurut
bagian masing-masing. Namun pada pembahasan ini hanya akan dijelaskan
beberapa macamnya saja yang relevan dengan penelitian ini.

a. Harta Berwujud (Fisik) dan Harta Tak Berwujud (Abstrak)
Dengan melandaskan kepada pengertian bahwa yang harta adalah

segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimiliki, dikuasai, baik benda
baik itu berupa materi atau manfaat, maka ditinjau dari bentuknya; harta
dapat berupa barang/benda konkret atau juga bisa berupa manfaat. Hal ini
senada dengan yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili tatkala

mendefinisikan harta;

(2l o) Olel Lol g 4 mizy O st ) 4y ladin 05 L JU

Harta adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau siap untuk
dimanfaatkan. harta dapat berupa materi fisik maupun manfaat. %
1) al-4’yan, Harta Fisik (Harta Berwujud)

Secara etimologi, kata al-'aini (~!) berasal dari kata 'ain

(¢e=) yang memiliki beberapa makna, di antaranya: mata atau
penglihatan. Sumber atau asal sesuatu, zat atau esensi sesuatu, Sesuatu
yang nyata dan dapat dilihat. Kata al-'aini merupakan bentuk nisbah
(penisbatan) dari kata ‘ain, yang berarti "sesuatu yang berhubungan
dengan '‘ain™ atau “sesuatu yang bersifat nyata dan dapat dilihat".
Sementara itu, kata al-a’yan (cke¥) merupakan bentuk jamak dari
kata 'ain (0x=), yang berarti "benda-benda” atau "objek-objek" yang
memiliki wujud nyata dan dapat dilihat oleh mata.3®

Dalam konteks harta, istilah al-'aini atau al-a 'yan digunakan

untuk merujuk pada harta benda yang memiliki wujud fisik dan dapat

% Wahbah Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adilatuh, 12th ed. (Damaskus: Dar al-Fikr al-
‘Arabi, 2012). 4/2878
36 Al-Anshari, Mu jam Lisan Al-’Arab Fi Al-Lughah. 452
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dilihat, seperti rumah, mobil, tanah, emas, dan barang-barang lainnya
yang memiliki keberadaan fisik. Harta benda ini disebut sebagai al-
al-'ain7 atau al-a’yan untuk membedakannya dengan harta yang
bersifat non-fisik atau hak-hak yang tidak memiliki wujud nyata,
seperti manfaat atau jasa. Contoh harta ‘ain adalah emas, tanah, perak,
binatang, dan tumbuh-tumbuhan. seperti rumah, ternak dan lainya
tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, hewan ternak, emas dan perak.
Jadi harta al-'ain7 atau harta konkret ini bisa dilihat secara nyata serta
bisa dinilai berapa nilai yang terkandung dalam harta tersebut.

2) Al-Manafi’, Harta Berupa Kegunaan (Harta Tak Berwujud)
Dalam bahasa arab kata Al-Manafi’ (xU5s) adalah bentuk

plural/jama’ dari akar kata yang berbentuk tunggal/mufrad
"manfa’ah" (W)

Kata "manfa’ah" dalam bahasa arab berarti manfaat atau
kegunaan dari sesuatu. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Louis
Ma’luf dalam kitab Munjid Fi al-Lugah ;

JiJL{ L@.b\J.A U\.U\ Ceb: ccfzﬂ\ o (,M\ e CJ&{ ;L;fu J-{ c&g\:fe

Manafi’ adalah segala sesuatu yang dapat diperoleh kegunaannya
(isim dari an-naf"i), contohnya kegunaan rumah untuk didiami,
kegunaan sumur untuk mandi.*’

"Manfa’ah™ disini bisa berupa penggunaan atau pemanfaatan
barang atau jasa yang tidak memiliki wujud fisik tetapi memberikan

nilai ekonomi atau kegunaan bagi pemiliknya. Seperti mendiami

rumah, mengendarai mobil, memakai pakaian, dan lain-lain”.3®

87 Louis Ma’luf, Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-’Alam, 43rd ed. (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.).
Vol. 2. 827

3 Armiadi Musa, “Kepemilikan Dan Penguasaan Manfaat Dalam Perspektif Fuqaha,”
Dusturiah 8, no. 1 (2018): 46-56.
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Kata "manfa’ah" (wu) kemudian diserap ke dalam bahasa
Indonesia dan menghasilkan kata kata "manfaat”; yang memiliki arti
sama, yaitu kegunaan atau faedah.*

Sedangkan secara istilah Wahbah Al-Zuhayli mendefinisikan

manfaat dengan;
ol ds (ldl OsShy I (SuST OLeNI e 3£ sl
ROV
Manfaat adalah kegunaan yang dihasilkan dari suatu benda, seperti
mendiami rumah, mengendarai mobil, memakai pakaian, dan lain
sebagainya.*
Menurut Muhammad Musthafa Syalabi, yang ditulis dalam
bukunya yang al-Madkhal Fi al-Ta’arif Bi al-Figh al-Islami Wa
Qawa’id al-Milikyyah Wa al-"Ugad Figh menjelaskan pengertian

manfaat dengan;
Hldl Oy I KT OLeV) e 8352kl UL ay milis
s qu“ Loy ot u“*-jj

Manafi’ yaitu faedah yang dimaksudkan dari benda-benda fisik,

seperti tinggal di rumah, mengendarai mobil, memakai pakaian, dan
hal-hal serupa lainnya.**

Bl Sy I K8 Okl o slizey Lo 2 SULL sl
A st OV Ll e DL b OF Yo S e o
Lapzel Ll 0¥y Yipal Lajcay Gl (3 plall 3all 05 Lt

Yigl

Manafi’ adalah apa yang diperoleh dari barang-barang, seperti tinggal
di rumah dan mengendarai mobil. Dan menunjukkan bahwa itu adalah

39 Kemdikbud.go.id, “man.fa.at,” n.d., https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/manfaat.

40 Wahbah az-Zuhaili, Terjemah Fighi Islam Wa Adillatuhu (Damaskus: Darul Fikri,
2007). 765

41 Muhammad Mustafa Syalabi, Al-Madkhal Fi Al-Ta’drif Bi Al-Figh Al-Islami Wa
Qawa’id Al-Milikyyah Wa Al-"Ugqiid Figh (1985: Dar an-Nahdah al-’ Arabiyah, 1985). 287
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harta bahwa sifat manusia condong ke sana seperti benda, sehingga ia
berusaha untuk mendapatkannya:*?

Dari tiga definisi diatas; bahwa meskipun ada perbedaan dalam
cara mengungkapkan, esensi dari ketiga pengertian di atas tetap sama,
manfaat adalah kegunaan yang dapat diperoleh dari benda-benda
tertentu.

b. Kepemilikan Pribadi, Kepemilikan Umum dan Kepemilikan Negara
Pembagian lain yang dikemukakan para ulama figh tentang harta

adalah dari segi kepemilikannya. Ada harta milik pribadi yang
pemiliknya bebas memanfaatkan harta itu selama tidak merugikan orang
lain. Ada pula harta milik masyarakat umum yang pemanfaatannya
untuk semua orang. Harta milik bersama boleh berubah menjadi milik
pribadi apabila telah diambil dan dipelihara dengan baik oleh seseorang.
Sebaliknya harta pribadi pun boleh berubah menjadi milik bersama.

Dalam konsep ekonomi Islam dikenal dengan ' beberapa
kepemilikan atas harta, seperti kepemilikan harta individu, umum, dan
negara. Hal ini dilakukan agar harta tersebut dapat terdistribusi secara
merata, sehingga tidak adanya ketimpanganketimpangan sosialdalam
masyarakat.

Senada dengan hal tersebut Samith Atif al-Zain mengemukakan
bahwa kepemilikan dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu kepemilikan
individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara.*

1) Kepemilikan Pribadi (Al-Milkiyyah Al-Fardiyah/Private Property)
Kepemilikan indvidu atau al-milkiyyah al-fardiyyah (Private

Ownership) menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji adalah:
dn opd iy 4 ol e aSh Lol by et plass
Kepemilikan yang khusus diberikan kepada seseorang atas sesuatu

benda sehingga memungkinkan baginya untuk menggunakan dan
menghalangi orang lain untuk menggunakannya.*

42 Muhammad ’Usman Sabir, Al-Mu amalat Al-Maliyah Al-Mu’asirah, 6th ed. (Yordania:
Dar an-Nafais, 2007). 45
43 Samih’> Athif Az-Zain, Nizhomul Islam (Beirut: Daar Al-Fikr Al Lubnani, 1989). 385
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Kepemilikan individu adalah eksklusifitas yang diberikan
kepada seseorang atas suatu benda yang memberikan wewenang
penuh kepadanya untuk memanfaatkan benda tersebut sesuai
keinginannya, selama tidak bertentangan dengan aturan atau norma
yang berlaku. Pemilik memiliki kendali penuh atas benda tersebut,
termasuk menggunakan, menyimpan, menjual, atau bahkan
menghancurkannya.

Selain itu, kepemilikan juga memberikan hak kepada pemilik
untuk melarang orang lain menggunakan atau mengambil benda
tersebut tanpa izin. Hak ini melindungi pemilik dari pelanggaran atau
kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan benda tersebut oleh
pihak * lain tanpa sepengetahuan atau persetujuannya. Dengan
demikian, kepemilikan memberikan kepastian hukum bagi pemilik
atas benda yang dimilikinya.

2) Kepemilikan Umum (Al-Milkiyyah Al-‘Ammah/Public Property)
Kepemilikan umum adalah harta atau benda tertentu dimiliki

oleh seluruh individu atau komunitas dan dikelola oleh negara untuk
kepentingan bersama. Benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan
umum tidak boleh dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu dan
harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak.
Konsep ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan
bagi seluruh masyarakat.

Ibrahim Abdul Latif mendefinisikan kepemilikan umum

dengan :

Bl 03 g Belad) oF Y1 pga2 Lol 0S5 F) S

s las g JIge VU plisV) 06 et cpandl o Laslpl olsead
gl e 5 Jlgal g5 sl o s joliazst 095 s b

4 Muhammad Rawwas Qal’ahji, Mabahits Fi Al-lgitsad Al-Islami Min Usiilihi Al-
Fighiyyah, 4th ed. (Beirut: Dar an-Nafais, 2000). 103
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Kepemilikan umum adalah kepemilikan yang pemiliknya adalah
seluruh umat atau kelompok dari mereka, tanpa memandang individu
tertentu. Pemanfaatan harta benda yang terkait dengan kepemilikan ini
adalah untuk semua orang, tanpa ada yang memiliki hak khusus
atasnya. Harta benda ini tidak dapat diperjualbelikan.*

Samith Atif Al-Zain mendefinisikan kepemilikan umum

dengan :

ol gl (3 IRaVl dslead) goladl 03] s Ll aSUl

e pladl jai ) okeV) o el S b s 5 Ole Yl
codomg 3 Al Lot OF a ming ¢ g 8T Aebenl] 4]

Kepemilikan umum adalah ‘izin yang diberikan syariat kepada
masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan sesuatu atau benda-
benda yang termasuk dalam kepemilikan umum. Benda-benda yang
termasuk. kepemilikan umum adalah benda-benda yang ditetapkan
oleh syariat sebagai milik bersama, dan dilarang bagi individu untuk
memilikinya -sendiri. Hal ini dapat diwujudkan dalam tiga jenis,
yaitu:*

’Abdullah Muslih mendefinisikan kepemilikan umum dengan :
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Kepemilikan umum adalah kondisi di mana kepemilikan terhadap
suatu harta dimiliki secara kolektif oleh seluruh anggota, tanpa
memandang individu-individunya, sehingga manfaat dari harta yang

terkait menjadi milik bersama tanpa ada seorangpun Yyang
memilikinya secara khusus.*’

4 Ibrahim *Abdul Latif Ibrahim al ’Abidi, Al-Milkiyyat As-Salas, Dirasah ‘An Al-
Milkiyyah Al-‘Amah Wa Al-Milkiyyah Al-Khasah Wa Al-Milkiyyah Ad-Dawlah Fi an-Nizam Al-
Iqtisad Al-Islami (Dubai: Dairah as-Syuun al-Islamiyyah wa al-‘ Amal al-Khairi, 2009). 51

46 Samith Atif Al-Zain, Nizam Al-Islam, AI-Hukm, Al-Iqtishad, Al-Ijitima’, 1st ed. (Beirut,
Lebanon: Dar al-Kitab al-Lubnani, 1989). 379

47 >Abdullah Muslih, Al Milkiyyah Al-Khasah Fi as-Syariah Al-Islamiyyah, Wa
Mugaranatiha Bi Al-Ittijahat Al-Mu asirah, n.d. 94
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Muhammad bin Ibrahim Al-Khatib dalam Mabadi' al-Iqtisad
al-Islami mengatakan bahwa kepemilikan umum adalah kepemilikan
yang berada di bawah kekuasaan negara di mana manfaatnya
digunakan bagi kepentingan kaum muslimin dan warga negara
lainnya. %8

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
kepemilikan umum adalah kepemilikan atas suatu benda atau manfaat
yang dimiliki oleh seluruh warga negara baik muslim ataupun non
muslim, penguasaannya di bawah negara, benda atau manfaat tersebut
adalah merupakan hajat hidup orang banyak, hak ini tidak boleh
dimilik oleh individu ataupun kelompok tertentu

Benda-benda yang termasuk kategori kepemilikan umum
adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Ash-Shari’ sebagai
benda-benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak
boleh dikuasai  olen hanya seorang saja. Benda-benda yang
dikategorikan dalam kepemilikan umum mencakup fasilitas umum,
bahan tambang yang tidak terbatas, dan sumber daya alam yang sifat
pembentukannya menghalangiuntuk dimiliki hanya oleh individu
secara perorangan.

Benda atau manfaat ini merupakan kebutuhan hidup orang
banyak dan tidak boleh dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu

Jalal Al-Ansari - mengatakan bahwa kepemilikan umum
merupakan berbagai komoditas yang dijadikan Islam sebagai hak
milik seluruh kaum Muslimin, sehingga setiap individu berhak
memanfaatkannya, akan tetapi tidak diperkenankan untuk menguasai
atau memilikinya sebagai hak milik pribadi.*

Para ahli fikih sepakat atas keberadaan kepemilikan umum
dalam syariat Islam, kendati mereka berbeda pendapat mengenai

benda-benda yang dapat dikategorikan sebagai kepemilikan umum.

48 Muhammad bin Ibrahim Al-Khatib, Mabadi’ Al-Iqtisad Al-Islami (Dar Al- Muiz,
2003). 55
49 Husain Sahatah, Al-Khaskhasah Fi Mizan Al-Islam (Maktabat At-Tagwa, 2001). 31
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Setidaknya, benda-benda yang dapat dikelompokkan dalam
kepemilikan umum ini ada tiga jenis.*

Pertama; sarana umum yang menjadi kebutuhan pokok
masyarakat. Maksud sarana atau fasilitas umum adalah apa saja yang
dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Benda ini
tergolong ke dalam jenis kepemilikan umum karena menjadi
kebutuhan pokok masyarakat, dan jika tidak terpenuhi dapat mereka
akan kesulitan untuk mencarinya. Jenis harta ini dijelaskan dalam
hadits Nabi Saw. yang berkaitan dengan sarana umum:

Dari Abu Hurairah, dari beberapa sahabat Nabi SAW, beliau

bersabda:

)U\j 9&‘} 93}@‘ L} SN L} 9\8.& OM\

Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan
api. (HR. Ahmad dan Abu Dawud).>!

Hadits ini menunjukkan bahwa air, padang rumput, dan api
adalah ' milik bersama dan tidak boleh dimiliki secara pribadi.
Meskipun hadits tidak menjelaskan alasan spesifik mengapa hanya
tiga hal ini yang disebutkan, Rasulullah SAW mengizinkan individu di
Thaif dan Khaibar untuk memiliki air untuk keperluan irigasi. Ini
menunjukkan bahwa kepemilikan bersama atas air, padang rumput,
dan api didasarkan pada kebutuhan umum masyarakat. Ketiganya
dianggap sebagai fasilitas umum yang penting dan tidak dapat
dihindari.

Karena alasan ini, segala sesuatu yang berfungsi sebagai
fasilitas umum akan dianggap sebagai milik bersama, baik itu air,
padang rumput, api, atau lainnya, terlepas dari apakah disebutkan
dalam hadis atau tidak. Jika tidak berfungsi sebagai fasilitas umum,
meskipun disebutkan dalam hadis seperti air, maka dapat dimiliki

secara individu. Fasilitas umum adalah segala sesuatu yang jika tidak

50 Al-Zain, Nizam Al-Islam, Al-Hukm, Al-Igtishad, Al-Ijitima’. 379
51 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud (Dar Al-Fikr, n.d.). 3477
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tersedia di suatu desa, kota, atau negara, akan menyebabkan
masyarakat kesulitan mencarinya, seperti sumber air, hutan untuk
kayu bakar, padang rumput untuk ternak, dan sejenisnya.

Wahbah Az-Zuhaily mengatakan ada dua jenis harta yang
tidak dapat dimiliki oleh seorang individu diantaranya adalah sesuatu
yang secara umum manfaatnya digunakan oleh masyarakat banyak,
seperti jalan umum, jembatan, benteng, rel kereta api, taman-taman
umum, perpustakaan umum dan lain sebagainya. Semua itu tidak
boleh dimiliki oleh seseorang karena merupakan kebutuhan orang
banyak.

Kedua; Barang Tambang Yang Kandungannya Tidak
Terbatas. Barang tambang yang kandungannya tergolong kecil atau
sangat terbatas, dapat dimiliki oleh perorangan atau sekelompok orang
saja.

Sedangkan jenis barang yang kandungannya tidak terbatas
menjadi milik umum sehingga tidak boleh dimiliki oleh perorangan
atau beberapa orang saja. Demikian juga tidak boleh hukumnya,
memberikan- keistimewaan kepada seseorang atau kelompok atau
komunitas tertentu untuk mengeksploitasinya tetapi penguasa wajib
membiarkannya dan mengelolanya untuk milik umumbagi seluruh
masyarakat. Negaralah yang wajib menggalinya, mengeksplorasi dan
mengeksploitasinya kemudian memisahkannya dari benda-benda yang
lain, menjualnya dan menyimpan hasilnya di baitul Mal atau kas
negara.

Ketiga; Segala sesuatu yang menurut sifat pembentukannya
menghalangi yang dimiliki oleh individu”

Jenis kedua ini, secara tabiat dan asal pembentukannya,
menghalangi seseorang untuk memilikinya secara pribadi. Demikian
juga yang termasuk di dalamnya adalah jalan umum, manusia berhak
berlalu lalang di atasnya. Oleh karenanya, penggunaan jalan yang

dapat merugikan orang lain yang membutuhkan, tidak boleh diizinkan
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oleh Termasuk dalam kategori ini adalah kereta api, intalasi air dan
listrik, tiang-tiang penyangga listrik, saluran air dan pipa-pipanya,
semuanya adalah milik umum sesuai dengan status jalan umum itu
sendiri sebagai milik umum, sehingga ia tidak boleh dimiliki secara
pribadi.

3) Kepemilikan Negara (al-Milkiyyah ad-Daulah/State Property)
Kepemilikan negara (al-Milkiyyah ad-Daulah) adalah harta

yang merupakan hak bagi seluruh kaum muslimin, sementara
pengelolaannya menjadi wewenang negara, di mana negara berhak
memberikan atau mengkhususkan sesuatu kepada sebagian kaum
muslimin, sesuai dengan pandangannya. Makna pengelolaan oleh
negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk
mengelolanya. Inilah makna kepemilikan oleh negara.®

Dalam konteks sekarang maka yang dimandatkan adalah
kepala negara atau kepala pemerintahan. Untuk menjamin keadilan,
agar tidak terjadi eksploitasi antara pihak yang surplus kekuatan dan
difisit kekuatan, maka cabang-cabang produksi yang penting dan yang
berkaitan dengan hajat orang banyak mesti dikuasai negara. Yang
termasuk milik negara adalah, jizyah (hak negara dari non muslim
sebagai jaminan perlindungan), ganimah (harta yang ditinggal dalam
peperangan), fa’i (harta yang diserahkan oleh non muslim tanpa
melalui peperangan), kharraj, kewajiban rakyat untuk mengeluarkan
harta yang diperolah dari pengelolaan atas tanah yang dimiliki negara
negara), ‘usyur, tanah negeri negeri yang penduduknya memeluk
islam tanpa peperangan), khumus (seperlima) dari rikaz (barang
temuan) Kepemilikan negara telah dilegitimasi oleh syara untuk
menjalankan roda pemerintahan, karena itu negara membutuhkan

kepemilikan agar memperoleh penghasilan untuk melaksanakan

52 Taqyu Ad-Din An-Nabhani, An-Nizam Al-Iqgtisadi Fi Al-Islam (Beiru: Dar
Al-Ummah, 2004). 218
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kewajibanya misalnya memelihara keadilan hukum dan keamanan,
menyediakan sarana pendidikan, dan seterusnya.>

3. Hak Milik Atas Harta
Kepemilikan atas harta itu kadang bersifat sempurna (tamm) dan

kadang bersifat tidak sempurna (naqis).

a. Kepemilikan Sempurna (al-Milk at-7am)
Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan seseorang terhadap

materi atau fisik harta beserta dengan manfaatnya sekaligus, sehingga
seluruh hak yang terkait dengan harta benda dibawah penguasaannya.®*
Kepemilikan sempurna ini memiliki empat karakteristik: Pertama,
kepemilikan sempurna memberikan si pemilik hak untuk melakukan
tindakan terhadap benda dan manfaatnya sekaligus, dengan semua jenis
tindakan yang diizinkan syarak, seperti menjual, ‘menghibahkan,
menyewakan, meminjamkan, mewakafkan dan sebagainya. Kedua, si
pemilik berhak untuk memanfaatkannya secara sempurna, tidak terbatas
pada model pemanfaatan tertentu, tidak terbatas pada waktu, kondisi dan
tempat tertentu. Tidak ada batasan tertentu bagi pemilik dalam
pemanfaatan -miliknya tersebut, kecuali pemanfaatan yang memang
dilarang dalam agama. Ketiga, kepemilikan sempurna ini juga tidak
terkait dengan waktu dan syarat tertentu. Harta tersebut tetap akan
menjadi milik si pemilik sampai ada perpindahan harta yang
diperbolehkan syarak, seperti adanya traksaksi jual beli, pewarisan atau
barang tersebut sendiri telah rusak. Keempat, apabila si pemilik harta
tersebut melenyapkan atau merusak harta yang dimilikinya tersebut
secara sempurna maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti

harta semisalnya atau mengganti seharganya.>®

53 <Abd Al-Qadi Zallum, Al-Amwal Fi Daulat Al-Khilafah (Beirut: Dar Al-‘IIm
li Al-Malyin, 1983). 39

% Muhammad Abu Zahrah, Al-Milkiyah Wa Nazariyatul ‘Aqd (Kairo: Dar al-
Fikr al-‘Arabi, 1996). 67

%5 Zahrah. 67
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b. Kepemilikan Tidak Sempurna (al-Milk an-Nagis)
Adalah hak kepemilikan atas salah satu unsur harta benda saja.

Kepemilikan tidak sempurna dapat berupa pemilikan atas manfaat harta
saja tanpa memiliki materi atau fisiknya, atau kepemilikan terhadap
materi atau fisik harta tanpa disertai kepemilikan atas manfaatnya.

1) Kepemilikan Terhadap Fisik Harta, Tanpa Kepemilikan atas
Manfaatnya
Yaitu suatu hak kepemilikan seseorang terhadap harta yang

terbatas pada fisiknya saja, sedangkan manfaat harta tersebut dimiliki
oleh orang lain. Contohnya seseorang mewasiatkan sebidang tanah
kepada orang lain (penerima wasiat) untuk memanfaatkan tanahnya
selama penerima wasiat masih hidup. Ternyata pemberi wasiat
meninggal lebih dulu daripada penerima wasiat, maka dalam keadaan
seperti ini hak kepemilikan fisik tanah kemudian berpindah menjadi
milik ahli waris si pemberi wasiat karena adanya warisan. Namun, hak
atas manfaat tanah yang diwasiatkan tersebut tetap menjadi penerima
wasiat selama penerima wasiat masih hidup atau selama periode yang
telah ditentukan. Setelah penerima wasiat meninggal atau berakhirnya
periode yang telah ditentukan, maka hak atas-manfaat tanah tersebut
kembali menjadi milik waris, dan kepemilikan ahli waris atas tanah
tersebut menjadi kepemilikan yang sempurna.®®

2) Kepemilikan Terhadap Manfaat Harta, Tanpa Kepemilikan atas
Fisiknya
Yaitu suatu hak kepemilikan seseorang terhadap harta yang

terbatas pada manfaatnya saja, sedangkan fisik atau materi harta
dimiliki oleh orang lain.

Kepemilikan terhadap manfaat harta juga disebut dengan hak
memanfaatkan (haq al-Intifa’). Haq al-Intifa’ (gl&i¥) 3s) adalah hak
untuk memanfaatkan suatu benda yang berada dalam kekuasaan atau
milik orang lain tanpa memiliki hak atas zat atau bentuk fisik benda

tersebut. Seseorang yang menyewa rumah hanya berhak untuk

%6 Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adilatuh. 4/2895
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menggunakan manfaat rumah tersebut sebagaimana pemilik aslinya.
Namun hak milik atas rumah tersebut tetap menjadi milik yang
mempunyai rumah.>’

4. Sebab Sebab Timbulnya Hak Milik Atas Harta
Yang di maksud dengan sebab-sebab kepemilikan harta dalam Islam

adalah berbagai cara yang sah dan diakui oleh syariat untuk memperoleh
harta. Dalam konteks ini, kepemilikan harta diperoleh melalui cara-cara
yang diatur dan dibenarkan oleh hukum Islam, untuk memastikan bahwa
harta yang dimiliki tidak berasal dari sumber yang dilarang atau haram.

Kepemilikan atas harta itu kadang bersifat sempurna (zam) dan
kadang bersifat tidak sempurna (nagis), dimana masing-masing jenis
kepemilikan = memiliki  tersebut  sebab-sebab = tersendiri  untuk
memperolehnya.

a. Sebab Sebab Timbulnya Hak Milik Sempurna Atas Harta
Ada empat cara mendapatkan kepemilikan sempurna atas harta

yaitu sebagaimana dijelaskan oleh Abu Zahrah dan Wahbah Zuhaili
yaitu.

T RO SR o)) Al (3 ) 2SI slae of Ol
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Sebab-sebab atau sumber kepemilikan sempurna dalam syariat ada
empat, yaitu; penguasaan atas barang yang mubah (halal dimiliki). akad
(transaksi), pewarisan, hasil dari sesuatu yang sudah dimiliki. >°

Penjelasan dari masing masing yang telah di sebutkan di atas
adalah sebagai berikut;

1) al-Istil@’ ‘ala al-Mubah (Penguasaan Terhadap Harta Halal Yang
Belum Dikuasai Oleh Pihak Lain)
Yaitu penguasaan terhadap harta halal yang belum dikuasai

atau dimiliki oleh pihak lain. al-istila’ ‘ala al-Mubah juga disebut

57 Zahrah, Al-Milkiyah Wa Nazariyatul ‘Aqd. 70

58 Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adilatuh. 6/4562
59 Zahrah, Al-Milkiyah Wa Nazarivatul ‘Aqd. 107



50

dengan lhrazul Mubahat yang berarti memperoleh atau mendapatkan
sesuatu yang diperbolehkan/diperkenankan.

Dalam lhrazul Mubahat, seseorang dapat menjadi pemilik
yang sah terhadap harta yang belum ada pemilik sebelumnya. Seperti;
menangkap ikan di laut lepas. Ikan yang berada di laut lepas belum
dimiliki oleh siapa pun, sehingga siapa saja yang menangkapnya dapat
menjadi pemilik sah ikan tersebut. Begitu pula dengan berburu hewan
di alam bebas, di mana hewan liar yang belum dimiliki oleh siapa pun
dapat dimiliki oleh orang yang berhasil menangkap atau memburunya.
Memungut buah di hutan liar juga termasuk al-istilé’ ‘ala al-Mubah,
di mana buah-buahan yang tumbuh di hutan liar dan belum dimiliki
oleh siapa pun dapat diambil dan dimiliki oleh orang yang
memungutnya. Selain itu, menambang emas-di area yang belum ada
pemiliknya memungkinkan emas yang ditemukan di area tersebut
dimiliki oleh orang yang menambangnya. Serta, memotong kayu di
hutan liar, di mana kayu yang berada di hutan liar dan belum dimiliki
oleh siapa pun dapat dimiliki oleh orang yang memotongnya.

2) al-‘Uqad  an-Nagilah Lilmilkiyyah (Akad-akad  Yang
Menyebabkan Perpindahan Hak Kepemilikan)
Hak milik sempurna atas harta bisa didapatkan seseorang

melalui akad yang menimbulkan perpindahan hak milik. Salah satu
contohnya adalah akad jual beli, di mana pemilik barang menjual
barang tersebut kepada pembeli dengan imbalan tertentu, sehingga
hak milik barang tersebut berpindah dari penjual kepada pembeli.
Selain itu, hibah juga merupakan salah satu bentuk akad yang
menyebabkan perpindahan hak milik, di mana seseorang memberikan
harta atau barang secara cuma-cuma kepada orang lain, dan dengan
demikian, hak milik atas harta tersebut berpindah kepada penerima
hibah. Wasiat adalah contoh lain dari akad yang menyebabkan
perpindahan hak milik, yang terjadi ketika seseorang yang telah

meninggal dunia meninggalkan pesan atau perintah tertulis untuk
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memberikan sebagian harta miliknya kepada pihak tertentu. Dalam hal
ini, hak milik atas harta tersebut berpindah kepada penerima wasiat
setelah kematian pemberi wasiat.. (wahbah zuhaili fikih islam
adilatuh.%®

3) al-Khalafiyah (Pergantian)
Yaitu proses pergantian kepemilikan dari pemilik pertama

kepada pemilik selanjutnya.

al-Khalafiyah dapat terjadi diantaranya melalui warisan.
Dalam warisan, pemilik selanjutnya menerima kepemilikan harta dari
pemilik pertama. Pemilik pertama adalah “Pewaris” atau orang yang
meninggal dan meninggalkan harta yang akan diwariskan. Sedangkan
pemilik selanjutnya adalah “Ahli Waris” yaitu orang-orang yang
memiliki hak untuk menerima warisan dari Pewaris. Dalam warisan
harta berpindah dari pemilik pertama (pewaris) kepada pemilik
selanjutnya (ahli waris). Ahli waris yang menerima warisan tersebut
kemudian menjadi pemilik sempurna atas harta warisan tersebut. Ahli
waris._memiliki hak penuh untuk menggunakan, mengelola dan
mentransaksikan harta tersebut.

4) at-Tawallud Min al-Mamlak® (Kepemilikan Dari Hasil Yang
Sudah Dimiliki).
Secara  harfiah, "at-Tawallud min al-mamlik” berarti

"kelahiran atau hasil dari sesuatu yang sudah dimiliki*. Secara istilah
adalah kepemilikan seseorang terhadap suatu harta dari hasil yang
sudah dimilikinya sebelumnya.

Sebab kepemilikan harta sempurna ini berlaku pada harta
benda yang bersifat produktif, seperti hewan ternak yang beranak atau
bertelur, tumbuhan yang berbuah, dan lain sebagainya. Segala sesuatu
yang terlahir atau dihasilkan dari benda yang telah dimiliki seseorang,
maka kepemilikan atas hasil tersebut jatuh kepada pemilik benda

pokoknya.

60 Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adilatuh. 4670
61 Zuhaili. 4/2914
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Misalnya, jika seseorang memiliki sebidang lahan, kemudian
la menanam tanaman di atas lahan tersebut, hasil dari tanaman itu
secara otomatis menjadi miliknya. Hal ini terjadi karena tanaman
tersebut tumbuh di lahan yang sudah berada dalam kepemilikannya.
Pemilik lahan tidak hanya memiliki tanah tersebut, tetapi juga
memiliki segala sesuatu yang tumbuh di atasnya. Buah atau hasil
tanaman yang dihasilkan di lahan itu dianggap sebagai perpanjangan
dari kepemilikan lahan tersebut.

Segala yang timbul dari tanah tersebut adalah at-Tawallud
min al-mamlitk, yang berarti bahwa setiap hasil atau produk yang
dihasilkan dari lahan tersebut secara otomatis menjadi milik pemilik
lahan. Hal ini mencakup semua jenis tanaman, buah, atau hasil
pertanian lainnya yang tumbuh di tanah tersebut. Karena tanah sudah
dimiliki oleh seseorang, semua yang timbul dari tanah itu berada di
bawah hak kepemilikan orang tersebut.

b. Sebab Sebab Timbulnya Hak Milik Tidak Sempurna Atas Harta
Ada lima sebab yang dapat menimbulkan hag milik manfaat

yakni al-i'arah, ijarah, wakaf, wasiat %2 dan ibahah. 5
1) al-I’ arah (Peminjaman).
Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah i‘arah adalah
iU ez Bl e L are oG s tu;m J2 K ﬁuws i)
@l b mizy OF & ply Uls dnadl e Y gg uanaal] plisY)
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Membolehkan manfaat atas sesuatu yang halal dimanfaatkan, dengan
tetapnya benda yang dimanfaatkan. Sehingga akad meminjam
mencakup kebolehan manfaat bagi orang yang meminjam (musta ir).
Pada dasarnya, ia tidak memiliki manfaat tersebut. Namun ia
diperbolehkan memanfaatkan benda atau barang yang dipinjamnya.

62 Zuhaili. 6/4552
83 Zahrah, Al-Milkiyah Wa Nazariyatul “Aqd. 71
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Karena itu, ia juga tidak boleh menyewakan barang yang dipinjamnya
kepada orang lain. Begitu pula ia tidak berhak untuk
meminjamkannya kembali kepada selain dirinya.
al-I’arah atau peminjaman membolehkan seseorang untuk
memanfaatkan sesuatu yang halal dengan tetapnya keutuhan benda
yang dipinjam. Akad pinjaman ini memberikan hak kepada peminjam
untuk mengambil manfaat dari barang yang dipinjam, meskipun pada
dasarnya ia tidak memiliki hak atas manfaat tersebut. Peminjam tidak
memiliki hak penuh atas barang tersebut dan hanya diizinkan
menggunakannya sesuai dengan kesepakatan atau kebiasaan yang
berlaku. Oleh karena itu, peminjam tidak diperbolehkan menyewakan
barang pinjaman kepada orang lain atau mengambil keuntungan
finansial dari barang tersebut. Selain itu, peminjam juga tidak berhak
untuk meminjamkan kembali barang tersebut kepada orang lain tanpa
izin dari pemilik asli.
2) al-Ijarah (Sewa Menyewa)
Menurut Wahbah Zuhaili jarah adalah :
Bl opm of ity dnald cliul - linilly | (osm aaid) SLIE g8
A by s copinll ML aadh Galid 113 psm
O3 oo e Y O daidl gy i) OB L avdn plasY) Al e
.Ja-jl\ SUW

Penyewaan adalah pemindahan hak guna manfaat dengan adanya
imbalan. Penyewa berhak memanfaatkan barang sewaan secara
langsung, melalui orang lain secara gratis, atau dengan imbalan,
selama tidak mengubah jenis manfaat yang didapatkan. Hal ini
berlaku bahkan jika pemberi sewa mensyaratkan penyewa untuk
menggunakan barang sewaan secara langsung. Namun, jika jenis
manfaat yang didapatkan berbeda, maka diperlukan izin dari pemilik
(pemberi sewa).

Dalam  konsep  jjarah  (Sewa-menyewa),  penyewa
diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang yang disewa

untuk kepentingan pribadi, dan juga diperbolehkan memberikan
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manfaat tersebut kepada orang lain baik dengan imbalan atau tanpa
imbalan selama manfaat yang diberikan kepada penyewa kedua
tersebut sama dengan manfaat yang diterima oleh penyewa pertama.
Namun, jika jenis manfaat yang diberikan kepada penyewa kedua
berbeda, maka harus mendapatkan izin atau persetujuan dari pemilik
yang menyewakan barang tersebut.

Dari sana dapat ditarik kesimpulan bahwa [jarah memiliki
perbedaan dengan i‘arah. Dalam i‘arah, pemilik barang memberikan
manfaat tanpa mengharapkan imbalan dari pihak yang menerima
manfaat. Sementara itu, dalam ijaah (sewa-menyewa), pemilik barang
memberikan manfaat dengan meminta imbalan berupa barang atau
uang.

al-Wagf (Wakaf)
Wakaf adalah menahan benda yang dimiliki seseorang dan

mengalihkan manfaamya kepada yang diberi wakaf.

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa penerima wakaf
memiliki hak untuk memanfaatkan harta yang diwakafkan untuk
kepentingan. dirinya sendiri. Namun, ia tidak memiliki hak untuk
memindahkan manfaat tersebut kepada orang lain. Jika penerima
wakaf memindahkan manfaat tersebut kepada orang lain melalui
peminjaman atau penyewaan, maka akad tersebut dianggap tidak sah,
kecuali jika orang yang mewakafkan memberikan izin untuk hal

tersebut.

4) al-Wagshiyyah bi al-Manfa’ah (\Wasiat Pemanfaatan Suatu Harta)

al-Washiyyah bi al-Manfa ah adalah salah satu bentuk wasiat
yang dibuat oleh seseorang agar harta bendanya dapat dimanfaatkan
oleh pihak lain setelah ia meninggal dunia, tanpa mengalihkan
kepemilikan penuh atas harta tersebut.

Dengan al-Washiyyah bi al-Manfa’ah, penerima wasiat berhak

menggunakan manfaat suatu harta, akan tetapi penerima wasiat tidak
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memiliki hak kepemilikan atas harta tersebut, hak kepemilikan tetap
berada di tangan pewasiat selama pewasiat masih hidup.

Dalam wasiat ini, pemberi wasiat menjelaskan secara rinci
objek wasiat, manfaat yang diwasiatkan, jangka waktu, hak dan
kewajiban penerima wasiat.

Sebagai contoh, seorang pemilik tanah pertanian dapat
membuat wasiat yang memberikan hak kepada seseorang untuk
mengelola dan memanfaatkan hasil dari tanah tersebut setelah pemberi
wasiat meninggal selama jangka waktu tertentu.

Dalam wasiat ini penerima wasiat hanya memiliki hak untuk
memanfaatkan hasil dari tanah pertanian, bukan menjadi pemilik
penuh atas tanah tersebut. Setelah jangka waktu yang ditetapkan
dalam wasiat berakhir, hak pengelolaan dan pemanfaatan tanah
pertanian akan kembali sepenuhnya kepada ahli waris pemilik tanah.
Penerima wasiat tidak diperbolehkan menjual, ‘mengalihkan, atau
menyewakan tanah pertanian kepada pihak lain selama masa wasiat
berlangsung.

a) Hak Untuk Memanfaatkan
Kepemilikan manfaat ini, menurut Abu Zahrah, didapat dari
dua sebab, yaitu wakaf.5
a) Harta Yang Diambil Manfaatnya Diperuntukkan Bagi
Kepentingan Umum Dan Tidak Dimiliki Oleh Individu.

Hak untuk memanfaatkan harta dapat dimiliki oleh
seseorang ketika benda-benda yang diambil manfaatnya
memang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan tidak
dimiliki oleh individu. Seperti seperti sungai-sungai dan saluran
irigasi yang dikelola oleh negara, serta jalan-jalan yang tidak
dimiliki individu.

Begitu juga dengan hal-hal yang negara peruntukkan

manfaatnya kepada sekelompok orang yang memenuhi syarat

64 Zahrah. 70
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tertentu, seperti sekolah dan fasilitas kesehatan, di mana hak-hak
terkait dengan benda-benda ini dalam merupakan bentuk hak
untuk memanfaatkan, bukan hak kepemilikan manfaat.®

b) Al-Ibahah (Pembolehan)

al-Ibahah adalah pemberian izin dari pemilik harta
kepada orang lain untuk memanfaatkan atau mengonsumsi harta
milik si pemberi izin. Atau dengan kata lain, al-ibahah adalah
suatu keadaan dimana seseorang diizinkan secara sah untuk
menggunakan harta milik orang lain dengan persetujuan dari
pemiliknya.

Contohnya pemberian izin seseorang kepada orang lain
untuk memakan makanan yang telah disajikan atau buah-buahan
yang ada di kebunnya. Seperti juga pemberian izin umum dari
pemerintah kepada masyarakat untuk menggunakan fasilitas
publik seperti jalan raya, mendapatkan perawatan medis secara
gratis di rumah sakit tertentu, memanfaatkan taman, serta
memanfaatkan sekolah.

Atau juga izin dari seseorang yang hanya diberikan
secara khusus kepada orang tertentu saja untuk menggunakan
harta seseorang.%® Misalkan, seseorang memiliki sebuah mobil
dan ia memberikan izin kepada temannya untuk menggunakan
mobil tersebut selama beberapa hari. Dalam hal ini, pemilik
mobil memberikan al-ibahah kepada temannya untuk
memanfaatkan kendaraannya tanpa adanya pembayaran atau
syarat tertentu selama periode waktu tersebut.

D. Haq al-Ibtikar

1. Pengertian Hagq al-Ibtikar Dan Macamnya
Haq al-ibtikar (LS 33) terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz

“hag " dan “al-ibtikar”.

65 Zahrah. 70

86 Az-zuhaili, Permadi, and Al-Kattani, Figih Islam Wa Adillatuhu / Wahbah
Az-Zuhaili.
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Hak Kekayaan Intelektual Haq al-Ibtikar atau haq al-ma’nawiyyah
atau haq al-ibda’, ® haq al-milkiyyah al-fikriyyah.%® Dalam istilah fikih
kontemporer haq al-ibtikar juga dapat disebut dengan haq al-ma’nawiyyah
(Rsiedl 3a/hak atas harta yang bersifat abstrak) atau haq al-ibda’ ( &~
glaY¥l/hak atas ciptaan yang dibuat pertama kali) atau kag al-Milkiyyah al-
Fikriyyah. (84l 4Sld) 3ss/hak atas kepemilikan yang dihasilkan dari
proses berfikir) atau haq al-ikhtira’ (¢)5aY¥) Ga/hak atas ciptaaan pertama
kali) dan al-hugig ad-dihniyyah (<»3) & 8sli/hak atas karya intelektual).

Lafadz "Hagqg" merupakan isim masdar dari derivasi kata G2 - Gan- Ga,
Secara bahasa kata "haq" memiliki beberapa makna diantaranya; ketetapan
(tubuit), kewajiban (wujub), perkara tetap yang ada (al-Amr at-Tabit al-
Mawjud), lawan dari kebatilan (Diddu al-batil), keyakinan (al-yagqin),
kebenaran dan keadilan (al- ‘ad/).%®

Berdasarkan -pengertian secara bahasa di atas, dapat disimpulkan
bahwa yang dimaksud "hag" secara bahasa adalah sesuatu yang memiliki
ketetapan, kewajiban, perkara yang tetap, lawan dari kebatilan, keyakinan,
serta kebenaran dan keadilan. Dalam penelitian Kkali ini_penulis melihat
bahwa dari beberapa makna tersebut yang paling mempunyai relevean
dengan penelitian ini adalah makna “ketetapan” atau “perkara yang tetap”
atau “kewajiban”.

Musthafa Zarga, mendefenisikan hak secara istilah dengan :
LSS o) dbale gl i olaz

Kekhususan yang ditetapkan oleh syariat berupa suatu penguasaan atau
suatu pembebanan (kewajiban).”

87 Wahbah Zuhaili, Al-Mu amalat Al-Maliyah Al Muashirah, 3rd ed. (Damaskus: Dar al-
Fikr, 2002). 41

88 Al-Masriyah, “Taqlid Al-Marikat Al-‘Alamiyah Wa Al-Alamat Al-Musajjalah Biduni
IZni Ashabiha.”

69 Syaikh ‘Ali Al-Khafif, Al-Hagq Wa Az-Zimmah (Kairo, Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi,
2010). 54

0 Mustafa Ahmad Al-Zarqa, Al-Madkhal 1la Nazariyat Al-Iltizam Al-‘Ammah FT Al-Figh
Al-Islami (Damaskus: Dar al-Qalam, 1999). 19
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Dari definisi diatas tersebut dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama,
hak merupakan penguasaan seseorang terhadap sesuatu. Hak atas sesuatu
tersebut tidak muncul secara alami atau berdasarkan kesepakatan sosial,
melainkan ditetapkan oleh syariat. Penguasaan tersebut adakalanya berupa
penguasaan seseorang terhadap benda (materi/suatu harta) dan adakalanya
penguasaan seseorang terhadap orang lain.

Jadi, jika seseorang secara sah menguasai suatu benda sesuai dengan
syariat, itu berarti orang tersebut memiliki kebebasan untuk melakukan
tindakan terhadap benda tersebut, baik itu menjualnya atau
menggadaikannya, baik itu dilakukan melalui dirinya sendiri atau orang lain
sebagai perantara. Berdasarkan definisi di atas, Jika benda diperuntukkan
secara khusus kepada seseorang, maka hanya orang tersebut yang dapat
menguasai dan memanfaatkannya. Pemilik benda. memiliki hak yang sah
untuk melakukan transaksi apapun terkait harta tersebut.

Sedangkan hak penguasaan terhadap jiwa dalam definisi diatas seperti
hak yang dimiliki oleh seorang wali dalam mentasarufkan harta anak yang
dalam pengasuhannya. Misalkan ada seorang anak yang masih dibawah
tanggung jawab seorang wali, seperti seorang anak anak kecil. Dalam kasus
ini, wali memiliki hak untuk menggunakan harta anak tersebut untuk
kepentingan dan pemeliharaannya. Wali memiliki kewenangan untuk
mengelola harta anak, termasuk dalam hal membelanjakan harta tersebut
untuk memenuhi kebutuhan anak; seperti pendidikan, perawatan kesehatan,
pakaian, dan sebagainya. Namun, meskipun wali memiliki hak untuk
menggunakan harta tersebut, kepemilikan sebenarnya tetap berada pada
anak yang berada di bawah asuhan wali.

Artinya, meskipun wali dapat menggunakan harta anak untuk
kepentingan anak tersebut, wali tidak memiliki hak kepemilikan atas harta
tersebut. Wali bertanggung jawab untuk melindungi dan memanfaatkan
harta anak dengan penuh tanggung jawab, tetapi hak kepemilikan tetap

berada pada anak yang berada di bawah asuhan wali.
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Sementara itu, taklif dalam konteks pengertian di atas merujuk pada
tanggung jawab atau kewajiban yang harus ditunaikan seseorang kepada
orang lain, baik dalam bentuk kewajiban finansial seperti melunasi hutang,
maupun kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, seperti seorang
tukang yang punya kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Secara istilah, Fathi ad-Duraini mendefinisikan saq dengan :

imbal dd 51 e slal sliadl ol 5 8 e dble gadl 4 2 ol

Lumne

-

Suatu kekhususan yang ditetapkan oleh syariat berupa penguasaan atas
sesuatu atau kewajiban penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi
kemaslahatan.”

Definisi Fathi ad-Duraini selain menjelaskan penguasaan atas sesuatu
atau kewajiban_penunaian terhadap yang lain juga menjelaskan tujuan dari
pada hak itu sendiri yaitu untuk mencapai kemaslahatan.

Dengan demikian definisi Fathi ad-Duraini. memberikan batasan
bahwa hak-hak individu harus  digunakan dengan memperhatikan
kepentingan orang lain dan kemaslahatan masyarakat. Hak-hak tersebut
tidak bersifat mutlak; tetapi dibatasi oleh kemaslahatan umum, yang sesuai
dengan ketentuan syariat yang bertujuan mewujudkan maslahat individu dan
publik.

Dari dua pengertian hak secara istilah di atas dapat disimpulkan
bahwasanya hak merupakan kekhususan yang ditetapkan oleh syariat yang
memberikan seseorang penguasaan atas sesuatu atau kewajiban yang harus
ditunaikan terhadap atau orang lain. Hak ini dapat berupa penguasaan atas
benda, yang memberikan kebebasan untuk melakukan tindakan terhadap
benda tersebut sesuai syariat, atau penguasaan terhadap orang lain, seperti
hak wali dalam mengelola harta anak. Selain itu, hak juga bertujuan untuk
mencapai kemaslahatan, baik individu maupun masyarakat. Dengan
demikian, penggunaan hak-hak individu harus memperhatikan kepentingan

" Fathi Ad-Duraini, Al-Haq Wa Mada Sultan Ad-Dawlah Fi Taqyiydihi (Beirut:
Muassasah ar-Risalah, 1984). 193
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orang lain dan kemaslahatan umum, sehingga hak tersebut tidak bersifat
mutlak tetapi dibatasi oleh ketentuan syariat yang bertujuan mewujudkan
kesejahteraan bersama.

Sedangkan kata “al-ibtikar” (J<x¥) merupakan bentuk isim mashdar
dari derivasi kata 1)\ <3S <& yang berarti dalam bahasa arab berarti
“ciptaan” .

Lafadz “ibtakara” ()53) adalah bentuk fi'il madhi atau kata kerja
lampau yang artinya “menciptakan”. Jika dikatakan &~ 553 (ibtakara al-
syai'a) berarti artinya adalah "Dia telah menciptakan sesuatu".’? Yaitu
menciptakan sesuatu yang baru pertama kali dibuat dan belum pernah ada
sebelumnya.

Secara terminologi “al-ibtikar” (JS5Y) sebagaimana telah disinggung

di latar belakang adalah "3
Al ) S Lxe s G (S sall) (Sl eaddl AL s,
J"jdﬁjiwej cjﬁ@xiﬂdﬁu ¢ ajﬁjwby\ji\iw\wb L}

Yang dimaksud dengan “karya intelektual yang pertama kali diciptakan”
adalah; gagasan pemikiran yang dihasilkan melalui kemampuan mendalam
seorang ilmuwan, pengarang atau sejenisnya, yang merupakan hasil
penemuan atau kreasi pertama, dan belum pernah ditemukan oleh
seorangpun sebelumnya.”

Yang dimaksud dengan karya yang pertama kali dibuat adalah ( zlY!
Sl disini adalah ide intelektual, bukan media yang menjadi tempat untuk
memuat ide tersebut, seperti halnya buku dan sejenisnya. Karena media
merupakan tempat untuk mewadahi ide, dan sarana untuk mendapatkan
manfaat dari karya intelektual ini. Ide intelektual tidak dapat tangkap oleh
salah satu indera manusia, melainkan hanya dapat ditemukan oleh pikiran,
sebabnya ide intelektual merupakan gambaran yang bersifat abstrak (4 sis)

murni dan manfaatnya mengikuti ide tersebut".

2 A.W. Munawwir, Kamus Munawwir.
8 Ad-Duraini, Haq Al-Ibtikar F1 Al-Figh Al-Islami Al-Mugaran.
7 Ad-Duraini.
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Namun sekalipun karya intelektual merupakan produk abstrak yang
tidak dapat di indera akan tetapi karya intelektual merupakan suatu karya
yang bisa diambil manfaatnya, utamanya saat ide tersebut telah dituangkan
ke dalam media yang berwujud.

Karya pertama dibedakan dari karya lainnya, ia tidak boleh hasil dari
jiplakan atau pengulangan dari karya sebelumnya. Akan tetapi karya
pertama yang dihasilkan juga tidak selalu harus sepenuhnya orisinal atau
belum pernah ada sebelumnya. Setiap pencipta karya intelektual, baik itu
ilmuwan, penulis, atau seniman, pasti membangun karyanya di atas fondasi
budaya dan pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Inovasi mereka
muncul dari interaksi dengan warisan ilmiah dan karya-karya inovatif yang
telah ada. Oleh karena itu, kualitas dan dampak dari suatu inovasi tidak
hanya ditentukan oleh seberapa baru atau orisinal ide tersebut, tetapi juga
oleh berbagai faktor lain. Tingkat kebaruan -memang penting, namun
kualitas eksekusi, kedalaman pemahaman terhadap bidang yang relevan,
serta upaya yang dicurahkan dalam pengembangan inovasi juga berperan
besar. Selain itu, konteks dan tingkat perkembangan bidang ilmu atau seni
tempat inovasi tersebut muncul juga ikut memengaruhi penilaian
terhadapnya. Dengan demikian, karya intelektual tidak bisa dinilai secara
absolut. penilaian terhadap suatu karya intelektual tidak dapat dilakukan
dengan cara yang mutlak atau kaku. Penilaian terhadap inovasi harus
mempertimbangkan berbagai aspek dan konteks, seperti yang telah
disebutkan tadi.”

Dengan demikian dengan menggabungkan pengertian keduanya dapat
ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud demgam adalah

“kekhususan (hak eksklusif) yang ditetapkan oleh syariat yang memberikan
seseorang penguasaan atas hasil penemuan atau kreasi intelektual pertama
kali yang dihasilkan melalui kemampuan mendalam seorang ilmuwan,
pengarang, atau sejenisnya, yang merupakan hasil penemuan atau kreasi
pertama, dan belum pernah ditemukan oleh seorangpun sebelumnya Hak ini
mencakup kebebasan untuk melakukan tindakan terhadap karya tersebut
sesuai dengan ketentuan syariat dan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan

5 Ad-Duraini. 10
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individu maupun masyarakat. Penggunaan hak ibtikaar harus
memperhatikan kepentingan orang lain dan kemaslahatan umum, sehingga
hak tersebut tidak bersifat mutlak tetapi dibatasi oleh ketentuan syariat
untuk mewujudkan kesejahteraan bersama”.

Senada dengan ini Wahbah Zuhaili mendefinisikan haq al-ibtikar dengan

Sl e (@2l pf e b e 0p Sae Jle g s ) G s
S dsidl T w) ol L) jseadt Ut Olbaizaly WL 5 Byidly
G S ) gf Sl Sl o g Bl ey JUL Lo S8
et Ly 3l wilgl (3 el g AoVl Ralell litell 3 e
oo W) aiis L gl s b sslead) ol ¢ sl gl el
A ad) o 01095 (gl (VS 8355 OEY) i Bre5y das

et b WY Lol sy (ol paidly adll Gsidl e Jug cald
3 tu;f;ﬂ Boim SN (adll 5.8 gmg (Ll smte Y ca] W) UssT
(Blogh ilons Slespall 2l Goie Joty SIS Band Byi Lerlid

dloendl 213V Lgies

Definisi hak cipta adalah hak yang berkenaan dengan harta yang petama kali
diciptakan yang tidak berwujud, ditandai dengan kebaruan, keunggulan,
atau orisinalitas, dan menarik perhatian publik. Ini adalah salah satu hak
yang dapat dinilai dengan uang, dicirikan oleh kebaruan, dan berkaitan
dengan produk pemikiran atau intelektual, seperti hak cipta atas karya
ilmiah dan sastra, hak pelukis atas lukisannya yang inovatif, apa yang
disebut hak paten industri, yaitu sertifikat yang membuktikan bahwa suatu
produk adalah hasil penemuan orisinal seorang ilmuwan, serta reputasi dan
ketenaran yang diperoleh pedagang karena kualitas dan keahliannya, seperti
nama merek dagang yang belum pernah ada sebelumnya, menunjukkan
keunggulan praktis dan kemajuan ilmiah. Produk ini asli, bukan tiruan, dan
menarik perhatian banyak orang karena merupakan pencapaian baru dan
hasil dari pemikiran kreatif. Oleh karena itu, sebagian besar hak cipta adalah
hak intelektual, termasuk hak cipta untuk publikasi dalam berbagai bentuk
media, termasuk rekaman.”®

76 Zuhaili, Al-Mu’amalat Al-Maliyah Al Muashirah. 580
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Berdasarkan pengertian Wahbah Zuhaili di atas dapat disimpulkan
bahwa haq al-ibtikar mencakup berbagai jenis hak yang berkaitan dengan
hasil dari pemikiran kreatif dan intelektual. Diantaranya adalah hak cipta
atas karya ilmiah, sastra, dan seni.

Selanjutnya, hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan
penemuan orisinal yang bersifat industri (seliall &) 82N 361 ). Paten
berfungsi sebagai sertifikat yang mengakui keaslian dan keunggulan suatu
produk atau proses yang ditemukan oleh seorang ilmuwan atau penemu.
Paten ini penting untuk mendorong inovasi ilmiah dan teknologi, dengan
memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk memproduksi dan
memasarkan penemuannya selama jangka waktu tertentu.

Selain itu ada hak atas merek dagang (s_ts3ll ~x¥1), yang melindungi
simbol, nama, atau tanda yang digunakan oleh pedagang atau perusahaan
untuk membedakan produknya dari produk lain di pasar.

Kesemua bentuk haq al-ibtikar ini memiliki ciri-ciri umum, yaitu
keaslian, kebaruan, dan kemampuan untuk menarik perhatian publik.
Produk yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual tidak hanya harus
orisinal dan inovatif, tetapi juga harus memiliki nilai praktis dan
menunjukkan kemajuan ilmiah. Melalui hak-hak -ini, para pencipta dan
penemu dapat memperoleh pengakuan dan imbalan yang adil atas kontribusi
mereka, sehingga dapat mendorong lebih banyak inovasi dan kreativitas di
masyarakat. Hag al-ibtikar juga meliputi hak cipta untuk publikasi dalam
berbagai bentuk media, termasuk rekaman, yang menjamin bahwa karya
kreatif tersebut dilindungi dari penyalinan dan distribusi yang tidak sah.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hak atas karya
tulis merupakan bagian dari hagq al-ibtikar. Hukum Islam melindungi karya-
karya intelektual yang bersifat orisinal dan inovatif, termasuk karya ilmiah
dan sastra. Oleh karena itu, hak atas karya tulis termasuk dalam hak yang
dilindungi, yang memberikan hak eksklusif kepada penulis untuk

menggunakan, mendistribusikan, dan mendapatkan imbalan atas karyanya.
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2. Haq Ta’lif (Hak Cipta Karya Tulis) Sebagai Bagian Dari Haq al-Ibtikar
Haq ta’lif atau Hak Karya Tulis adalah salah bagian dari hag al-

ibtikar yang secara khusus mengatur hak atas karya tulis seperti buku,
artikel, naskah, percetakan, penerbitan dan distribusi.
Sa’addudin bin Muhammad Al-Kibi mendefinisikan iaq ta’lif (hak

cipta karya tulis) dengan;
o e WU gl lasl desadly adlglly Jludly CaSW gy ol L
Lo ) Jiy Laze Lyflis]

Sesuatu (hak) yang tetap dan ada pada buku, makalah, karangan dan bunga
rampai yang dapat dianggap memiliki nilai ekonomi atau tidak, serta
bagaimana kepemilikannya dapat dialihkan..”’

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa buku, artikel, karya
tulis, dan bunga rampai merupakan bagian dari haq ta’lif. Hak ini memuat
aturan bagaimana menentukan nilai ekonomi  dari sebuah karya, yaitu
apakah karya tersebut dapat diperjualbelikan atau tidak. Selain-itu, aturan ini
juga mengatur siapa yang memiliki-hak cipta atas karya tersebut, yaitu hak
eksklusif untuk menggandakan, mendistribusikan karya tersebut. Pengalihan
hak cipta, seperti penjualan atau pemberian lisensi, juga diatur dalam aturan
haq ta’lif atau hak cipta karya tulis .

Berkenaan dengan hak karya tulis ini (<& 3»), Wahbah Zuhaili
menyatakan bahwa dalam terdapat tiga hak yang dilindungi. Ketiga hak
yang dilindungi dalam hak karya tulis yaitu; pertama hak muallif atau hak
penulis (<lsdl 3s), kedua hag at-tawzi' atau hak distribusi (s 3=) dan
ketiga hag an-nasyr atau hak penerbitan (U<l &),

Perlindungan ini ditetapkan karena penulis telah berusaha keras dalam
menyusun karangannya, sehingga ia menjadi orang paling berhak atas
karangannya tersebut, baik itu hak yang bersifat materil (g2l ulsll),

seperti manfaat finansial yang dihasilkan dari karyanya tersebut, maupun

" Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi, Muamalah Al-M'ahirah Fi Dhau' Al-Islam, h. 316.
(di kutip di dalam Agus Suyana, “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam”, dalam Al-Maslahah
Hukum dan Pranata Sosial Islam, 111, Nomor 5, 2015, h. 251).
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hak yang bersifat moril (sl ) seperti hak untuk diakui sebagai
pencipta karya tersebut. Hak ini tetap eksklusif dan abadi untuk penulis,
yang kemudian dapat diwariskan kepada ahli warisnya.’®

. Perlindungan Hukum Islam Terhadap Haq al-Ibtikar
Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan harta, menjadikannya

salah satu dari lima pilar utama yang dilindungi oleh syariat Islam. Kelima
pilar ini adalah jiwa, kehormatan, akal, harta, dan agama. Perlindungan
terhadap harta tidak hanya mencakup harta fisik tetapi juga hak kekayaan
intelektual. Dalam hal ini, hak cipta atas karya sastra dan seni, paten, merek
dagang, dan lisensi komersial diakui sebagai bagian penting dari harta yang
harus dilindungi. Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan
melindungi hak-hak individu dalam semua aspek kehidupan, termasuk hak
atas hasil karya intelektual.

Hak kekayaan intelektual diakui secara sah dan berdasarkan adat
istiadat. Pengakuan ini menunjukkan bahwa hak cipta dan bentuk hak
kekayaan intelektual lainnya memiliki nilai yang diakui secara hukum dan
sosial. Manfaat dari suatu karya dianggap sebagai properti/harta yang
berharga. Artinya, karya intelektual memiliki nilai ekonomi dan manfaat
yang harus dilindungi sama seperti harta fisik. Diantara bentuk perlindungan
terhadap hagq al-ibtikar adalah :

a. Perlindungan Administratif (2l )

Perlindungan administrasi dalam konteks hag al-ibtikar berupa
kejelasan dalam perjanjian atau akad antara pihak-pihak yang terkait
dengan karya cipta. Perjanjian ini berupa kejelasan dalam perjanjian atau
akad antara pihak-pihak yang terkait dengan hagq al-ibtikar. Perjanjian ini
merupakan landasan hukum yang mengatur hubungan antara pencipta,
lembaga yang memproduksi karya, dan penerima manfaat dari karya
tersebut, baik individu maupun lembaga.

Perjanjian terkait haq al-ibtikar juga harus mencakup ketentuan

yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ini

8 Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adilatuh. Juz 4. H. 2862
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meliputi hak ekonomi pencipta, seperti royalti atau pembagian
keuntungan, serta hak moral seperti pengakuan atas karyanya. Bagi
lembaga yang memproduksi atau menerbitkan karya, perjanjian harus
mengatur tentang hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, atau
memanfaatkan karya tersebut secara komersial. Perjanjian juga perlu
mengatur tentang durasi perlindungan hak cipta, yang dalam konteks
hukum Islam dapat bervariasi tergantung kesepakatan dan kemaslahatan

umum.

b. Larangan Melanggar Karya Intelektual Orang Lain

Ha-hak yang terdapat dalam karya intelektulal mempunyai kedudukan
hukum yang sama dengan hak atas harta (Wl »Ss); hanya dikhususkan bagi
pemiliknya, dan orang lain tidak dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa
izin pemiliknya. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar
oleh siapapun. Pihak-pihak yang tidak berhak (bukan pemilik hak), dilarang
melakukan pelanggaran terhadap harta kekayaan pribadi ini dengan cara
membajak (Sl ads) - memalsukan  (es%), plagiarisme  (Jwl),
mengeksploitasi (J>xiul), membuat copy (¢liiul), merusak materi atau
manfaatnya (Lixise 5l leie 3)) ataupun menggunakannya tanpa izin ( &\l
o s all), Karena tindakan-tindakan seperti itu dapat dikualifikasikan
sebagai memakan harta orang lain dengan cara batil, diantara bentuk
pelanggaran karya intelektual yang terkait dengan penelitian ini adalah ;

1) Mencetak Ulang Karya Tulis Tanpa Izin
Mencetak ulang karya tulis berhak cipta merujuk pada

tindakan memperbanyak atau mereproduksi suatu karya tulis tanpa
izin dari pemilik hak cipta. Karya tulis yang dimaksud mencakup
berbagai bentuk tulisan seperti buku, artikel, esai, dan karya ilmiah
lainnya. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau

pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak, dan
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mendistribusikan karyanya. Oleh karena itu, mencetak ulang tanpa
izin melanggar hak-hak eksklusif tersebut.

Pencetakan buku di era modern dianggap sebagai bentuk
lanjutan dari proses penyalinan buku secara manual. Oleh karena itu,
izin untuk mencetak buku sepenuhnya menjadi hak penulis, sama
seperti hak untuk menyalin buku. Pihak percetakan bertindak sebagai
perantara (wakil) antara penulis dan pembaca. Percetakan mencetak
buku atas izin penulis dan mendistribusikannya kepada pembaca.
Penulis memiliki hak untuk menentukan jumlah salinan buku yang
harus dicetak. Karena hal ini dianggap sebagai bentuk kontrol
penulis atas pemanfaatan karyanya oleh pembaca. Dalam konteks
ini, jumlah salinan yang dicetak dianalogikan dengan jumlah
pembaca yang diberi izin untuk memanfaatkan buku tersebut.”

2) Menyalin dan Memfotokopi Karya Tulis Berhak Cipta Tanpa
Izin

Memfotokopi berarti membuat reproduksi dengan mesin
fotokopi. Memfotokopi adalah tindakan membuat salinan dari
dokumen menggunakan mesin_fotokopi, yang umumnya digunakan
untuk menggandakan informasi tertulis atau gambar dari sumber
aslinya.®’ Contoh: ‘ia memfotokopi semua surat keputusan yang
akan dilampirkan. Memfotokopi berasal dari kata dasar fotokopi’.

Dalam bahasa Arab, istilah memfotokopi adalah %<
(taswir). Kata ‘»s=i secara harfiah berarti menggambar atau
memotret, tetapi dalam konteks fotokopi, istilah ini digunakan untuk
merujuk pada proses penggandaan dokumen atau teks menggunakan
mesin fotokopi. Contoh penggunaan dalam kalimat <3Sl %) sial
(taswir al-mustanadat) berarti “tindakan memfotokopi dokumen”.
Istilah ini mencakup semua bentuk penggandaan dokumen tertulis

atau cetakan menggunakan mesin fotokopi. Dengan demikian,

9 Ad-Duraini, Haq Al-Ibtikar Fi Al-Figh Al-Islami Al-Mugaran. 151
8  Https://kbbi.web.id, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” n.d.,
https://kbbi.web.id/.
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memfotokopi dalam bahasa Arab memiliki cakupan makna yang
sama dengan istilah dalam bahasa Indonesia, yaitu tindakan
membuat salinan atau reproduksi dari dokumen asli menggunakan
alat atau mesin khusus.8!

Kata  Jisa (faswir) mempunyai padanan kata dengan
dengan Fl.iiul (istinsakh). Yang berarti menyalin, mencatat, atau
membuat duplikat dari sesuatu. Istilah ini dapat merujuk pada
berbagai tindakan penyalinan, baik itu dokumen, teks, maupun
informasi lainnya. Penggunaan kata ini menunjukkan adanya proses
penggandaan atau reproduksi dari suatu materi asli menjadi
salinannya. Secara etimologi, il (istinsakh) berasal dari akar
kata & (naskh) yang berarti salinan atau kopian.®? Kata ini
kemudian mengalami penambahan huruf sesuai dengan wazan Jtxiil
(istif'al), yang merupakan salah satu pola pembentukan kata dalam
bahasa Arab.®® Kata ini tidak hanya berarti “menyalin" secara
sederhana, tetapi juga dapat diartikan sebagai "meminta untuk
disalin” atau "melakukan proses penyalinan/penggandaan'.

Memfotokopi atau menyalin karya tulis berhak cipta tanpa
izin pencipta adalah perbuatan yang terlarang. Hal ini sebagaimana
yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili;

@Y G aag i 09U Ol f By gl Sl 5 L
o DU b Bolel gum ade clug leps (GplE (3 Ogae 3> o4
u.ssl\ kg L;.C— cloel o}g}@'

Hak cipta karya tulis yang termasuk yang termasuk dalam undang-
undang baru, yaitu hak moral, merupakan hak yang dilindungi dalam

81 Https://www.almaany.com, “Al Maany,” n.d., https://www.almaany.com/id/dict/ar-
id/fotocopy/.

8 Ahmad Zuhdi Muhdlor Atabik Ali, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, 4th ed.
(‘Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996). 1908

8 Muhammad Al Husaini Al Zabidi, Taj Al-‘Ariis Min Jawahir Al-Qamis (Dar Hidayah,
n.d.). 356

8  Https://www.almaany.com, “Al Maany.” https://www.almaany.com/id/dict/ar-

id/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AE/
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ketentuan syariat. Berdasarkan hal tersebut, mencetak ulang atau
memfotokopi buku dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak
penulis.®

c. Kewajiban Ganti Rugi

Pelanggaran terhadap hak cipta karya tulis dengan mencetak ulang
atau memfotokopi buku tanpa izin menimbulkan kewajiban ganti rugi.
Ketika hak cipta dilanggar, penulis tidak hanya kehilangan potensi
pendapatan dari penjualan atau lisensi karyanya tetapi juga menderita
kerugian moril. Oleh karena itu, mereka yang melanggar hak cipta wajib
memberikan kompensasi yang adil kepada penulis untuk menutupi
kerugian moril yang telah diderita. Hal ini sebagaimana disampaikan
Wahbah Zuhaili

¢lg GJJSj ...... Ol dge By Lol f}u dorgs dpars 4 (G
Nl Gdsel) Baiz (LW 5" $ls ks gl mud) e (S

Mencetak ulang atau memfotokopi buku dianggap sebagai pelanggaran
terhadap hak penulis, yaitu suatu perbuatan maksiat yang menyebabkan
dosa secara syariat dan pencurian yang menyebabkan timbulnya
kewajiban ganti rugi terhadap hak penulis atas terbitnya salinan-salinan
yang dicetak dengan cara melanggar hak dan zalim, serta memberikan
kompensasi atas kerugian moril yang diderita penulis.®

4. Jangka Waktu Perlindungan Haq al-Ibtikar
Fathi ad-Duraini dan Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa

perlindungan haq al-ibtikar berlaku selama penulis masih hidup. Selama
penulis masih hidup, penulis berhak untuk memanfaatkan karyanya, dan
tidak boleh ada orang lain yang melanggar hak ini.

Setelah penulis meninggal dunia, hak ekonomi atas ciptaan beralih
kepada ahli waris, artinya; ahli warisnya berhak menikmati manfaat
ekonomi dari hak cipta tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa ketika hak cipta
diakui sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan atas harta (huquq
maliyyah) maka ia akan tetap menjadi bagian dari harta waris yang dapat

diwariskan kepada ahli waris; akan tetapi meskipun hak cipta merupakan

8 Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adilatuh. 2861
86 Zuhaili.
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harta warisan, jangka waktu ahli waris untuk menikmati hak cipta tersebut
tidak berlaku untuk selamanya; tetapi dibatasi selama jangka waktu 60
tahun saja. &

Selama jangka waktu 60 tahun tersebut, ahli waris memiliki hak
eksklusif untuk mengeksploitasi secara ekonomi ciptaan yang diwariskan,
seperti menerbitkan, menggandakan, atau mengumumkannya. Selama
periode tersebut, hak ekonomi atas ciptaan masih dilindungi secara hukum
dari pelanggaran atau penggunaan tanpa izin.

Yang perlu digaris bawahi bahwa yang beralih kepada ahli waris
hanyalah hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada pencipta
meskipun telah meninggal dunia.

Pemanfaatan hak cipta oleh ahli waris selama jangka waktu 60
tersebut digiyaskan dengan lamanya hak pengambilan manfaat yang dikenal
dalam dengan al-fikr (35s).

al-hikr adalah sebuah konsep yang memberikan hak kepada seseorang
untuk tinggal dan memanfaatkan tanah wakaf dengan cara menyewa dalam
jangka waktu yang panjang. Tanah wakaf sendiri adalah tanah yang
didedikasikan untuk kepentingan umum, seperti untuk kegiatan keagamaan,
pendidikan, atau sosial. Hak al-hikr ini memungkinkan individu untuk
bercocok tanam atau membangun rumah di atas tanah wakaf tersebut,
dengan membayar sewa kepada pengelola wakaf.

Dasar dari konsep al-hikr ini dapat dianalogikan dengan konsep wakaf
itu sendiri. Karya pemikiran seperti halnya wakaf, dianggap sebagai warisan
berharga dari para ulama terdahulu yang menjadi hak bersama umat. Oleh
karena itu, hasil pemikiran tersebut juga dianggap sebagai hak umum yang
dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk melalui mekanisme al-hikr.
Dengan demikian, al-hikr dapat dipandang sebagai bentuk pemanfaatan
wakaf dalam skala yang lebih individual, namun tetap bertujuan untuk

kemaslahatan bersama.®

87 Ad-Duraini, Hag Al-Ibtikar F1 Al-Figh Al-Islami AlI-Mugdran. 121, 185
8 Ad-Duraini. 121
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Setelah masa perlindungan hak cipta selama 60 tahun berakhir, karya
intelektual yang dikenal sebagai haq al-ibtikar akan menjadi bagian dari
warisan budaya dan pengetahuan bersama. Karya-karya ini tidak lagi
menjadi milik eksklusif individu atau entitas tertentu, melainkan menjadi
aset bersama yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.
Untuk mengatur dan mengawasi penggunaan karya-karya ini, didirikan
lembaga atau badan amal yang mewakili kepentingan publik. Lembaga ini
bertanggung jawab untuk memanfaatkan karya-karya tersebut setelah hak
cipta berakhir, memastikan bahwa penggunaannya tetap sesuai dengan
tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan karya-karya ini akan
digunakan untuk berbagai kegiatan amal dan proyek sosial. Beberapa
contoh penggunaan dana tersebut meliputi memberikan bantuan keuangan
kepada siswa yang membutuhkan, membangun masjid, mendirikan rumah
sakit, membangun sekolah, mendirikan panti asuhan, dan membangun panti
jompo. Dengan demikian, karya intelektual yang telah menjadi domain
publik tidak hanya dapat diakses secara luas, tetapi juga memberikan
manfaat konkret bagi masyarakat melalui berbagai program sosial dan
kemanusiaan.

. Berakhirnya Haq al-Ibtikar
Hag al-ibtikar atau hak cipta dalam hukum Islam dipandang sebagai

hak atas harta yang berupa manfaat. Konsep ini menjadikan hak cipta
sebagai objek yang dapat ditransaksikan, baik secara komersial maupun
non-komersial. Dalam hagq al-ibtikar, hak cipta karya tulis dianggap sebagai
mal (kekayaan) yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek
pertukaran.

Hal ini memberikan landasan bagi perlindungan dan penghargaan
terhadap karya intelektual seseorang dalam kerangka hukum Islam.Terdapat
berbagai jenis akad dalam transaksi ekonomi syariah yang dapat diterapkan
pada hak cipta. Akad tijarah, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan,

dapat digunakan dalam transaksi komersial hak cipta seperti jual beli atau
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lisensi. Sementara itu, akad tabarru' yang bertujuan untuk tolong-menolong
tanpa mencari keuntungan, dapat diterapkan dalam bentuk hibah atau wakaf
atas hak cipta.®

Berdasarkan pandangan ulama kontemporer, akad yang memindahkan
kepemilikan manfaat hak cipta dianggap sah dalam hukum Islam. Hal ini
didasarkan pada prinsip bahwa manfaat dapat ditransaksikan dan harta
adalah objek pertukaran. Kebiasaan (‘urf) juga menjadi dasar pertimbangan
dalam membangun hukum terkait pertukaran hak-hak ini. Dengan demikian,
hak cipta dan sejenisnya dapat diperlakukan sebagai harta dan properti yang
sah untuk ditransaksikan, selama transaksi tersebut bebas dari unsur gharar
(ketidakpastian), penipuan, dan kecurangan.

Hak cipta sebagai sebuah kepemilikan atas manfaat dapat berakhir
melalui berbagai cara. Dalam akad tabarru’, hak cipta dapat berakhir melalui
hibah, sedekah, wakaf, atau hadiah, di mana pemilik hak cipta secara
sukarela memberikan haknya kepada pihak lain. Sementara dalam akad
tijary, hak cipta dapat beralih melalui transaksi jual beli atau bentuk-bentuk
pertukaran lainnya yang diakui syariat. Penting untuk dicatat bahwa
pengalihan hak cipta ini harus dilakukan melalui akad yang sah menurut
hukum Islam untuk 'memastikan keabsahan perpindahan kepemilikan
tersebut.

8 Ad-Duraini. 20
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BENTUK PEMBATASAN HAK CIPTA KARYA TULIS
UNTUK KEPERLUAN PENDIDIKAN DALAM PASAL 47

A. Latar Belakang Lahirnya Pembatasan Perlindungan Hak Cipta
Salah satu alasan pembatasan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 tersebut adalah adanya norma fungsi sosial. Norma fungsi sosial hak cipta
yang dapat berupa keharusan memberikan akses kepada masyarakat,
mengizinkan penggunaan ciptaan tertentu dan dengan cara-cara tertentu tanpa
izin, maupun mengizinkan masyarakat menggunakan atau memanfaatkan
ciptaan secara wajar atau yang dalam masyarakat yang menganut sistem
common law disebut dengan fair use.*

Selain itu, pembatasan hak cipta yang diatur dalam undang-undang ini
bertujuan agar hak cipta tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh
pemegang hak dan harus sesuai dengan asas kemanfaatan. Hal ini disampaikan
oleh Perwakilan DPR, Didi Mukrianto, dalam sidang di Mahkamah Konstitusi
pada 27 Mei 2015. Pasal 51 ayat (1) dalam undang-undang tersebut
menyatakan -bahwa dalam keadaan tertentu, kepentingan umum atau
kepentingan nasional dapat menjadi pengecualian terhadap hak eksklusif
pemegang hak cipta dan tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap
kepentingan pemegang hak cipta. Ini menunjukkan bahwa dalam situasi
tertentu, kepentingan publik dan nasional dapat lebih diutamakan daripada
kepentingan pribadi pemegang hak cipta.®

B. Bentuk Penggunaan Yang Wajar Atas Karya Tulis Berhak Cipta Dalam
Pasal 47
Pasal ini secara khusus ditujukan kepada perpustakaan atau lembaga

arsip yang tidak bertujuan komersial. Ini berarti lembaga-lembaga seperti
perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, atau arsip nasional yang tidak

mencari keuntungan finansial dari operasionalnya.

% Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Moral (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
113

%1 “UU Hak Cipta Untuk Hindari Kesewenang-Wenangan,” Https://mkri.id/, 2015.
(Diakses tanggal 27 Juni 2024)
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Pasal 47 menyatakan “setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak
bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian
Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak.”

Kemudian pada poin (b) dijelaskan bahwa pembuatan salinan dilakukan
untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian
salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di
perpustakan atau lembaga arsip lain.

Pada penjelasan (2) disebutkan bahwa pembuatan salinan tersebut
dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan
salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.

Ketiga pasal tersebt dapat dijabarkan perspektif dua hak pencipta yaitu
yaitu hak ekonomi dan hak moral. Penjelasan secara berurutan sebagaimana
berikut ini;

1. Hak Ekonomi
a. Satu (1) Salinan Ciptaan

Hak untuk membuat 1 salinan ini diberikan khusus kepada
perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial.

Dalam proses penyalinan  koleksi, - perpustakaan hanya
diperbolehkan satu eksemplar dalam setiap judul -buku yang digandakan.
Yang dimaksud dengan satu eksemplar adalah perpustakaan hanya boleh
menggandakan satu model dari setiap jenis buku. Yang berarti jumlah
salinan yang diizinkan dibuat adalah hanya 1 (satu) salinan, tidak boleh
lebih pada saat yang bersamaan.

Hak ekonomi pencipta mencakup hak untuk mendapatkan manfaat
ekonomi dari hasil karyanya, termasuk melalui penjualan dan
distribusi. Dengan membatasi jumlah salinan yang dapat dibuat oleh
perpustakaan hanya satu salinan saja, undang-undang hak cipta berusaha
menyeimbangkan kepentingan pencipta dengan kebutuhan akses publik

terhadap informasi.
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b. Untuk Pemeliharaan

Ketentuan ini mengizinkan pembuatan salinan untuk beberapa
tujuan yang sangat krusial dalam pengelolaan dan pelestarian koleksi.
Salah satu tujuan utamanya adalah untuk pemeliharaan koleksi permanen
yang dimiliki oleh perpustakaan atau lembaga arsip.

Misalnya dari sekian banyak literatur yang dilayankan, ditemukan
beberapa koleksi yang mulai hancur seperti sampul yang lepas sampai isi
buku yang telah pudar. Dengan adanya hal tersebut biasanya
perpustakaan kemudian mengambil langkah atas adanya buku yang rusak
dengan cara menggandakan koleksi tersebut.

Penggandaan ini bertujuan agar koleksi tersebut dapat digunakan
kembali dan bisa mencukupi kebutuhan pemustaka. terhadap koleksi
yang dimiliki di perpustakaan.

Atau buku tersebut "hilang” di mana salinan buku atau bahan
pustaka tidak lagi ada dalam koleksi perpustakaan atau lembaga arsip.

Kemudian perpustakaan dalam menghadapi kekurangan koleksi
dan pemeliharaan koleksi, perpustakaan melakukan penggandaan koleksi
agar koleksi dapat digunakan kembali dan dapat memenuhi kebutuhan
pemustaka yang membutuhkan.

Proses pemeliharaan ini sangat penting untuk menjaga keutuhan
dan Selain itu, ketentuan ini juga memungkinkan pembuatan salinan
untuk menggantikan salinan yang diperlukan dalam koleksi. Hal ini bisa
terjadi ketika salinan asli mengalami kerusakan akibat penggunaan yang
intensif atau faktor lain yang memengaruhi kualitasnya.®?

c. Dilakukan Secara Terpisah Dan Tidak Saling Berhubungan

Pembuatan salinan secara terpisah, berarti setiap salinan yang
dibuat harus dilakukan secara individual dan tidak dalam satu proses
yang berkesinambungan. Misalnya, jika sebuah perpustakaan membuat

salinan untuk tujuan pemeliharaan, setiap salinan harus dibuat sebagai

%2 Besar, “Penggandaan Buku Menurut UU Hak Cipta Dan Permasalahannya,”
https://business-law.binus.ac.id/, 2016, https://business-law.binus.ac.id/2016/04/30/penggandaan-
buku-menurut-uu-hak-cipta-dan-permasalahannya/. (Diakses 20 Juni 2024)
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tindakan terpisah, bukan sebagai bagian dari satu proyek besar untuk
menggandakan seluruh koleksi. Jika salinan dibuat lebih dari sekali,
setiap kali pembuatan salinan harus merupakan kejadian yang berdiri
sendiri dan tidak terkait dengan pembuatan salinan sebelumnya. Ini untuk
mencegah adanya penggandaan massal yang bisa dianggap sebagai
pelanggaran hak cipta. Misalnya, jika sebuah karya tulis rusak, dan perlu
diganti, salinan baru harus dibuat tanpa mengacu pada salinan
sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa tujuannya bukan untuk distribusi
massal, melainkan untuk tujuan pelestarian atau akses terbatas.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa UUHC
memberikan hak terbatas kepada perpustakaan dan lembaga arsip non-
komersial untuk menggandakan koleksi, namun dengan batasan-batasan
tertentu untuk menyeimbangkan kepentingan pencipta dan akses publik.
Perpustakaan diizinkan membuat satu salinan per judul untuk tujuan
pemeliharaan, penggantian koleksi yang rusak atau hilang, serta pelestarian.
Penggandaan harus dilakukan secara terpisah dan tidak berkesinambungan
untuk mencegah penggandaan massal. Tujuan utamanya adalah menjaga
keutuhan koleksi dan memenuhi kebutuhan pemustaka, bukan untuk
distribusi atau kepentingan komersial. Ketentuan ini memungkinkan
perpustakaan menjalankan fungsinya dalam melestarikan dan menyediakan
akses terhadap informasi, sambil tetap menghormati hak ekonomi pencipta.

. Hak Moral

Dalam proses penyalinan buku, perpustakaan memiliki kewajiban
untuk menjaga integritas karya dan menghormati hak-hak pencipta sesuai
dengan UUHC. Perpustakaan wajib melakukan penggandaan secara utuh
dan mencantumkan nama pengarang sesuai dengan yang tertera pada buku
asli, baik itu nama sebenarnya atau nama samaran. Hal ini sejalan dengan
Pasal 5 ayat 1(a) dan 1(b) yang menegaskan hak pencipta untuk
mencantumkan namanya atau menggunakan nama alias pada ciptaannya.

Selain itu, perpustakaan tidak diperbolehkan mengubah judul atau

anak judul buku, bahkan jika terjadi kerusakan pada bagian judul,
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perpustakaan harus melakukan penelusuran untuk memastikan keaslian
judul tersebut.Lebih lanjut, dalam proses penyalinan, perpustakaan harus
sangat berhati-hati untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan
pencipta atau integritas karya.

Perpustakaan dilarang keras melakukan distorsi, yang dianggap
sebagai tindak kriminal, mengingat setiap buku di perpustakaan sudah
memiliki identitas pengarang yang jelas. Demikian pula, mutilasi ciptaan,
atau penghilangan sebagian isi buku, tidak diperbolehkan karena dapat
merugikan baik pencipta maupun perpustakaan itu sendiri. Prinsip utamanya
adalah bahwa penggandaan harus dilakukan secara lengkap dan akurat,
menjaga keutuhan karya sesuai dengan aslinya. Dengan mematuhi aturan-
aturan ini, perpustakaan tidak hanya menjaga kepatuhan hukum, tetapi juga
memastikan bahwa nilai dan integritas karya intelektual tetap terjaga dalam
proses penyebaran pengetahuan kepada masyarakat.

. Tujuan

Tujuan utama diperbolehkannya penyalinan oleh perpustakaan karya
tulis adalah untuk keperluan edukasi, riset, karya ilmiah, pendidikan dan
penelitian. Perpustakaan berperan menyediakan akses yang memadai
terhadap informasi. yang dibutuhkan oleh peneliti, mahasiswa, dan
akademisi. Dengan melakukan penyalinan buku, jurnal, dan sumber daya
lainnya, perpustakaan membantu memperluas jangkauan pengetahuan yang
dibutuhkan bagi para pengunjungnya. Penyalinan ini sangat penting dalam
menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan penelitian,
memungkinkan setiap individu untuk mendapatkan informasi yang mereka
butuhkan untuk mencapai tujuan akademik dan profesional mereka.

Penyalinan oleh perpustakaan juga menjadi solusi efektif dalam
menghadapi keterbatasan anggaran. Banyak perpustakaan, terutama yang
berada di lembaga pendidikan, sering kali tidak memiliki dana yang cukup
untuk membeli sejumlah besar buku atau sumber daya yang mahal. Dengan
menyediakan salinan dari karya tulis yang ada, perpustakaan dapat

memastikan bahwa lebih banyak pengguna dapat mengakses materi yang
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penting tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan yang besar. Ini
membantu perpustakaan memenuhi kebutuhan informasi anggotanya secara
lebih efisien dan ekonomis, memastikan bahwa tidak ada yang terhalang
oleh keterbatasan finansial dalam mengejar pendidikan dan pengetahuan.®®
Selain itu, penyediaan salinan oleh perpustakaan juga bermanfaat
penting dalam keberlanjutan dan pelestarian pengetahuan. Dalam beberapa
kasus, karya tulis yang penting mungkin sudah tidak dicetak lagi atau sulit
ditemukan di pasaran. Dengan menggandakan dan mendistribusikan salinan,
perpustakaan dapat membantu melestarikan karya-karya tersebut dan
memastikan bahwa mereka tetap dapat diakses oleh generasi mendatang. Ini
sangat penting untuk menjaga kesinambungan ilmu pengetahuan dan
mendukung kemajuan akademis yang berkelanjutan. Dengan demikian,
penggandaan oleh perpustakaan tidak hanya mendukung pendidikan saat ini

tetapi juga berkontribusi pada pelestarian pengetahuan untuk masa depan.

% Novita Vitriana, “Analisis Kebijakan Perbanyakan Buku Di Perpustakaan Perguruan
Tinggi Berdasarkan Prinsip Penggunaan Yang Wajar Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 Tentang Hak Cipta.”



BAB IV
ANALISIS PENYALINAN KARYA TULIS BERHAK CIPTA
PERSPEKTIF HAQ AL-IBTIKAR

A. Analisis Kedudukan Hak Cipta Karya Tulis Dalam Undang-Undang
Perspektif Haq Al-Ibtikar
Untuk menganalisis penyalinan karya tulis berhak cipta tanpa izin

pencipta dalam pasal 47, perlu terlebih dahulu mengetahui kedudukan hak
cipta karya tulis dalam hukum Islam.

Karya intelektual merupakan produk abstrak yang tidak dapat di indera,
produk ini berupa ide, konsep yang ada dalam fikiran manusia, akan tetapi saat
dituangkan ke dalam media yang berwujud, produk abstrak ini kemudian
mempunyai nilai dan manfaat bagi manusia. Ha-hak yang terdapat dalam karya
intelektulal seperti ini mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan harta.
Sebagaimana juga aset-aset yang tidak memiliki bentuk fisik, seperti hak paten,
merek dagang dan produk produk hak cipta.

Terkait dengan hak cipta karya tulis yang menjadi topik dalam
penelitian ini; dalam perspektif zaq al-ibtikar disebut dengan hak kepenulisan
atau kepengarangan (<&l 3~). Hag ta’lif atau Hak Kepenulisan/Hak Karya
Tulis adalah salah bagian dari haq al-ibtikar yang secara khusus mengatur hak
atas karya tulis seperti buku, artikel, naskah, percetakan, penerbitan dan
distribusi.

Sebagai produk intelektualitas manusia karya tulis mempunyai
kedudukan yang sama dengan harta karena mempunyai manfaat, yaitu ilmu

pengetahuan, hal ini berdasarkan adalah hadits nabi :

& mis e ol Byl Bo e VLBV e Y] ales wie abail OLLSY) e 13
(o olp) & sy Lo Ay

Jika anak adam meninggal dunia, amalnya menjadi putus kecuali tiga hal.

Pertama, shadagah jariyah, ilmu yang dmanfaatkan, atau anak shalih yang
mendoakan dia (HR Muslim).%*

% Muslim bin Al-Hajjaj, Sahth Muslim (Beirut, Lebanon: Dar Thya’ at-Tura$ al-’Arabi,
n.d.). 1631
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Hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa ilmu adalah sumber
manfaat, dan dengan pemanfaatan berkelanjutan dari karya seorang ilmuwan,
amalnya yang saleh akan terus berlanjut dan tidak terputus oleh kematian. Oleh
karena itu, ilmu adalah amal yang menjadi sumber manfaat secara syariat,
bahkan menjadi jejak abadi setelah kematian penulisnya dan hilangnya
kemampuan ilmiahnya karena kematian.

Produk-produk intelektual seperti hak cipta karya tulis dalam UUHC
merupakan hak eksklusif bagi penciptanya. Dalam perspektif haqg al-ibtikar,
konsep hak eksklusif ini sejalan dengan prinsip al-milkiyyah al-fardiyyah
sebagaimana yang telah di jelaskan di landasan teori. al-milkiyyah al-fardiyah
merupakan kepemilikan eksklusif yang diberikan kepada seseorang atas suatu
benda/harta yang  memberikan ‘wewenang penuh = kepadanya untuk
memanfaatkan benda/harta tersebut sesuai keinginannya, selama tidak
bertentangan dengan aturan atau norma yang berlaku. Pemilik memiliki kendali
penuh atas benda tersebut, termasuk menggunakan, menyimpan atau
menjualnya.

Kaitannya dalam hal ini Majelis Fikih Islam International menyatakan
SN f el Vs Gl caplond) Adlally (sjlndl Olaally o(gylondll nYl
st Bpne Bl Ao Lol Gl 3 U sl sl a0ls Bsis
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nama usaha, merek dagang, logo dagang, karangan, karya intelektual atau
karya yang pertama kali dibuat merupakan hak eksklusif bagi pemiliknya.
Yang dalam era ini ia telah memiliki nilai komersil yang diakui sebab publik

menganggapnya demikian. Hak yang semacam ini diakui oleh syariat dan tidak
boleh dilanggar.®®

al-Milkiyyah al-fardiyah atau kepemilikan privat (private ownership)
ini memberikan hak kepada individu untuk menguasai apa yang dimilikinya,

dan juga memberikan dasar hukum bahwa kepemilikan tersebut diakui secara

% Https:/fiifa-aifi.org/, “Hiiqliq Al-Ma’nawiyyah,” 15 Desember, 1988, https:/iifa-
aifi.org/ar/1757.html. (Diakses 20 Juni 2020)
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syariat. Memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk mengatur,
menggunakan, dan memanfaatkan hak cipta sesuai dengan kehendaknya.
Melalui pengakuan syariat ini, kepemilikan pribadi menjadi sebuah hak yang
dilindungi, yang sekaligus mencegah orang untuk melakukan pelanggaran
terhadap kepemilikan privat ini. Kaitannya dengan hal ini dar al-ifta’ al-
masriyah (lembaga fatwa mesir) :

4 ot ot wmin pbd Lol ol S Ay o U
ioglably ol e A5Z (e Jgludlly goidl ab g2y ) olass Yl
G 4 Suby panll sty il Blagg deblall OVT jsed o AU O
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et Dlas) 8 aeolamsly U lsbol GlE (330 S Bsidl oda
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Dengan demikian, karena hasil karya intelektual dan merek dagang merupakan
sesuatu yang dipastikan mempunyai manfaat, di mana ia dapat dimiliki secara
pribadi, mempunyai nilai, beredar dalam masyarakat, menjadi obyek transaksi
antar masyarakat dan adanya hak untuk menuntut melalui jalur hukum yang
berkaitan dengannya tanpa adanya dalil syar'i yang menentangnya, maka
semua ini menjadikan hak cipta, merek dagang dan sejenisnya mempunyai
mempunyai hukum yang sama dengan harta kekayaan pribadi bagi pemiliknya.
Yang menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa izin darinya.

Dari fatwa di atas dapat dipahami bahwa kepemilikan privat/individu
al-milkiyyah al-fardiyyah adalah kepemilikan seseorang atas harta, dimana
seseorang tersebut memiliki hak sepenuhnya untuk memiliki, menguasai, dan
mendayagunakannya. Apabila ada orang lain yang ingin menggunakannya

maka harus seizin dan sepertujuan dari pemilik awalnya.®’

Senada dengan ini, Wahbah Zuhaili juga menyatakan

% Dar al-Ifta’ Al-Masriyah, “Huqiiq Al-Milkiyyah Al-Fikriyyah Wa Al-Mu’amalah at-
Tijariyah  Al-Asliyyah,” 2007, https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/13071/-4_Sall-ASLl- G s
Ala¥lay adll-ciledlall 5,

9 Muhammad Bagir Ash Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam (Jakarta: Zahra, 2008). 47
milkiyah salas 83
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Hak cipta dilindungi untuk penciptanya, karena adat dan hukum yang berlaku
menganggap hak ini sebagai bagian dari hak pribadi.%®

Dengan demikian, hasil karya dan merek dagang dapat dikategorikan
sebagai harta kekayaan pribadi karena memiliki manfaat yang jelas dan nyata,
baik berupa manfaat intelektual maupun hiburan. Kepemilikan atas karya
intelektual bersifat privat, yang memberikan hak eksklusif bagi pencipta atau
pemiliknya untuk mengatur dan memanfaatkan harta tersebut.

Lebih lanjut, hasil karya intelektual dan merek dagang memiliki nilai
ekonomi yang dapat diukur melalui harga pasar, royalti, atau keuntungan yang
dihasilkan. Keberadaannya yang beredar dalam masyarakat dan digunakan oleh
banyak orang menunjukkan nilai sosial dan ekonomi bagi bagi masyarakat.

Hak cipta dan merek dagang juga dapat menjadi objek transaksi yang
sah antara individu atau lembaga, baik melalui penjualan, pembelian,
penyewaan. Syariat Islam juga mengakui dan melindungi hak atas hasil karya
intelektual, sehingga membuat penciptanya dapat menuntut pihak lain yang
melanggar hak mereka, seperti melakukan plagiarisme, pembajakan, atau
pelanggaran merek dagang.

Konsep kepemilikan individu atau al-milkiyyah fardiyyah memberikan
ikhtisas (eksklusifitas) kepada seseorang atas suatu benda atau harta. lkAtisas
berarti harta tersebut hanya milik pribadi orang tersebut sehingga menghalangi
orang lain untuk memanfaatkannya tanpa izin pemiliknya dan memungkinkan
pemilik untuk melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut. Seperti
halnya hak cipta karya tulis, maka penciptanya sendirilah yang dapat

mengelola/menggunakannya, orang lain yang menggunakannya harus seizin

98 Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adilatuh. 2862
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dan sepertujuan dari penciptanya. * Kaitannya dengan hal ini *Abdul Latif
Ibrahim mengatakan :

o5 legt g oty G Colal b ¢l 065 O sa olans VU seaills
ey uncj ad 22l ol :L\:-j s (oSS sl g_.)L:QL{coﬁi‘«

Dan yang dimaksud dengan ikhtisas adalah bahwa sesuatu itu tetap menjadi
milik pemegang hak saja dan dilarang bagi selainnya, seperti buku yang kamu
miliki, maka kamu sendirilah yang dapat menggunakannya, bukan orang lain."

Dengan demikian dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hak
cipta karya tulis ini dilindungi oleh syari’at Islam dan tidak dapat dialihkan
kepemilikannya begitu saja karena dalam perspektif iaq al-ibtikar karya tulis
merupakan ikhtisas atau harta privat yang sangat eksklusif bagi penciptanya.

Sebagai harta berupa manfaat, hak cipta karya tulis hanya dapat
diperolen melalui berbagai jenis perjanjian yang memberikan hak atas
pemanfaatan karya. Pihak lain seperti penerbit, penyewa atau pembeli, hanya
memiliki hak guna atas manfaat dari karya tersebut sesuai dengan perjanjian
yang telah disepakati. Sedangkan .pemilik asli hakcipta buku adalah
penulisnya.

Karena harta ini bersifat abstrak maka tidak dapat di indera manusia,
dan juga tidak dapat dipertukarkan. Yang dapat dipertukarkan adalah produk-
produk fisik atau media-media yang menjadi tempat menetapnya hak cipta
tersebut tersebut, dalam hal ini adalah buku. Hak cipta karya tulis perspektif
haq al-ibtikar, mempunyai tiga hak yang dilindungi. Ketiga hak tersebut
adalah; hak muallif atau hak penulis (<5l 3s), hag at-tawzi' atau hak
distribusi (@)Y =) dan hag an-nasyr atau hak penerbitan (&3 3s). Tiap-tiap
hak tersebut harus dihormati dan tidak boleh dilanggar oleh masing masing
pihak.

Dalam hal ini, untuk menganalisis tindakan penyalinan yang dimaksud

dalam Pasal 47 bahwa “setiap perpustakaan atau lembaga arsip dan sejenisnya

% Tbrahim ’Abdul Latif Ibrahim AI’Abidi, Al-Milkiyyat At-Talas (Dubai, Uni Emirat
Arab: Dairah Syuun al-Islamiyyah Wa al-’ Amal al-Khair1, 2009). 88
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yang tidak bermaksud komersial dapat membuat satu (1) salinan ciptaan atau
bagian ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta” perlu di analisis
terlebih dahulu akad apa yang mungkin terjadi dalam proses penerbitan karya
tulis.

Akad ini perlu di rekonstruksi mulai dari pencipta sampai kepada
pengguna karya tulis. Pengguna karya tulis sendiri dapat berupa individu, toko
buku komersil atau lembaga non komersil seperti lembaga pendidikan,
lembaga budaya dan sejenisnya. Dengan analisis tersebut demikian dapat
diketahui kedudukan hukum penyalinan tersebut.

Relasi hubungan yang mungkin terjadi antara pemilik hak cipta karya
tulis dengan pengguna hak cipta perspektif haq al-ibtikar hanya dapat
diperoleh melalu perjanjian ijarah/penyewaan atau jual beli dengan perincian
sebagai berikut;

1. Relasi Pencipta Dengan Penerbit, Penyewaan
Proses hak cipta karya tulis dimulai sejak ide atau gagasan pencipta

mulai terwujud dalam bentuk fisik. Proses ini berlanjut hingga karya
tersebut sampai ke tangan penerbit untuk diterbitkan dan disebarluaskan.
Ketika sebuah karya tulis akan diterbitkan, penulis dan penerbit biasanya
menandatangani kontrak perjanjian penerbitan karya tulis/buku. Dalam %aq
al-ibtikar kontrak ini disamakan dengan perjanjian sewa properti atau ijarah.

Dalam kontrak penerbitan, penerbit membeli hak untuk menerbitkan
dan menjual buku dari penulis untuk jangka waktu tertentu. Hal ini
disamakan dengan ijarah yang membayar untuk mendapatkan hak
menggunakan properti milik pemilik properti dalam jangka waktu tertentu.
Kesamaan antara kedua jenis kontrak ini terletak pada adanya penjualan
manfaat tertentu dengan imbalan uang yang telah disepakati. Pada sewa
properti, manfaat yang dijual adalah penggunaan properti tersebut, dan
jangka waktunya dinyatakan dengan jelas, misalnya sewa rumah atau toko
selama 1 tahun. Sementara pada kontrak penerbitan, manfaat yang dijual
adalah hak untuk mencetak dan menjual buku. Jangka waktu kontrak

penerbitan biasanya dinyatakan melalui jumlah cetakan buku yang diizinkan
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dan durasi kontrak penerbitan. Misalnya, dalam perjanjian disebutkan
bahwa penerbit berhak mencetak 5000 eksemplar buku dalam jangka waktu
3 tahun.

Sama halnya dengan pemilik properti yang tidak boleh menyewakan
propertinya kepada penyewa lain selama masa sewa berlangsung, penulis
juga tidak diperbolehkan memberikan hak penerbitan buku yang sama
kepada penerbit lain selama jangka waktu kontrak dengan penerbit pertama
masih berlaku. Ini untuk melindungi hak eksklusif yang telah dibeli oleh
penerbit pertama.t®

Dalam hubungan akad ijarah ini penerbit sebagai penyewa ( ﬁM\)
dan pencipta sebagai penyedia jasa atau orang yang menyewakan ( >34 )

Ma jur sebagai benda atau objek yang disewakan adalah manfaat
dari penggunaan barang dan/atau jasa. Yang menjadi objek sewa dalam
akad ijarah ini adalah manfaat dari sebuah ide atau gagasan; yaitu ilmu
pengetahuan. Dalam akad ijarah, musta'jir memiliki kewajiban untuk
membayar- ujrah (upah sewa) kepada mu’jir sebagai kompensasi atas
manfaat barang/jasa yang disewanya.

Analogi di atas dapat digambarkan sebagai berikut

100 Ad-Duraini, Haq Al-Ibtikar Fi Al-Figh Al-Islami Al-Mugaran. 181
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Tabel 4.1 Rukun ljarah

Rukun ljarah

No. Komponen ljarah
(Sewa-Menyewa)

1. | Akad Kesepakatan antara pihak yang
menyewakan (mu’jir) dan yang
menyewa (musta’jir).

2. | Pihak yang Menyewakan | Orang atau badan hukum yang memiliki

(Mu’jir)

hak untuk menyewakan barang atau
jasa.

3. | Pihak yang Menyewa Orang atau badan hukum yang
(Musta’jir) menyewa barang atau jasa.

4. | Barang atau Jasa Barang atau jasa yang menjadi objek
(Ma’jur) sewa menyewa, harus memiliki nilai

manfaat.

5. | Upah atau Harga Sewa Jumlah uang atau bentuk pembayaran
(Ujrah) lainnya yang disepakati untuk sewa.

6. | Waktu Sewa (Muddatu Periode atau durasi waktu sewa yang

al-ljarah)

disepakati antara kedua belah pihak.




87

Tabel 4.1 Analogi penerbitan karya tulis dengan akad ijarah

Berikut adalah tabel yang menjelaskan analogi proses penerbitan

buku dalam haq al-ibtikar dengan akad ijarah:

No. | Komponen ljarah Proses Penerbitan Buku
(Sewa-Menyewa) (Hak Ibtikar)

1. | Akad Kesepakatan antara Perjanjian antara
pihak yang penulis (muallif) dan
menyewakan (mu’jir) | penerbit yang mengatur
dan yang menyewa hak dan kewajiban.
(musta’jir).

2. | Pihak yang Orang atau badan Penulis atau muallif
Menyewakan hukum yang memiliki | (<d54l)) sebagai
(Mu’jir) hak untuk penyedia jasa atau

menyewakan barang | orang yang
atau jasa. menyewakan.

3. | Pihakyang Orang atau badan Penerbit (aliial)
Menyewa hukum yang menyewa | sebagai pihak yang
(Musta’jir) barang atau jasa. menyewa ide atau

gagasan dari penulis.

4. | Barang atau Jasa | Barang atau jasa yang | Manfaat dari sebuah ide
(Ma’jur) menjadi objek sewa atau gagasan,; yaitu

menyewa, harus ilmu pengetahuan yang
memiliki nilai dituangkan dalam buku.
manfaat.

5. | Upah atau Harga | Jumlah uang atau Royalti atau
Sewa (Ujrah) bentuk pembayaran kompensasi yang

lainnya yang dibayarkan penerbit

disepakati untuk kepada penulis sebagai

sewa. upah atas penggunaan
ide atau gagasan.

6. | Waktu Sewa Periode atau durasi Durasi perjanjian atau
(Muddatu al- waktu sewa yang kontrak antara penulis
ljarah) disepakati antara dan penerbit mengenai

kedua belah pihak.

hak cipta dan distribusi
buku.

Tabel ini menjelaskan hubungan antara penerbit dan penulis dalam

konteks penerbitan buku dengan prinsip-prinsip akad ijarah dalam hukum

Islam, menekankan peran, kewajiban, dan hak masing-masing pihak.
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Dalam penerbitan sebuah buku, penulis/muallif (<al3al) dan penerbit
harus membuat perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-
masing pihak. Kepemilikan hak cipta buku tetap berada di tangan penulis
selaku pencipta. Sedangkan kegunaan dari ide, konsep, atau ilmu
pengetahuan yang telah berwujud fisik/buku tersebut kemudian disewakan
kepada penerbit. Penerbit kemudian memiliki hak untuk menggunakan
karya tersebut sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, diantaranya adalah
hak untuk menerbitkan salinan fisik buku (printed copies) atau yang disebut
dengan haq an-nasyr atau Hak Penerbitan Buku (&3 3s).

Kepemilikan atas salinan buku yang telah dicetak oleh penerbit
sepenuhnya menjadi pemilik penerbit. Hal ini dikarenakan penerbit
menanggung. seluruh biaya produksi buku, termasuk biaya Kkertas,
pembayaran royalti (ujroh) kepada penulis, dan biaya pencetakan lainnya.
Dengan demikian, peran penulis dalam proses ini_berakhir setelah buku
selesai ditulis- dan diserahkan kepada penerbit. Penulis tidak memiliki
keterlibatan langsung dalam distribusi dan penjualan buku, karena hal
tersebut menjadi tanggung jawab penerbit dan  distributor yang telah
menyepakati perjanjian kerja sama.'%

Hak cipta buku, sebagai aset berharga yang mengandung manfaat,
dapat diperoleh melalui berbagai jenis perjanjian yang memberikan hak atas
pemanfaatan karya tersebut. Salah satu cara umum adalah melalui akad jual
beli, di mana penulis buku menjual hak cipta kepada pihak lain, seperti
penerbit. Melalui perjanjian ini, penerbit memperoleh hak eksklusif untuk
memanfaatkan, menerbitkan, dan menjual buku tersebut sesuai dengan
kesepakatan yang telah ditetapkan.

Dalam akad ijarah, manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai.
Karena hak cipta buku adalah harta berupa manfaat, penulis berhak
menentukan jumlah salinan buku yang harus dicetak untuk menilai manfaat

dari hak cipta buku yang disewakan kepada penerbit. Dari jumlah

101 Ad-Duraini. 182
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tersebutlah kemudian dapat diketahui ukuran manfaat yang harus diserahkan
oleh penulis atau diterima oleh penerbit.1%

Sehingga setelah jumlah buku yang harus dicetak disepakati
bersama; baik penerbit, distributor dan pembeli hanya dapat menggunakan
manfaat yang mereka dapatkan sejumlah dari telah disepakati tersebut.
Artinya penerbit hanya bisa mencetak fisik buku berdasarkan jumlah buku
yang disepakati dalam perjanjiannya dengan penulis. Demikian pula para
pembeli buku, mereka juga hanya mendapatkan buku sejumlah yang dia
beli. Tidak lebih dari itu.

Oleh karenanya setelah semua salinan terjual habis, hak manfaat asli
kembali kepada penulis. Dalam situasi ini, penulis memiliki hak untuk
menjual kembali kepada penerbit atau memindahkan hak ciptanya kepada
pihak lain jika ada alasan tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, melanggar ketentuan perjanjian ijarah
antara penulis dan penerbit, adalah tindakan yang dilarang (haram). Penulis
tidak diperbolehkan memberikan hak penerbitan atau distribusi buku kepada
pihak lain selama perjanjian dengan penerbit pertama masih berlaku.
Penerbit dianggap telah mendapatkan kompensasi yang sesuai melalui
keuntungan yang diperoleh dari penjualan buku. Keuntungan ini dianggap
sebagai imbalan atas peran penerbit dalam menerbitkan dan memasarkan
buku.

Kedua belah pihak harus mematuhi isi perjanjian, seperti jumlah
salinan yang dicetak, ketika jumlah salinan telah disepakati maka penerbit
tidak boleh mencetak lebih dari jumlah yang disepakati, kemdian durasi
kontrak, dan hak penulis atas royalti dari buku yang terjual dan salinan fisik
yang diberikan oleh penerbit. Ketika buku habis terjual, buku dapat dicetak
ulang sesuai perjanjian dengan penerbit yang sama, jika masih dalam ikatan
perjanjian. Jika tidak, hak atas manfaat asli kembali ke penulis, dan penulis
dapat memperbarui perjanjian dengan penerbit pertama atau dengan

penerbit lain. Hal ini dapat dipahami dari perkataan Wahbah Zuhail;

102 Ad-Duraini. 116
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Adapun hak penerbitan atau hak distribusi diatur oleh kontrak atau
perjanjian yang dibuat antara penulis, penerbit, dan distributor. Kedua belah
pihak harus mematuhi isi perjanjian, termasuk jumlah salinan yang dicetak
dan durasi perjanjian. Allah SWT memerintahkan untuk memenuhi kontrak
(Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu) (Al-Maidah:
5:1), (Dan tepatilah janji) (Al-lsra: 17/34). Oleh karena itu, melanggar
ketentuan perjanjian adalah haram secara agama dan penulis tidak boleh

memberikan hak cipta atau distribusi kepada pihak lain selain dari pihak
yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu.%

Dengan demikian dapat di simpulan bahwa hak cipta karya tulis
dalam analisis haq al-ibtikar bisa diperoleh melalui akad menyebabkan
timbulnya hak atas manfaat yaitu ijarah.

. Relasi Penerbit Dengan Distributor, Pembelian atau Penyewaan
Perjanjian antara penerbit dan distributor dapat dilakukan melalui

dua jenis kontrak utama.

Pertama, kontrak sewa, di mana penerbit menyewa jasa distributor
untuk mendistribusikan buku-bukunya. Dalam model ini, penerbit
membayar kepada distributor sejumlah biaya sebagai imbalan atas layanan
distribusi yang diberikan. Distributor bertindak sebagai agen penerbit, yang
berarti bahwa mereka tidak memiliki hak kepemilikan atas buku-buku
tersebut, tetapi hanya bertanggung jawab untuk menyebarluaskan dan
menjualnya sesuai dengan arahan penerbit.

Kedua, akad penjualan, di mana distributor membeli buku-buku dari

penerbit dengan harga tertentu. Setelah pembelian ini, distributor memiliki

103 Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adilatuh. 2861
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hak penuh atas buku-buku tersebut dan dapat menjual serta
mendistribusikannya kepada para pengguna akhir (al-mustafid) di pasar.
Dalam kapasitasnya sebagai pemilik baru buku-buku tersebut, distributor
memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi penjualan dan harga eceran
sesuai dengan pertimbangan bisnisnya. Perjanjian ini memberikan
distributor lebih banyak kewenangan atas proses distribusi dan penjualan
karya tulis tersebut.

Dengan adanya perjanjian ini distributor mendapatkan hak distribusi
atau haq at-tawzi' (o5 &), Hak distribusi ini memberikan wewenang
legal kepada distributor untuk melakukan penyebaran dan penjualan
karya/tulis buku di wilayah yang telah disepakati, sesuai dengan ketentuan
yang tertuang dalam perjanjian dengan penerbit. Perjanjian ini mengatur
proses distribusi buku dilakukan secara teratur dan sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah, sambil tetap memperhatikan kepentingan semua pihak yang
terlibat dalam rantai distribusi buku. Dengan demikian, hak  distribusi
memastikan bahwa buku dapat mencapai pembaca dengan cara yang adil
dan efisien, serta melindungi hak-hak penerbit dan distributor dalam proses
tersebut.

. Relasi Penerbit Dengan Individu, Pembelian
Haq al-ibtikar yang diakui dalam hukum Islam sebagai hak atas

produk produk intelektualitas manusia, memberikan perlindungan terhadap
karya intelektual yang dihasilkan oleh penulis atau pencipta. Individu harus
mendapatkan karya tulis berhak cipta melalui pembelian untuk memperoleh
hak yang sah atas penggunaan karya tersebut. Sebagai harta berupa manfaat
maka harta tersebut hanya bisa diperoleh melalui sebab sebab timbulnya hak
guna atas suatu harta, yaitu al-i‘arah, ijarah, wakaf, wasiat, ibahah, atau
pembelian.

Karya intelektual seperti hak cipta buku adalah harta berupa
manfaat, manfaat tersebut akan eksis pada saat seorang pencipta

mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa
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buku. Buku ini dapat dipinjam, disewa atau dibeli oleh orang yang
menginginkannya.

Terkait dengan pembelian, pembelian ini dianalogikan dengan pohon
yang berbuah. Ketika seorang pencipta seperti penulis menghasilkan sebuah
karya intelektual, maka ia layaknya pohon yang menghasilkan buah. Buah
tersebut adalah manfaat atau nilai dari karyanya. Penerbit laksana petani
yang memetik buah tersebut untuk dijual atau didistribusikan kepada al-
mustafid (w8iall), Mustafid atau pengguna manfaat merujuk pada orang
yang mendapatkan manfaat dari suatu karya atau intelektual 2%

Dalam konteks ini, penerbit bertindak sebagai perantara yang
memastikan bahwa karya intelektual penulis dapat sampai ke tangan para
pengguna yang akan menghargai dan memanfaatkan karya tersebut.

Ketika seseorang membeli buku atau karya tulis lainnya, individu ini
tidak hanya membeli fisik buku tersebut, tetapi juga membeli hak untuk
menikmati dan memanfaatkan isi yang ada di dalamnya. Pembelian ini
memberikan ‘hak kepada pembeli untuk membaca, mempelajari, dan
menggunakan informasi atau hiburan yang disediakan oleh karya tersebut.
Namun, hak ini tidak termasuk hak untuk menggandakan atau
mendistribusikan ulang karya tersebut tanpa izin dari pemilik hak cipta.
Pembeli hanya memiliki hak untuk menggunakan karya tersebut untuk
keperluan pribadi.

Pada akhirnya, pengguna masyarakat atau konsumen yang membeli
atau mengonsumsi karya tersebutlah yang menikmati manfaat atau nilai dari
karya intelektual tersebut, layaknya menikmati buah dari pohon. Mereka
adalah pihak yang mendapatkan manfaat langsung dari karya penulis, baik
itu dalam bentuk pengetahuan, ataupun inspirasi.*%®

. Relasi Penerbit Lembaga Pendidikan, Perpustakaan, Universitas, Pusat
Budaya Dan Toko Komersial, Pembelian
Jika sebuah karya tulis ditetapkan mendapatkan perlindungan kaq al-

ibtikar, toko buku umum maupun komersial hanya boleh memanfaatkan

104 Ad-Duraini, Haq Al-Ibtikar F1 Al-Figh Al-Islami Al-Mugdran. 11
105 Zuhaili, Al-Mu’amalat AI-Maliyah Al Mudshirah. 586
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sejumlah salinan yang telah mereka beli secara resmi. Ini karena nilai
manfaat dari karya buku hanya dapat diukur dengan salinan yang dicetak
tersebut, dan hanya dapat dijual salinan-salinan tersebut.'%

Para pengguna hak cipta karya tulis baik individu, toko buku,
maupun lembaga pendidikan dan sejenisnya; semuanya memiliki kedudukan
yang sama dalam kewajiban memperoleh hak guna atas manfaat karya
intelektual (hag al-intifa’). Yaitu melalui pembelian, penyewaan atau
peminjaman.

Perpustakaan umum, universitas, pusat budaya, dan komersial, dan
lain-lain, memiliki hak yang sama dengan individu yang mendapat manfaat,

baik dalam hal jumlah yang dijual atau cara menggunakannya.
lei> gl Lo ayylndly 2ol STMg cimsldly ciadall daldl o lSU
4O padl gy of bl e (3 0] 00,8 Az ST Sl

Perpustakaan - umum, universitas, pusat-pusat kebudayaan, pusat pusat
komersial serta lain-lain yang sejenisnya, memiliki hak yang sama dengan
individu yang mendapat manfaat, baik dalam hal jumlah yang dijual atau
cara menggunakan hak cipta buku tersebut.*%’

B. Analisis Penyalinan Karya Tulis Berhak Cipta Tanpa lIzin Pencipta
UUHC menyebutkan bahwa setiap perpustakaan atau lembaga arsip

dengan tidak memiliki tujuan untuk mengkomersialkan atau memperoleh
keuntungan secara ekonomi dari bahan pustaka yang digandakan tersebut dapat
membuat 1 (satu) salinan ciptaan atau sebagian ciptaan tanpa harus meminta
izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Penyalinan karya tulis dalam perspektif hak ibtikar dikenal dengan
istilah taswir atau naskh. Proses ini merupakan sebuah aktifitas penggandaan
atau reproduksi dari suatu materi asli menjadi salinannya.

Kata ‘nsai (faswir) yang berarti memfoto kopi memiliki padanan
dengan kata vl (istinsakh), yang berarti menyalin, mencatat, atau membuat

duplikat dari sesuatu. Istilah ini merujuk pada berbagai bentuk penyalinan, baik

16 Ad-Duraini, Haq Al-Ibtikar Fi Al-Figh Al-Islami Al-Mugdran. 116
107 Ad-Duraini. 117
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dokumen, teks, maupun informasi lainnya. Penggunaan istilah ini
menunjukkan adanya proses penggandaan atau reproduksi dari materi asli.

Secara etimologi, #\iwl (istinsakh) berasal dari akar kata & (naskh),
yang berarti salinan atau kopian. Kata ini mengalami penambahan huruf sesuai
dengan wazan Jéiul (istif'al), salah satu pola pembentukan kata dalam bahasa
Arab, sehingga tidak hanya berarti "menyalin™ secara sederhana, tetapi juga
bisa diartikan sebagai "meminta untuk disalin" atau "melakukan proses
penyalinan/penggandaan®.

Ketika sebuah karya tulis berhak cipta disalin tanpa izin, maka nilai
orisinalitas dan keunikan karya tersebut menjadi terdegradasi. Pencipta asli,
yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan kreativitasnya, kehilangan kontrol
atas distribusi dan penggunaan karyanya, terlebih jika penyalinan tersebut
dapat dilakukan secara berulang. Hal berdampak pada potensi keuntungan
finansial, yang seharusnya didapatkan oleh pengarang.

Sekalipun penyalinan dilakukan oleh lembaga pendidikan, tindakan ini
tetap merugikan pencipta. Bisa diperkirakan jika dalam satu kabupaten terdapat
10 lembaga pendidikan yang semuanya menyalin karya tulis berhak cipta tanpa
izin. Kerugian yang diterima oleh pencipta akan sangat besar. Selain kerugian
finansial, pencipta juga kehilangan motivasi untuk menghasilkan karya baru
karena merasa usaha dan kreativitasnya tidak dihargai. Hal ini dapat
menghambat kemajuan kreativitas dan inovasi di masyarakat.

Dalam analisis hak karya intelektual zaq al-ibtikar, nilai dari manfaat
sebuah buku diukur berdasarkan jumlah salinan yang dicetak secara resmi oleh
penerbit atau penulis yang memiliki hak cipta. Penerbitan resmi ini
memastikan bahwa penulis atau pemilik hak cipta menerima kompensasi yang
layak atas karya mereka. Setiap salinan yang dicetak secara resmi
mencerminkan upaya penulis dalam menyebarkan ilmu pengetahuan atau
informasi kepada masyarakat, sekaligus menjamin perlindungan atas hak
mereka dalam mendapatkan penghasilan dari karya tersebut. Dengan demikian,
jumlah salinan yang dicetak secara resmi menjadi tolak ukur utama dalam

menilai manfaat ekonomi dan intelektual dari sebuah buku.
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Membuat salinan tanpa izin, berarti mencetak karya tulis di luar jumlah
naskah resmi asli yang disetujui oleh pemilik hak cipta. Tindakan ini secara
langsung melanggar hak ekonomi yang dimiliki oleh penulis atau penerbit,
karena mengurangi potensi pendapatan ekonomi mereka. Dalam hukum Islam,
tindakan ini termasuk sebuah pelanggaran. Melanggar ketentuan ini berarti
mengurangi keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh penciptanya.

Hal ini dapat dipahami dari pernyataan Fathi ad-Duraini yang

mengatakan;
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Hubungan akad yang dibangun antara penerbit dan pihak yang menerima
manfaat dari buku seperti pemilik toko buku komersial ataupun pembaca
umum, dibatasi oleh salinan/cetakan buku itu sendiri. Pemilik salinan buku
hanya dapat memanfaatkan sebatas salinan tersebut, karena mereka memiliki
manfaat dalam kadar tersebut, selain itu kepemilikan manfaat juga
mensyaratkan kepemilikan atas objek yang diwakilinya. Namun, kepemilikan
ini adalah kepemilikan atas salinan buku, bukan kepemilikan atas hak cipta
atau hak manfaat asli dari buku tersebut. Hak manfaat ini terbatas pada bentuk
fisik buku dan tidak mencakup hak cipta atau hak lainnya yang melekat pada
karya asli. Perbedaan ini menjadi jelas ketika membandingkan manfaat buku
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dengan manfaat properti atau barang bergerak dalam kontrak sewa. Dalam
kontrak sewa, penyewa memiliki hak untuk menggunakan properti atau barang
bergerak tersebut dalam jangka waktu tertentu, namun tidak memiliki hak
milik atas properti atau barang tersebut. Berdasarkan hal ini, pembeli buku
yang menerima hak milik atas salinan buku dari penerbit tidak memiliki hak
milik atas manfaat yang dimiliki oleh pengarang. Penerbit sendiri, meskipun
memiliki hak milik atas salinan buku, tidak memiliki hak milik atas manfaat
asli dari karya tersebut, melainkan hanya memiliki hak atas sejumlah salinan
buku yang diterbitkan. Diantara yang menjadi prisip dalam fikih adalah
seseorang hanya dapat mengklaim kepemilikan atas sesuatu yang memang
menjadi miliknya. Jika seseorang berusaha memiliki atau menguasai sesuatu
yang melebihi haknya, maka tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran
terhadap hak milik orang lain. Jika orang tersebut memiliki atau menguasai
sesuatu yang melebihi haknya maka orang tersebut telah melanggar, di mana
orang yang melanggar harus bertanggung jawab atas tindakannya dan dapat
dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan jika penerbit tidak
boleh memiliki lebih dari jumlah salinan yang telah disepakati, maka setiap
kontrak penjualan yang melebihi jumlah tersebut dianggap tidak sah dan haram
kecuali jika disetujui oleh penulis, karena -itu adalah perbuatan
mentransaksikan hak milik orang lain.1%

Terkait dengan hukum penyalinan karya berhak cipta ini, terdapat
beberapa pendapat ulama yang menjelaskan kedudukan hukum penyalinan
tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Diantaranya adalah;

1. Wahbah Zuhaili

Hak kepengarangan (<3l 3s) kedudukannya sama dengan hak-hak
kebendaan lainnya yang dilindungi oleh syara’ maka dari itu kegiatan
mencetak ulang (U «k 33lef) atau mengcopy buku (L:s<3) merupakan
suatu bentuk pelanggaran terhadap hak pengarang; perbuatan tersebut
merupakan bentuk perbuatan maksiat yang menimbulkan dosa bagi
pelakunya, dan merupakan pencurian yang dapat menimbulkan
konsekwensi hukum berupa ganti rugi kepada pengarang atas perbuatan
mencetak ulang naskah secara dzalim dan merugikan pengarang tersebut.

Bahkan menurut Wahbah al-Zuhaili perbuatan memfotokopi,
mencetak atau menggandakan buku tanpa izin dari penulisnya terlarang
dilakukan baik terhadap buku yang tertulis “‘hak cipta dilindungi untuk
pengarang’ atau tidak” maupun tidak. Sebab hak kepengarangan (haqq al-

108 Ad-Duraini. 114
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ta’lif), sebagai salah satu hak cipta adalah hak yang dilindungi oleh syara"
(hukum Islam melalui kaidah istishlah), sehingga mencetak ulang atau
menggandakan (tanpa izin) di anggap sebagai pelanggaran atau kejahatan
tentang hak pengarang perbuatan ini dianggap sebagai sebuah kemaksiatan
yang dapat menimbulkan dosa dan merupakan pencurian yang mewajibkan
ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak dengan cara
melanggar, serta mengakibatkan kerugian moral. Terkait dengan hal ini
Wahbah al-Zuhaili mengatakan:
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Hak pengarang yang termasuk dalam undang-undang baru, yaitu hak moral,
merupakan hak yang dilindungi dalam ketentuan syariat. Berdasarkan hal
tersebut, mencetak —ulang atau memfotokopi ~buku dianggap sebagai
pelanggaran terhadap hak penulis, yaitu suatu perbuatan maksiat yang
menyebabkan dosa secara syariat dan pencurian yang menyebabkan
timbulnya kewajiban ganti rugi terhadap hak penulis atas terbitnya salinan-
salinan yang dicetak dengan cara melanggar hak dan zalim, serta
memberikan kompensasi atas kerugian moril yang diderita penulis, baik
perbuatan mencetak ulang atau menfotokopi kitab dengan cara melanggar
hak dan zalim dilakukan terhadap buku yang tertulis “‘hak cipta dilindungi

untuk pengarang’ atau tidak” maupun tidak.'%
. Fathi ad-Duraini

Fathi ad-Duraini menyatakan bahwa jika seorang penulis menulis
buku, mencetaknya, dan menawarkannya untuk dijual, serta menuliskan
pada sampul atau tempat yang terlihat "Hak Cipta Dilindungi untuk Penulis
atau Penerbit”, maka tidak ada orang lain yang boleh mencetaknya kecuali

dengan izin dan persetujuan sebelumnya dari penulis. Tulisan ini

109 Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adilatuh. 2861
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menegaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif penulis atau penerbit,
yang melarang orang lain untuk mencetak ulang karya tulis/buku tersebut
tanpa izin. Fathi ad-Duraini menyatakan;
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Jika seorang penulis- menulis buku, mencetaknya, dan menawarkannya
untuk dijual, serta menuliskan pada sampul atau tempat yang terlihat "Hak
Cipta Dilindungi untuk Penulis atau Penerbit", maka tidak ada orang lain
yang boleh mencetaknya kecuali dengan izin dan persetujuan sebelumnya

dari penulis. 1
. As Syathiri

As Syathiri salah seorang ulama mazhab Syafi’imenegaskan bahwa
hukum asal menyalin buku yang dipinjam dari penulisnya tanpa izin adalah
tindakan yang tidak diperbolehkan. Meskipun beberapa ulama berpendapat
bahwa ilmu adalah milik umum dan setiap orang berhak untuk
menyebarkannya, As Syathiri menekankan bahwa hak cipta tetap harus
dihormati. Dalam konteks modern, di-mana perlindungan hak cipta telah
diatur secara lebih jelas dan dilengkapi dengan teknologi yang mendukung
penegakan hak tersebut, tindakan menyalin tanpa izin jelas melanggar hak
eksklusif muallif (penulis).

As Syathiri juga menggarisbawahi bahwa meskipun penyebaran
ilmu pengetahuan adalah tujuan yang mulia, harus dilakukan dengan cara
yang menghormati hak-hak pencipta. Menyalin atau mencetak buku tanpa
izin dari penulis atau pemilik hak cipta berarti mengambil keuntungan dari
karya orang lain tanpa memberikan kompensasi yang pantas. Dengan
demikian, hak cipta harus dihormati sebagai bentuk perlindungan terhadap
hak ekonomi dan moral penulis, serta sebagai wujud keadilan dan

penghargaan terhadap upaya intelektual mereka.

110 Ad-Duraini, Haq Al-Ibtikar Fi Al-Figh Al-Islami Al-Mugaran. 170



99

Lebih lanjut, As Syathiri juga mengakui bahwa perlindungan hak
cipta di masa lalu mungkin tidak seketat sekarang karena keterbatasan
teknologi. Namun, dengan adanya peralatan modern yang memungkinkan
penegakan hak cipta secara lebih efektif, masyarakat memiliki kewajiban
moral dan hukum untuk mematuhi aturan tersebut. Hal ini menekankan
bahwa perlindungan hak cipta adalah tanggung jawab bersama yang harus
dihormati oleh setiap individu, baik penulis, penerbit, maupun pembaca.
Terkait dengan hal ini-, As Syathiri menyatakan;
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Apakah diperbolehkan bagi peminjam untuk mencetak atau menyalin buku
yang dipinjam dari penulisnya tanpa izin ? Beberapa ulama kita (semoga
Allah merahmati mereka) mengatakan bahwa apa yang dicetak dan disalin
adalah ilmu; setiap orang berhak untuk menyebarkannya dan kita tidak
boleh melarangnya. Namun sebenarnya, hal itu (mencetak atau menyalin
buku yang dipinjam dari penulisnya tanpa izin) tidak diperbolehkan karena
hak cipta saat ini dilindungi, dan di masa lalu tidak ada peralatan modern

untuk hak-hak semacam ini. **
4. lbn Hajar al-Haitami

Ibn Hajar al-Haitami menegaskan bahwa menyalin dari buku orang
lain tanpa izin adalah tindakan yang dilarang. Menurutnya, seseorang tidak
boleh menyalin buku yang dipinjam dari orang lain kecuali dengan izin
eksplisit dari pemilik buku tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya
penghormatan yang tinggi terhadap hak kepemilikan intelektual dalam
Islam, di mana izin pemilik merupakan syarat mutlak sebelum
memanfaatkan atau menyalin isi buku. Dalam pandangan Ibn Hajar,
menghormati hak cipta adalah bagian dari etika dan adab dalam meminjam

dan menggunakan karya orang lain.

11 Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, Syarah Al-Ydgiit an-Nafis (Kairo,
Mesir: Addarul Alamiyyah, 2018). 436
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Lebih lanjut, 1bn Hajar al-Haitami menekankan pentingnya
berterima kasih kepada pemilik buku yang meminjamkan bukunya, serta
membalas kebaikan tersebut meskipun hanya dengan doa. Peminjam juga
diwajibkan untuk mengembalikan buku setelah menyelesaikan
kebutuhannya atau saat diminta oleh pemiliknya. Hal ini menunjukkan
pentingnya menjaga amanah dan menghormati barang milik orang lain.
Mengembalikan buku dalam kondisi yang baik dan tidak merusaknya adalah
bagian dari tanggung jawab peminjam, yang juga mencakup tidak
melakukan perubahan fisik pada buku tanpa izin pemiliknya.

Selain itu, Ibn Hajar al-Haitami menegaskan bahwa tidak
diperbolehkan melakukan perbaikan fisik pada buku tanpa izin pemiliknya,
seperti mengikat ulang atau menambahkan sesuatu di antara halaman awal
dan akhir. Bahkan tindakan yang tampaknya positif, seperti memperbaiki
kerusakan pada buku, harus mendapat persetujuan dari pemilik. Hal ini
menggarisbawahi - betapa pentingnya menghormati ~hak milik karya
intelektual yang dipinjam. Pendapat 1bn Hajar al-Haitami ini mencerminkan
penghargaan terhadap usaha dan hak-hak pemiliknya.

Ibn Hajar al-Haitami juga menekankan bahwa menyalin isi buku
yang dipinjam tanpa izin pemiliknya adalah pelanggaran. lzin untuk
meminjam buku tidak otomatis mencakup izin untuk menyalin isinya,
kecuali jika pemilik secara tegas memberikan izin untuk memanfaatkannya.
Ini berarti bahwa peminjam harus selalu meminta izin eksplisit sebelum
melakukan tindakan yang melibatkan hak cipta. Pandangan ini selaras
dengan masalah penyalinan tanpa izin yang telah dibahas sebelumnya, di
mana tindakan menyalin tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran terhadap
hak cipta dan integritas intelektual. Dengan menghormati izin pemilik, kita
tidak hanya memenuhi etika dan adab dalam Islam tetapi juga melindungi
hak-hak penulis dan pencipta karya. Terkait hal ini Ibn Hajar al-Haitami

mengatakan;
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Seorang tidak boleh menyalin dari buku orang lain kecuali dengan izinnya
untuk menyalin, dengan mengatakan, "Saya akan memanfaatkannya."
Peminjam harus Dberterima kasih kepada pemberi pinjaman dan
membalasnya dengan kebaikan, meskipun hanya dengan doa. Peminjam
harus mengembalikan buku setelah menyelesaikan kebutuhannya atau
ketika pemiliknya memintanya. Tidak diperbolehkan memperbaiki buku
tanpa izin._ pemiliknya, baik dengan mengikatnya kembali atau
menambahkan sesuatu di antara halaman awal dan akhir, kecuali jika
mengetahui bahwa pemiliknya mengizinkannya. Tidak boleh mencoret-
coret buku, meminjamkannya kepada orang lain, atau menitipkannya
kepada orang lain kecuali dalam keadaan darurat yang diizinkan secara
agama. Tidak boleh menyalin darinya (buku yang dipinjam) tanpa izin
pemiliknya, karena izin meminjamkan secara mutlak tidak mencakup izin
menyalin, kecuali - jika pemiliknya berkata, “Silakan manfaatkan
semaumu.t?
5. Dar al-Ifta* Mesir

Dar al-Ifta’ Mesir menyatakan bahwa Islam sangat menjunjung
tinggi perlindungan harta, menjadikannya salah satu dari lima pilar utama
yang dilindungi oleh syariat Islam. Kelima pilar ini adalah jiwa,
kehormatan, akal, harta, dan agama. Perlindungan terhadap harta tidak
hanya mencakup harta fisik tetapi juga hak kekayaan intelektual. Dalam hal
ini, hak cipta atas karya sastra dan seni, paten, merek dagang, dan lisensi
komersial diakui sebagai bagian penting dari harta yang harus dilindungi.

Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan melindungi hak-hak

112 |bn Hajar al Haitami, Al-Fatawa Al-Hadisiyyah, 2nd ed. (Kairo, Mesir: Mustafa al-
Halabi, n.d.). 546
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individu dalam semua aspek kehidupan, termasuk hak atas hasil karya
intelektual.

Hak kekayaan intelektual diakui secara sah dan berdasarkan adat
istiadat. Pengakuan ini menunjukkan bahwa hak cipta dan bentuk hak
kekayaan intelektual lainnya memiliki nilai yang diakui secara hukum dan
sosial. Menurut mayoritas ulama, manfaat dari suatu karya dianggap sebagai
properti/harta yang berharga. Artinya, karya intelektual memiliki nilai
ekonomi dan manfaat yang harus dilindungi sama seperti harta fisik.

Dalam konteks ini, hak kekayaan intelektual dilihat sebagai jenis
manfaat yang diakui sebagai harta yang harus dilindungi. Ini berarti bahwa
setiap bentuk pemanfaatan karya tanpa izin atau kontrak yang sah adalah
pelanggaran terhadap hak tersebut. Dengan demikian, menyalin karya tulis
tanpa izin pemiliknya adalah bentuk pengambilalihan manfaat yang tidak
sah, yang dalam Islam termasuk dalam kategori ghosob (perampasan hak).

Dalam hal penyalinan karya berhak cipta tanpa izin, pernyataan dari
Dar al-Ifta’ Mesir mempertegas bahwa tindakan tersebut melanggar hak atas
karya intelektual (#aq al-ibtikar). Menyalin karya tanpa izin adalah tindakan
mengambil manfaat dari karya tersebut tanpa hak yang sah, yang dianggap
sebagai ghosob. Tindakan yang merugikan pemilik hak cipta secara
ekonomi. Terkain hal ini Dar al-Ifta’ Mesir mengatakan
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Agama Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan harta, menjadikannya
salah satu dari lima pilar utama yang dilindungi oleh syariat Islam, yaitu
jiwa, kehormatan, akal, harta, dan agama. Hak Kekayaan intelektual,
meliputi hak cipta atas karya sastra dan seni, paten, merek dagang, dan
lisensi komersial, merupakan hak yang diakui secara sah dan berdasarkan
adat istiadat. Pengakuan ini berlaku baik jika kita menganggap hak
kekayaan intelektual sebagai properti/harta, sesuai dengan pendapat
mayoritas ulama yang menyatakan bahwa manfaat dari suatu karya adalah
properti/harta yang berharga, atau jika kita menganggapnya sebagai jenis
manfaat yang diakui sebagai properti ketika ada kesepakatan atau kontrak
yang dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan umum, seperti yang
dikemukakan oleh para ulama Hanafi awal.'*3

Dapat disimpulkan bahwa para pengguna karya intelektual baik non
profit maupun komersi seperti  perpustakaan, baik individu maupun
institusi, tidak diperbolehkan mencetak atau menyalin salinan lain dari
karya yang mereka pinjam atau akses. Ini karena mereka tidak memiliki hak
atas keseluruhan karya, melainkan hanya hak untuk menggunakan sejumlah
salinan yang telah “ditentukan. Dengan demikian, hak mereka untuk
mengelola atau menggunakan karya tersebut terbatas pada jumlah salinan
yang telah mereka peroleh, baik untuk penggunaan pribadi, komersial, atau
tujuan lainnya.'**

Oleh sebab itu Pasal 47 yang berbunyi bahwa perpustakaan atau
lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu)
salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak
sekalipun ditujukan untuk  keperluan pendidikan, jika dianalisis
menggunakan perspektif haq al-ibtikar adalah perbuatan yang terlarang.
Sekalipun pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian
salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang,
rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakan atau lembaga arsip
lain.

Lembaga seperti perpustakaan hanya dapat menggunakan karya tulis

berhak cipta untuk sesuai dengan jumlah salinan yang dimilikinya, hal ini

113 Al-Masriyah, “Huqiiq Al-Milkiyyah Al-Fikriyyah Wa Al-Mu’amalah at-Tijariyah Al-
Asliyyah.”
114 Ad-Duraini, Haq Al-Ibtikar Fi Al-Figh Al-Islami Al-Mugqaran. 116
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dikarenakan nilai dari manfaat sebuah buku diukur berdasarkan jumlah
salinan yang dicetak secara resmi oleh penerbit atau penulis yang memiliki
hak cipta. Dengan demikian mencetak karya tulis di luar jumlah naskah
resmi asli yang disetujui oleh pemilik hak cipta, sama saja dengan

mengambil apa yang menjadi hak dari pemilik karya tulis secara tidak sah.

C. Analisis Hukum Terhadap Penyalinan Karya Tulis Berhak Cipta Tanpa
Izin Pencipta
Ketika seorang penulis memutuskan untuk mencetak karyanya dalam

bentuk buku, terdapat dua tujuan utama yang mendasarinya. Pertama, penulis
memiliki keinginan untuk menyebarluaskan pengetahuan yang terkandung
dalam karyanya kepada masyarakat luas. Kedua, penulis juga memiliki tujuan
untuk memperolen manfaat ekonomi dari hasil karyanya. Penerbitan buku
dapat memberikan keuntungan finansial bagi penulis melalui penjualan buku
tersebut. Hal ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras dan kreativitas
penulis dalam menghasilkan karya tulis yang berkualitas. Setiap buku yang
dicetak merupakan hak cipta yang melekat pada penulis. Sehingga apabila
buku tersebut dicetak melebihi jumlah salinan yang disepakati untuk dicetak,
kelebihan dari kesepakan tersebut sama dengan salinan yang dicetak dengan
cara melanggar hak.!%°

Seperti yang telah disinggung di kajian teori bahwa untuk
memanfaatkan harta orang lain secara sah, haruslah didapatkan melalui sebab
sebab timbulnya haq al-intifa’, yang secara harfiah berarti "hak untuk
mengambil manfaat.” Haqg al-intifa’ adalah hak untuk memanfaatkan,
menggunakan, dan memakai sesuatu yang berada dalam kekuasaan atau milik
orang lain. Hak ini dapat diperoleh melalui beberapa cara atau sebab sebab
yang menimbulkan hak guna atas suatu harta, seperti peminjaman (al-i‘arah),
penyewaan (ijarah), wakaf, dan ibaghah. Dengan adanya haq al-intifa’,
seseorang dapat menggunakan harta orang lain dengan cara yang sah.

Dalam konteks penyalinan tanpa izin, konsep haq al-intifa’ menjadi

sangat relevan dihubungkan dengan masalah penyalinan tanpa izin diatas.

115 Ad-Duraini. 189
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Bahwa untuk menyalin dan memanfaatkan isi buku milik orang lain, haruslah
terlebih dahulu memperoleh izin atau hak dari pemilik hak cipta karya tulis
(muallif). Tanpa izin tersebut, tindakan menyalin tanpa izin pencipta tidak sah
dan melanggar hak cipta penulis atau penerbit. Sebagaimana dijelaskan oleh
ulama seperti Ibn Hajar al-Haitami, izin untuk menggunakan buku tidak
otomatis mencakup izin untuk menyalin isinya. Pemanfaatan isi buku tanpa
izin pemiliknya adalah pelanggaran terhadap prinsip haq al-intifa', karena
peminjam tidak memiliki hak yang sah untuk memanfaatkan karya tersebut.

Penggunaan karya berhak cipta milik orang lain tanpa memperoleh
sebab-sebab yang menimbulkan hak guna atas suatu harta, seperti izin dari
pemilik, dalam hukum Islam disebut ghosob («—=¢). Ghosob adalah tindakan
mengambil atau memanfaatkan harta orang lain secara tidak sah dan tanpa izin,

Ghaosob merupakan tindakan mengambil alih sesuatu secara tidak sah.
Secara bahasa, ghosobberarti mengambil sesuatu secara fisik, bahkan jika
tindakan tersebut tidak disengaja. Namun, dalamkonteks syariat, makna
ghosob lebih luas dan mencakup dua aspek. Pertama, istilah "penguasaan"
tidak hanya terbatas pada kepemilikan fisik, tetapi juga mencakup pemanfaatan
sesuatu. Sebagai contoh, seseorang yang duduk di masjid pada tempat yang
tidak seharusnya, meskipun tidak mengambil alih kepemilikan fisik, dianggap
telah merampas hak orang lain karena memanfaatkan fasilitas tersebut. Kedua,
ghosob dalam syariat juga mencakup aspek hukum, di mana tindakan
mengambil alih sesuatu tanpa hak dianggap sebagai pelanggaran hukum dan
dapat dikenai sanksi.

Dalam kaitannya dengan karya berhak cipta milik orang lain, tindakan
menyalin atau memanfaatkan karya tanpa izin pencipta atau pemegang hak
cipta juga dapat dikategorikan sebagai ghosob. Penggunaan karya berhak cipta
tanpa memperoleh izin atau hak yang sah (kag al-intifa') dari pemilik adalah
bentuk penguasaan tidak sah atas hak intelektual orang lain. Hal ini melanggar
prinsip haq al-intifa’ yang mengatur bahwa seseorang hanya boleh
memanfaatkan harta orang lain dengan izin yang sah, seperti pinjam-

meminjam, sewa, atau ibahah. Oleh karena itu, menyalin karya berhak cipta
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tanpa izin bukan hanya melanggar hak ekonomi pencipta, tetapi juga dianggap
sebagai ghosob.
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Ghosob menurut bahasa adalah penguasaan harta secara nyata, meskipun tidak
diniatkan. Adapun menurut syariat lebih luas daripada pengertian bahasa dari
dua sisi. Pertama, perkataan “penguasaan” mencakup juga manfaat, seperti
orang yang duduk di masjid, meskipun tidak duduk di tempatnya, karena
termasuk penguasaan secara hukum.

Penyalinan karya berhak cipta tanpa memperoleh izin atau hak yang sah
(hag al-intifa’) dari pemilik adalah bentuk penguasaan tidak sah atas manfaat
suatu harta milik orang lain, yaitu karya intelektual. Hak-hak atas karya-
intelektual fiaq al-ibtikar seperti buku memiliki nilai ekonomi dan manfaat
yang dilindungi oleh Hukum Islam. Dalam pandangan hukum Islam, tindakan
semacam ini termasuk dalam kategori ghosob («—=¢), yang tidak hanya
mencakup pengambilalihan fisik, tetapi juga pemanfaatan atau pengambilan
manfaat dari harta milik orang lain tanpa izin.

Ghosob dalam hukum Islam tidak terbatas pada pengambilalihan fisik,
tetapi juga mencakup penguasaan manfaat atau kegunaan dari harta orang lain
tanpa izin. Dalam masalah hak cipta, tindakan menyalin karya intelektual tanpa
izin sama dengan mengambil manfaat ekonomi dan intelektual dari karya
tersebut tanpa hak yang sah. Oleh karena itu, aktifitas ini dianggap sebagai
bentuk ghosob karena mengambil manfaat yang tidak sah dari karya orang lain.
Prinsip haq al-intifa’ yang telah dijelaskan di atas mengatur bahwa seseorang
hanya boleh memanfaatkan kegunaan harta orang lain dengan sebab-sebab
timbulnya haq al-intifa’.

Ghosob, atau perampasan hak orang lain didefinisikan sebagai tindakan
mengambil alih hak orang lain secara paksa. Hak ini bisa berwujud benda fisik
seperti rumah, atau manfaat seperti menempati rumah tanpa izin pemiliknya.

Pengambilalihan hak ini dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak, bahkan
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bisa dilakukan dengan paksaan. Misalnya, jika seseorang memakan makanan
orang lain tanpa izin, menempati rumah orang lain tanpa izin, atau duduk di
atas kasur orang lain tanpa izin, semua tindakan ini dianggap sebagai ghosob,
meskipun mungkin ada pembayaran yang terlibat seperti dalam kasus sewa
rumah tanpa izin.

Perbuatan penyalinan karya berhak cipta tanpa izin dari pencipta dapat
dianalogikan dengan pengertian ghosob di atas. Ketika seseorang menyalin
buku atau karya berhak cipta tanpa memperoleh izin dari penciptanya, tindakan
ini sama dengan mengambil manfaat ekonomi dan intelektual dari karya
tersebut tanpa izin. Seperti halnya menempati rumah orang lain tanpa izin
adalah pengambilalihan manfaat dari rumah tersebut, menyalin karya
intelektual tanpa izin adalah pengambilalihan manfaat dari karya intelektual
tersebut. Jika seseorang memakan makanan orang lain tanpa izin, maka orang
tersebut mengambil manfaat dari makanan tersebut yang seharusnya dinikmati
oleh pemiliknya. Demikian pula, ketika karya tulis berhak cipta disalin tanpa
izin, berarti manfaat dari isi buku telah diambil, yang seharusnya memberikan
keuntungan kepada penulisnya. ~Aktifitas ini disebut  ghosob karena
memanfaatkan sesuatu tanpa persetujuan pemiliknya. Seperti juga menempati
rumah orang lain tanpa izin, meskipun orang tersebut mungkin membayar
sewa, tetapi orang tersebut tetap melakukan ghosob karena tidak ada
persetujuan dari pemilik rumah.

Dalam kedua contoh ini, tindakan pengambilalihan manfaat tanpa izin
adalah pelanggaran hak. Menyalin karya tulis berhak cipta tanpa izin adalah
pelanggaran terhadap haq al-ibtikar, yang merupakan bentuk khusus dari

ghosob dalam konteks intelektual.
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Ghosob (pengambilan hak) adalah mengambil alih hak orang lain secara paksa.
Yang dimaksud dengan hak orang lain adalah sesuatu yang berwujud, seperti
rumah dan sejenisnya, atau manfaat, seperti menempati rumah tanpa izin
pemiliknya, atau kepemilikan khusus, seperti anjing pemburu dan sejenisnya,
atau hak atas air minum dan sejenisnya. Ungkapan "secara paksa" berarti
dengan cara melanggar dan menzalimi, yaitu tanpa persetujuan dari pemilik
hak, bahkan dengan paksaan. Jadi, jika seseorang memakan makanan orang
lain tanpa izin atau akad, maka dia telah merampas. Jika seseorang menempati
rumah orang lain tanpa izin, maka dia adalah perampas, meskipun dia
membayar sewa. Jika seseorang duduk di atas kasur orang lain tanpa izin, maka
dia juga perampas, dan seterusnya.!

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa, menyalin buku berhak
cipta tanpa izin pencipta adalah aktifitas yang melanggar kaq al-ibtikar. Para
pengguna hak cipta karya tulis baik individu, toko buku, maupun lembaga
pendidikan dan sejenisnya; semuanya memiliki kedudukan yang sama dalam
kewajiban memperoleh hak guna atas manfaat karya intelektual (kaq al-intifa’).
Yaitu melalui pembelian, penyewaan atau peminjaman. Fathi ad-Duraini,
menyatakan bahwa mengambil manfaat ekonomi dan hak guna intelektual dari
karya tulis berhak cipta tanpa izin dengan cara menyalinnya disebut dengan
ghosob/gosb yang diharamkan. Sebab nilai manfaat ekonomi dan intelektual
dari sebuah karya tulis diukur berdasarkan jumlah salinan yang dicetak secara
resmi oleh penerbit atau penulis yang memiliki hak cipta. Membuat salinan
tanpa izin, berarti mencetak karya tulis di luar jumlah naskah resmi asli yang
disetujui oleh pemilik hak cipta. Aktifitas ini secara langsung melanggar hak
ekonomi yang dimiliki oleh penulis atau penerbit, karena mengurangi potensi
pendapatan ekonomi mereka. Izin pencipta untuk memanfaatkan karya tulisnya
secara mutlak tidak mencakup izin untuk menyalinnya. Aktifitas ini disebut
dengan ghosob yang diharamkan. Hal ini dapat dipahami dari penyataaan

berikut ini;

116 Musthafa Said Al Khin, Al-Figh Al-Manhaji ‘ald Mazhab Al-Imam Al-Sydfi’t
(Damaskus: Dar al-Qalam, 2009). 215
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Ghosob adalah tindakan yang diharamkan dalam syariat Islam, dan termasuk
dosa besar. Hal ini dikarenakan adanya larangan keras terhadap tindakan
mengambil harta orang lain secara tidak sah dan ancaman bagi mereka yang
melakukannya.!’

Senada dengan ini Fathi ad-Duraini menyatakan;
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Dan berdasarkan hal ‘itu, pembeli yang menerima kepemilikan dari penerbit
tidak memiliki hak asli atas manfaat yang dimiliki oleh penulis, karena penerbit
itu sendiri, yang memiliki kepemilikan, tidak memiliki hak asli atas manfaat
tersebut, melainkan hanya sebagian darinya. Dan yang sudah menjadi
ketetapan dalam hukum Islam bahwa pemilik tidak dapat memberikan lebih
dari apa yang dimilikinya, jika tidak, dia akan dianggap sebagai pelanggar,
ghosob, dan wajib ganti rugi.''8

Dalam dunia penerbitan, ketika seorang penulis menerbitkan karyanya
melalui penerbit, terjadi pemindahan hak kepemilikan atas karya tersebut.
Namun, perlu dipahami bahwa kepemilikan yang diterima oleh penerbit
bukanlah kepemilikan asli atas manfaat yang melekat pada karya tersebut.
Penulis, sebagai pencipta karya, tetap memiliki hak asli atas manfaat tersebut,
penerbit hanya mendapatkan sebagian hak untuk memanfaatkan karya tersebut
sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

Hal ini sejalan dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa seseorang
tidak dapat memberikan sesuatu yang melebihi dari apa yang dimilikinya. Jika
penerbit mencoba memberikan hak melebihi dari yang dimilikinya kepada

pihak lain, seperti pembeli, maka tindakan tersebut dianggap sebagai

117 Musthafa Said Al Khin.
118 Ad-Duraini, Haq Al-Ibtikar Fi Al-Figh Al-Islami Al-Mugaran. 114
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pelanggaran dan wajib memberikan ganti rugi. Oleh karena itu, pembeli yang
menerima kepemilikan dari penerbit hanya mendapatkan hak yang telah

dialihkan oleh penerbit, bukan hak asli yang dimiliki oleh penulis.

D. Analisis Pembatasan Hak Eksklusif Pencipta Oleh Negara
Untuk menganalisis pembatasan negara terhadap harta yang merupakan

hak pribiadi atau individu dalam penulis memulainya dengan rumusan
sebagaimana berikut
1. Kepentingan Masyarakat Untuk Mengakses Ilmu Bagian Dari Hak
Allah
Hak individu bukanlah sesuatu yang melekat pada diri manusia
secara alami, melainkan ketetapan dari Allah SWT. Oleh karena itu dalam
tiap-tiap hak individu pastilah terdapat hak allah di situ. Ini berbeda dengan
paham individualisme yang menganggap hak asasi manusia sebagai hak
alami yang tidak dapat diganggu gugat, syariat Islam memandang bahwa
hak individu berasal dari Tuhan dan diberikan kepada manusia sebagai
amanah.
Terkait hal ini Fathi ad-Duraini mengatakan ;
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Penulis tidak berhak melarang penggunaan ilmiah atas ciptaannya, karena
itu adalah hak Tuhan dalam setiap hak individu. Tetapi dia berhak melarang
eksploitasi secara komersil tanpa izin dan wewenangnya.*°
Kepemilikan pribadi dalam pengertian hak itu sendiri tidak
dipandang sebagai hak yang bersifat mutlak atau absolut. Namun hak-hak
tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk menjaga
keseimbangan dan ketertiban dalam kehidupan individu dan masyarakat.
Dalam konteks harta, sekalipun harta tersebut merupakan hak milik

pribadi, akan tetapi syariat membatasi kepemilikan pribadi tersebut dengan

batasan-batasan berupa kewajiban yang melekat pada kepemilikan harta,

119 Ad-Duraini. 119
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seperti kewajiban membayar zakat, larangan menimbun, serta anjuran untuk
berinfak dan bersedekah. Kewajiban pemilik harta untuk mengeluarkan
sebagian hartanya merupakan bagian dari hak allah. Hal ini menunjukkan
bahwa harta yang dimiliki seseorang dibatasi oleh kepentingan masyarakat.
Dari situ dapat diketahui bahwa diantara sarana pembatasan hak individu,
antara lain kepentingan mayarakat.*?

Adanya kepentingan publik sebagai sarana pembatasan hak individu
ini sesuai dengan pengertian hak itu sendiri yang dinyatakan oleh Fathi ad-

pada bab sebelumnya yaitu ;
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Suatu kekhususan yang ditetapkan oleh syariat berupa penguasaan atas
sesuatu atau kewajiban penunaian terhadap yang lain untuk memenuhi
kemaslahatan.!%

Hak - sebagaimana dijelaskan olen Fathi ~ad-Duraini diatas
menjelaskan tujuan dari pada hak itu sendiri yaitu untuk mencapai
kemaslahatan. Dengan demikian definisi Fathi ad-Duraini memberikan
batasan bahwa hak-hak individu harus digunakan dengan memperhatikan
kepentingan orang lain dan kemaslahatan masyarakat. Hak-hak tersebut
tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh kemaslahatan umum, yang sesuai
dengan ketentuan syariat yang bertujuan mewujudkan maslahat individu dan
publik.

Disamping itu Hak cipta karya tulis yang disepakati para ulama
berkedudukan sebagai harta memiliki peran penting sebagai alat untuk
mencapai kebaikan, namun peran ini hanya dapat terwujud jika harta
tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Manfaat ini bisa berupa
pemanfaatan hak karya tulis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kaitannya dengan hal ini Fathi ad-Duraini menyatakan

120 Ad-Duraini, Al-Haq Wa Mada Sultan Ad-Dawlah Fi Taqyiydihi. 23
121 Ad-Duraini. 193
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Sesungguhnya harta adalah sarana keamanan dan kebaikan, dan tidak akan
demikian kecuali jika ia menjalankan fungsinya terhadap masyarakat, dari
pengeluaran dan pengembangan, dalam cara-cara yang sah. Maka,
penggunaan hak kepemilikan dibatasi oleh dua unsur ini.'??

Dalam konteks kepemilikan pribadi; Kkarya tulis merupakan
kepemilikan pribadi yang diakui dan dilindungi. Islam membolehkan
individu untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan harta benda secara
pribadi tersebut.

Namun  disini terdapat kepentingan publik  yaitu kepentingan
masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan ilmu. Hak allah adalah
segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam hal ini
lembaga - pendidikan berperan penting dalam menyediakan akses yang
memadai terhadap kebutuhan masyarakat, peneliti, mahasiswa, dan
akademisi akan ilmu pengetahuan. Kebutuhan publik ini dapat dipandang
sebagai hak Allah. Hal ini berarti bahwa masyarakat punya hak untuk
mengakses ilmu pengetahuan sekalipun karya cipta tersebut merupakan hak
eksklusif penciptanya. Oleh karena itu, meskipun hak cipta diakui dalam
Islam, hak pribadi ini tidak boleh menghalangi penyebaran ilmu yang
bermanfaat.

. Pembatasan Hak Cipta Karya Bertujuan Agar Hak Cipta Tidak
Digunakan Secara Sewenang-Wenang

Pembatasan hak cipta yang diatur dalam undang-undang bertujuan
agar hak cipta tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh pemegang hak
dan harus sesuai dengan asas kemanfaatan. Hal ini disampaikan oleh
Perwakilan DPR, Didi Mukrianto, dalam sidang di Mahkamah Konstitusi
pada 27 Mei 2015. Pasal 51 ayat (1) dalam undang-undang tersebut

122 Ad-Duraini. 26
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menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, kepentingan umum atau
kepentingan nasional dapat menjadi pengecualian terhadap hak eksklusif
pemegang hak cipta dan tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap
kepentingan pemegang hak cipta. Ini menunjukkan bahwa dalam situasi
tertentu, kepentingan publik dan nasional dapat lebih diutamakan daripada
kepentingan pribadi pemegang hak cipta.

Dengan demikian, pembatasan hak cipta sesuai dengan prinsip
pembatasan hak individu dalam haq al-ibtikar yang menyatakan diantara
diperbolehkannya negara untuk membatasi harta privat warganya adalah
untuk menutup pintu akan timbulnya keseweang wenangan (—=3ll) pemilik

hak, Fathi ad-Duraini menyatakan;
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Dan untuk melindungi kepentingan umum, diperbolehkan adany intervensi
negara. Penilaian kondisi yang memerlukan intervensi diatur oleh kaidah-
kaidah fikih umum vyang dikenal. Tidak melakukan intervensi, jika
mengakibatkan kerusakan umum yang nyata, lebih buruk daripada
melakukan intervensi — sebagaimana ditetapkan oleh para ahli fikih, pakar
ekonomi, sosial, atau politik, sesuai dengan keadaan. Maka, intervensi
dilakukan sebatas yang dapat mencegah kerusakan umum tersebut. Hal ini
karena penggunaan hak individu dalam beberapa kondisi dapat
menyebabkan kerusakan umum, sehingga dicegah dalam kondisi tersebut
untuk menghindari kesewenang-wenangan.”

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa dalam perspektif hag
al-ibtikar, pembatasan negara atas hak eksklusif pencipta atas karya tulisnya

bertujuan mencegah timbulnya kesewenang wenangan mencegah tindakan-
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tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi
masyarakat. Mencegah kerusakan dianggap lebih penting daripada
mendatangkan manfaat. Oleh karena itu, pembatasan hak cipta atas hak
eksklusif pencitpa perlu dicegah untuk menghindari dampak negatif bagi
masyarakat, seperti monopoli ilmu pengetahuan. Ketika hak eksklusif
pencipta digunakan secara sewenang-wenang, hal itu dapat mengarah pada
monopoli ilmu pengetahuan, yang pada gilirannya dapat menghambat
penyebaran pengetahuan dan kemajuan masyarakat. Pembatasan hak cipta
dalam konteks ini bertujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi
masyarakat dan memastikan bahwa pengetahuan dan informasi dapat
diakses oleh publik dengan adil dan merata.

Ketika hak eksklusif pencipta digunakan secara sewenang-wenang,
hal itu dapat mengarah pada monopoli ilmu pengetahuan, yang pada
gilirannya dapat menghambat penyebaran pengetahuan dan kemajuan
masyarakat. -‘Manopoli ilmu pengetahuan dalam perspektif . haq al-ibtikar
hukumnya haram sebagaimana dijelaskan oleh Fathi ad-Duraini berikut ini.
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Menyembunyikan ilmu seperti menimbun barang-barang, manfaat, dan
keahlian, di mana pemiliknya menyembunyikannya untuk menaikkan harga,
sementara orang-orang sangat membutuhkannya. Tidak ada yang
mengatakan bahwa larangan menimbun barang mengharuskan secara syar'i
untuk memberikan barang yang ditimbun secara gratis dan tanpa imbalan.
Barang adalah penopang badan, sedangkan pemikiran adalah penopang jiwa
dan akal, bahkan penopang peradaban dan kemajuan, serta pembangunan
alam semesta.

Oleh karena ini pembatasan negara dalam Pasal 47 yang berbunyi
bahwa perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial

dapat membuat 1 (satu) salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa izin
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pencipta atau pemegang hak untuk keperluan pendidikan, jika dianalisis
menggunakan perspektif haq al-ibtikar adalah merupakan pembatasan
negara yangdiperbolehkan. Karena menyangkut kepentingan masyarakat
banyak. Karena kebutuhan publik ini merupakan bagian dari hak Allah. Hal
ini berarti bahwa masyarakat punya hak untuk mengakses ilmu pengetahuan
sekalipun karya cipta tersebut merupakan hak eksklusif penciptanya.

. Kebutuhan Masyarakat Menjadikan Sesuatu Yang Haram Menjadi
Mubah

Salah satu alasan pembatasan dalam UUHC adalah adanya norma
fungsi sosial. Norma fungsi sosial dalam Undang-Undang Hak Cipta
(UUHC) di Indonesia merupakan salah satu alasan penting untuk
pembatasan hak cipta. Konsep ini mengakui bahwa hak cipta tidak hanya
memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta, tetapi
juga harus mempertimbangkan kepentingan umum dan nasional. Fungsi
sosial hak cipta-memungkinkan adanya pengecualian tertentu terhadap hak
eksklusif pemegang hak cipta, seperti penggunaan karya cipta untuk tujuan
pendidikan, penelitian, atau kepentingan nasional tanpa izin.

Pasal 44 UU Hak Cipta mengatur bahwa penggunaan, pengambilan,
penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan tidak dianggap sebagai
pelanggaran hak cipta jika digunakan untuk keperluan pendidikan, dengan
syarat menyebutkan sumbernya secara lengkap. Ini menunjukkan bahwa
tujuan pendidikan dianggap sebagai kepentingan yang lebih luas yang dapat
membatasi hak eksklusif pencipta.

Jika karena kebutuhan yang mendesak yang sifatnya individu, dapat
menjadi alasan yang sah untuk menyalin karya berhak cipta tanpa izin.
Lebih lebih jika yang membutuhkan ilmu tersebut adalah publik, di mana
manfaat pengetahuan dapat berdampak luas dan signifikan bagi masyarakat,
maka izin untuk menyalin karya tulis berhak cipta tanpa izin penulis
menjadi lebih kuat. Dalam kasus seperti ini, kepentingan umum untuk
mengakses dan menyebarkan pengetahuan yang bermanfaat lebih

diutamakan.
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Hal ini Ini mengacu pada kaidah.
59 )l pe 35 2L

Hajat menempati kedudukan darurat.'?®

Artinya dalam keadaan hajat/butuh, seseorang diperbolehkan
menyalin buku berhak cipta milik orang lain diperbolehkan sesuai dengan
kebutuhan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar al Haitami

yang menyatakan;
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Penuntut ilmu sebaiknya melakukan upaya serius untuk memperoleh kitab-
kitab yang dibutuhkan, sebisa mungkin dengan membeli, atau jika tidak
mungkin maka dengan menyewa atau meminjam. Hendaknya tidak
melakukan penyalinan kecuali jika memang tidak mungkin bisa dihasilkan
tanpa menyalinnya kembali... tidak boleh menyalin kecuali dengan izin
pemiliknya, karena peminjaman secara mutlak tidak mencakup (izin)
penyalinan, kecuali si pemilik berkata, ‘Silakan manfaatkan buku itu

sebagaimana yang Anda inginkan.” Boleh menyalin kitab yang diwakafkan

bagi orang yang bisa memanfaatkannya” 1?4

Dalam konteks ini, jika kebutuhan pribadi yang mendesak dapat
menjadi alasan yang sah untuk menyalin karya tanpa izin sebagaimana
dijelaskan oleh Ibnu Hajar al Haitami, maka kebutuhan masyarakat yang
lebih besar dan mendesak akan lebih menguatkan alasan tersebut.

Teks diatas menjelaskan bahwa penuntut ilmu harus melakukan
upaya serius untuk memperoleh buku-buku dan karya tulis yang dibutuhkan
melalui cara-cara yang sah. Sebisa mungkin, penuntut ilmu harus membeli
buku-buku yang diperlukan. Jika membeli tidak memungkinkan, para

penuntut ilmu harus mencoba membeli menyewa atau meminjam buku

123 Jalaluddin Suyuthi, Asybah Wa An-Nazdir (Dar al-Kutiib al-’Ilmiyyah, 1990). 88
124 Haitami, Al-Fatawa Al-Hadisiyyah. 168
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tersebut. Karena hal ini merupakan bentuk dukungan kepada para penulis
dan penerbit dalam mendapatkan imbalan yang layak atas karya mereka.
Menyalin buku tanpa izin diperbolehkan hanya boleh dilakukan jika
dibutuhkan. Dan kebolehannya tersebut sesuai dengan kadar
kebutuhannya.'?®

Kaidah ini mengakui bahwa dalam situasi yang dibutuhkan, sesuatu
yang awalnya larangan dapat menjadi mubah demi adanya hajat atau yang
lebih besar. Dalam konteks ini, jika kebutuhan pribadi yang mendesak dapat
menjadi alasan yang sah untuk menyalin karya tanpa izin sebagaimana
dijelaskan oleh Ibnu Hajar al Haitami, maka kebutuhan masyarakat yang
lebih besar dan mendesak akan lebih menguatkan alasan tersebut. Dalam
hal ini larangan untuk menyalin karya tulis berhak cipta yang yang tadinya
haram menjadi mubah.

Dengan demikian perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak
bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian
Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak. Karena mewakili
kepentingan masyarakat umum yang lebih besar, dalam hal ini berupa
perintah lebih diutamakan dari pada larangan menyalin terhadap hak cipta
karya tulis sebagai hak pribadi atas. Dengan demikian dalam perspektif zaq
al-ibtikar diperbolehkan karena adanya kebutuhan masyarakat.

Dan dalam kondisi hajat penyalinan tersebut hanya diperbolehkan
sesuai dengan kadarnya. Perpustakaan dalam dalam proses penyalinan
koleksi, perpustakaan hanya diperbolehkan satu eksemplar dalam setiap
judul buku yang digandakan. Yang dimaksud dengan satu eksemplar adalah
perpustakaan hanya boleh menggandakan satu model dari setiap jenis buku.
Yang berarti jumlah salinan yang diizinkan dibuat adalah hanya 1 (satu)
salinan, tidak boleh lebih pada saat yang bersamaan. Dalam perspektif zag
al-ibtikar 1 eksemplar dalam setiap penyalinan diperbolehkan karena 1

125 NU Online, “Bahtsul Masail NU Banyumas Bahas Hukum Cetak Kitab PDF Dari
Internet, Ini Hasilnya,” Https://jateng.nu.or.id/, 2023, https://jateng.nu.or.id/keislaman/bahtsul-
masail-nu-banyumas-bahas-hukum-cetak-kitab-pdf-dari-internet-ini-hasilnya-OZjgH.
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ekspemplar tersebut merupakan kadar kebutuhan yang dibutuhkan oleh
perpustakaan.

Terkadang dalam keadaan kebutuhan yang mendesak, ghosob atau
pengambilan harta secara tidak sah milik orang diperbolehkan, dan harta
yang diambil secara ghosob dalam keadaan kebutuhan yang mendesak
menjadi milik orang yang terdesak tersebut. Hal ini dapat dipahami dari

pendapat Shihab al-Din al-Ramli yang menyatakan bahwa

4.31_6 \J.@_'é oﬁ.é (szo MA J}KSJJJ@U L«ﬁ)\ e & S d g J..Bj
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Terkadang kepemilikan dapat terjadi dengan tidak adanya ridha karena

keadaan terpaksa/darurat, seperti orang yang terpaksa mengambil makanan
orang lain secara paksa untuk dirinya sendiri atau hewan tunggangannya.'?

Dari teks diatas dapat dipahami bahwa dalam situasi tertentu,
kepemilikan atas suatu barang dapat terjadi tanpa adanya kerelaan dari
pemilik asli. Hal ini terjadi ketika seseorang berada dalam keadaan butuh
atau darurat. Dalam kondisi seperti ini, hukum Islam membolehkan tindakan
tersebut, dan kepemilikan atas makanan tersebut dianggap berpindah kepada
orang yang terpaksa mengambilnya, meskipun tanpa seizin pemilik asli.
Akan tetapi, tindakan ini hanya dibenarkan dalam situasi darurat atau hajat
yang mendesak.

Analogi serupa dapat diterapkan dalam konteks perpustakaan atau
lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial. Lembaga lembaga seperti ini
diperbolehkan membuat satu salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa izin
pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini dikarenakan hajat atau
kepentingan masyarakat umum yang lebih besar dianggap lebih utama
daripada larangan menyalin terhadap hak cipta karya tulis sebagai hak
pribadi. Tindakan ini dapat dianggap sebagai bentuk "ghosob" atas harta

orang lain, dan harta yang berupa manfaat tersebut menjadi milik dari pada

126 Shihab al-Din Al-Ramli, Nihayatul Muhtaj Ila Syarhil Minhdj (Beirut, Lebanon: Dar
al-Fikr, 1984). 188
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orang yang melakukan ghosob tersebut. Dalam proses penyalinan koleksi,
perpustakaan hanya diperbolehkan satu eksemplar dalam setiap judul buku
yang digandakan. Artinya perpustakaan hanya mengambil kadar
kebutuhannya saja yaitu satu model dari setiap jenis buku. Dalam hal ini
kadar secukupnya yang diambil dari situasi hajat tersebut sah menjadi milik
perpustakaan.

Dengan demikian, baik dalam kasus individu yang terpaksa
mengambil makanan dalam keadaan hajat atau butuh, maupun lembaga
yang menyalin karya berhak cipta untuk kepentingan publik, tidak ada
kewajiban untuk mengembalikan atau mengganti rugi atas kerugian yang

mungkin diderita oleh pemilik asli.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan penjabaran dari dari hasil penelitian dan pembahasan yang

telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Dapat disimpulkan beberapa poin-
point berikut ini.

1. Menyalin buku berhak cipta tanpa izin pencipta adalah aktifitas yang
melanggar haq al-ibtikar. Para pengguna hak cipta karya tulis baik
individu, toko buku, maupun lembaga pendidikan dan sejenisnya;
semuanya memiliki kedudukan yang sama dalam kewajiban memperoleh
hak guna atas manfaat karya intelektual (kag al-intifa’). Yaitu melalui
pembelian, penyewaan atau peminjaman. Mengambil manfaat ekonomi
dan hak guna intelektual dari karya tulis berhak cipta tanpa izin dengan
cara menyalinnya disebut dengan ghosob/gosb yang diharamkan. Sebab
nilai_ manfaat ekonomi dan intelektual dari sebuah karya tulis diukur
berdasarkan jumlah salinan yang dicetak secara resmi-oleh penerbit atau
penulis yang memiliki hak cipta. Membuat salinan tanpa izin, berarti
mencetak karya tulis di luar jumlah naskah resmi asli yang disetujui oleh
pemilik hak cipta. Aktifitas ini secara langsung melanggar hak ekonomi
yang dimiliki oleh penulis atau penerbit, karena mengurangi potensi
pendapatan ekonomi mereka. 1zin pencipta untuk memanfaatkan karya
tulisnya secara mutlak tidak mencakup izin untuk menyalinnya. Aktifitas
ini disebut dengan ghosob yang diharamkan.

2. Kepemilikan pribadi dalam pengertian hak itu sendiri tidak berarti hak
yang bersifat mutlak atau absolut. Dalam tiap tiap hak individu pastilah
terdapat hak allah. Hak allah adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan kepentingan publik.. Kepentingan publik dalam hal ini kebutuhan
masyarakat untuk mengakses ilmu pengetahuan. Kebutuhan publik
merupakan saranya untuk membatasi hak individu. Sekalipun hak cipta
karya tulis merupakan hak ekslusif bagi penciptanya, akan tetapi
kebutuhan publik membatasi kemutlakan hak ekslusif pencipta. Dunia
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pendidikan punya hak untuk mengakses harta privat tersebut sebatas
kadar yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan, mempunyai hak untuk
mengakses ilmu pengetahuan yang menjadi hak eksklusif pencipta
tersebut. Dalam perspektif hag al-ibtikar 1 eksemplar dalam setiap
penyalinan diperbolehkan karena 1 ekspemplar tersebut merupakan kadar
kebutuhan yang dibutuhkan oleh perpustakaan untuk melayani kebutuhan
dunia pendidikan. Dalam situasi yang dibutuhkan, sesuatu yang awalnya
haram (terlarang) dapat menjadi mubah karena adanya hajat atau

kebutuhan yang lebih besar.

B. SARAN
Sekalipun Undang-Undang Hak Cipta Indonesia mengizinkan bahwa

perpustakaan  sebagai  institusi -~ pendidikan diperbolehkan melakukan
penggandaan. tanpa meminta izin dari pencipta sepanjang ditujukan untuk
tujuan pendidikan non-komersial atau penelitian, namun sepanjang lembaga
pendidikan non profit seperti perpustakaan mampu membeli aslinya,
diusahakan mengadakan buku yang asli daripada menyalinnya. Selama masih
bisa diusahakan, maka lebih baik menyediakan buku yang asli ke pembaca.
Penggandaan buku yang dilakukan perpustakaan cukup merugikan dari segi
ekonomi. Selain itu untuk menghargai jerih payah penulis yang telah
mencurahkan waktu, tenaga dan fikirannya untuk menghasilkan karya tulis

yang bermanfaat
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Hak Kekayaan Intelektual dan Merek Dagang

Nomor Urut : 426 Tanggal Jawaban : 27/01/2007
Memperhatikan permintaan fatwa No. 1553 tahun 2007, yang berisi:

Pertanyaannya adalah:

1. Apa hukum pencurian hak kekayaan intelektual serta merek dagang asli
dan terdaftar itu ?

2. Apa hukum membuka toko yang memperdagangkan barang-barang
bermerek palsu dan menipu para konsumen dengan mengatakan bahwa
barang-barang itu adalah asli ?

3. Apa hukum orang yang berkerja di tempat tersebut ?

4. Apa hukum orang yang melakukan transaksi dengan para pemroduksi
barang dengan merek palsu tersebut ?

5. Apakah sangsi yang sesuai bagi para pelaku pencurian tersebut ?

Syariah Islam mempunyai keistimewaan dalam prinsip-prinsip dan
pedoman-pedoman hidupnya yang telah ditetapkan Allah guna memudahkan
urusan manusia dan mengatur kehidupan mereka. Telah diketahui bersama betapa
Islam sangat tegas dalam menjaga dan menghormati hak-hak kaum muslimin.
Banyak ayat serta hadis yang menyatakan secara gamblang tentang keharaman
melakukan pencurian dan menyatakan bahwa pelakunya sebagai pelaku kriminal,
serta menetapkan sanksi-sanksi yang dapat membuat jera para pelakunya.
Dalam pada itu, sudah jelas bahwa pencurian hak kekayaan intelektual dan merek
dagang asli atau menggunakannya dengan cara yang tidak dibenarkan tidak kalah
bahayanya dari pencurian biasa. Hal ini karena perbuatan tersebut sangat
merugikan para pemiliknya serta menghalagi mereka untuk maju dan
berkembang. Hal itu juga dapat mencemarkan nama baik pemiliknya akibat
adanya penipuan secara sengaja terhadap para konsumen.
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Jawaban :

Islam sangat memperhatikan hak kepemilikan harta dan menjadikannya
sebagai salah satu dari lima tujuan utama yang menjadi pondasi syariah. Kelima
tujuan itu adalah menjaga jiwa, kehormatan, akal, harta dan agama. Hak cipta —
baik dalam bentuk tulisan, karya seni dan lain sebagainya—, hak paten dan merek
dagang merupakan beberapa bentuk hak legal pemiliknya, baik dalam pandangan
syariah maupun kebiasaan masyarakat. Hal ini berlaku, baik hak itu dianggap
sebagai harta sebagaimana pendapat jumhur (mayoritas) ulama yang menyatakan
bahwa manfaat suatu barang merupakan harta kekayaan yang bernilai, ataupun
kita menganggapnya sebagai manfaat yang akan dinilai sebagai harta kekayaan
dengan adanya transaksi atas manfaat tersebut dalam rangka menjaga kepentingan
umum, sebagaimana pendapat para ulama Hanafi mutagaddimin (terdahulu).

Pengertian harta kekayaan menurut jumhur ulama adalah segala sesuatu
yang mempunyai nilai harta di mata masyarakat, karena ia dapat dimanfaatkan
dan adanya kewajiban membayar ganti rugi atas orang yang merusaknya. Definisi
ini disetujui pula oleh para ulama Hanafi belakangan..

Menurut Ibnu Mandhur dalam Lisan al-'Arab, kata al-mal (harta
kekayaan) secara bahasa adalah segala sesuatu yang Anda miliki. Secara eksplisit,
definisi ini mencakup barang, manfaat ataupun hak.

Dalam Hasyiyah’ala Al-Durr Al-Mukhtar, lbnu Abidin berkata, "Yang
dimaksud dengan al-mal (harta kekayaan) adalah segala sesuatu yang disenangi
oleh orang dan dapat disimpan sampai ketika diperlukan. Unsur harta kekayaan
pada suatu benda ini dapat ditetapkan dengan adanya kepemilikan seluruh atau
sebagian orang terhadapnya sebagai suatu harta kekayaan. Dan unsur berharga
pada suatu benda terwujud dengan adanya nilai harta kekayaan padanya yaitu
dengan adanya kebolehan untuk memanfaatkannya secara syariat".

Abdul Wahab al-Baghdadi, salah seorang tokoh ulama Malikiyah, berkata,
"Harta (al-Mal) adalah sesuatu yang dalam kebiasaan masyarakat berfungsi

sebagai harta kekayaan dan dibolehkan mengambil ganti rugi darinya.”
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Qhadli Ibnu Arabi, salah seorang ulama Malikiyah, berpendapat, "Harta
kekayaan adalah sesuatu yang disenangi oleh tabiat manusia dan dapat
dimanfaatkan, baik secara syara’ maupun kebiasan."

Imam 'lzz bin Abdus Salam dalam kitabnya Qawa'id al-Ahkam
menyatakan bahwa manfaat merupakan tujuan utama dari semua jenis kekayaan.
Dalam Al-Muwafagat, Imam Syatibi menegaskan, "Kekayaan adalah sesuatu yang
dapat dimiliki dan pemiliknya dapat bertindak keras terhadap orang lain yang
mecoba merampasnya."”

Imam Az-Zarkasyi, salah seorang ulama Mazhab Syafi'i, mendefinisikan
harta sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan, maksudnya mempunyai potensi
untuk dimanfaatkan.

Salah seorang ulama Syafi‘iyah lainnya, al-Jalaludin al-Mahalli, dalam
syarahnya terhadap kitab al-Minhaj karya Nawawi mengatakan, "Syarat kedua
barang yang boleh dijual adalah mempunyai manfaat. Maka sesuatu yang tidak
bermanfaat bukanlah harta kekayaan, sehingga tidak dapat ditukar."

Sedangkan Suyuthi dalam Asybah Wa An-Nazair berkata, "Penutup:
Definisi harta kekayaan dan sesuatu yang bernilai sebagai harta kekayaan. Adapun
definisi harta kekayaan, maka Imam Syafi'i mengatakan, "Istilah harta kekayaan
tidak digunakan kecuali untuk sesuatu yang berharga sehingga dapat dijual dan
adanya kewajiban ganti rugi bagi perusaknya meskipun sedikit, juga sesuatu yang
tidak diabaikan oleh masyarakat, seperti fulus (uang tembaga pengganti uang
dinar dan dirham) dan lain sebagainya.”

Syarafuddin al-Maqdisi, salah seorang ulama Hambali, berkata dalam al-
Igna', "Harta kekayaan adalah sesuatu yang mempunyai manfaat yang boleh
diambil, bukan karena keperluan atau kondisi darurat."

Dalam kitab Dagaiqg Uli An Nuha Li Syarh Al Muntaha, Al-Buhuti,
seorang ulama Hambali, berkata, "Kekayaan adalah sesuatu yang boleh
dimanfaatkan sepenuhnya — maksudnya dalam semua kondisi— atau sesuatu yang
boleh dimiliki tanpa suatu keperluan."

Syaikh Ali al-Khafif dalam kitabnya al-Milkiyyah berkata, "Sebagian

ulama ada yang menyatakan bahwa unsur harta tidak lain hanyalah sifat sesuatu
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berdasarkan pada kegiatan orang-orang yang memfungsikannya sebagai harta
kekayaan dan sebagai alat untuk transaksi mereka. Hal ini hanya berlangsung
dengan adanya kebutuhan orang-orang terhadap sesuatu tersebut, sehingga mereka
pun menjadi suka dengannya dan ia bisa dikuasai, dimonopoli dan dilindungi dari
orang lain. Kondisi ini tidak mengharuskan sesuatu itu berbentuk materi yang bisa
disimpan sampai waktu diperlukan, namun cukup dengan adanya kemudahan
untuk mendapatkannya ketika diperlukan, tanpa adanya kesulitan. Semua ini
dapat terealisasi pada manfaat. Sehingga jika hal ini terwujud pada sesuatu, maka
ia dihitung sebagai harta kekayaan berdasarkan kebiasaan dan transaksi orang-
orang."

Dengan demikian, karena hasil karya dan merek dagang merupakan
sesuatu yang dipastikan mempunyai manfaat, di mana ia dapat dimiliki secara
pribadi, mempunyai nilai, beredar dalam masyarakat, menjadi obyek transaksi
antar masyarakat dan adanya hak untuk menuntut melalui jalur hukum yang
berkaitan dengannya tanpa adanya dalil syar'i yang menentangnya, maka semua
ini menjadikan hasil karya, merek dagang dan sejenisnya mempunyai status harta
kekayaan pribadi bagi pemiliknya. Sehingga dia dapat menghalangi orang lain
untuk memanfaatkannya tanpa izin darinya.

Syariat Islam memerintahkan agar bersikap amanah dalam menyandarkan
suatu perkataan atau perbuatan kepada para pelakunya. Sehingga Islam
mengharamkan seseorang mengklaim suatu perkataan, usaha dan karya orang lain
sebagai miliknya atau sebagai milik orang lain yang bukan pemilik aslinya dengan
maksud menghilangkan hak-hak pemiliknya. Islam menjadikan tindakan ini
sebagai kebohongan yang pelakunya berhak mendapatkan hukuman. Di sisi lain,
Islam juga menghormati hak penguasaan lebih dahulu terhadap sesuatu, dan
menjadikan orang yang menguasainya lebih awal lebih berhak dari orang lain.
Diriwayatkan dari Asmar bin Mudharris r.a., ia berkata, "Saya mendatangi
Rasulullah saw. dan berbaiat kepada beliau. Lalu beliau bersabda,
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Barang siapa menguasai sesuatu sebelum muslim yang lain, maka sesuatu tersebut
menjadi miliknya." (HR. Abu Dawud dan lainnya dengan sanad hasan,
sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam al-Ishabah).
Di samping itu, usaha dan harta yang dikeluarkan para pemilik merek
dagang untuk mendapatkannya, menjadikan pemalsuan orang lain terhadapnya
sebagai suatu kezaliman, karena dia telah memakan harta orang lain dan menyia-
nyiakan usahanya dengan cara yang tidak benar dan merugikan. Allah SWT

berfirman:;
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Hai orang-orang yang beriman janganah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan suka sama suka di antara kamu.” (An-
Nisa': 29).

Allah juga berfirman'
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"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu
dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada
hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu
dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al-Bagarah: 188).

Mengomentari ayat ini, al-Qurthubi dalam tafsirnya berkata, "Ayat ini
ditujukan kepada seluruh umat Muhammad saw.. Dengan demikian, maksud ayat
ini adalah janganlah seseorang di antara kalian memakan harta orang lain dengan
cara yang tidak benar. Termasuk di dalamnya kegiatan perjudian, menipu,
merampas, menolak kewajiban menunaikan hak orang, mengambil harta orang
lain dengan cara yang tidak direlakan oleh pemiliknya, atau dibolehkan oleh
pemiliknya tapi diharamkan oleh syariat, seperti upah perbuatan mesum dan
perdukunan, juga biaya pembelian atau penjualan minuman keras, babi dan lain

sebagainya.”
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Penggunaan merek dagang tertentu oleh orang lain tanpa seizin
pemiliknya merupakan tindakan pengelabuan bahwa orang itu telah mendapatkan
hak untuk menggunakannya. Hal itu juga merupakan klaim dusta bahwa dia telah
memiliki sesuatu yang bukan miliknya. Diriwayatkan dari Asma’ binti Abu Bakar

r.a. bahwa Nabi saw. Bersabda,

-
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Orang yang mengaku-ngaku memiliki sesuatu padahal ia tidak memilikinya
bagaikan orang yang memakai dua pakaian dusta. (Muttafaq ‘Alaih).

Tindakan itu juga merupakan penipuan terhadap masyarakat. Rasulullah saw.

bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.,
Co il 23

Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. (HR.
Muslim).

Dengan demikian, hak cipta, merek dagang dan sejenisnya merupakan
kepunyaan para pemiliknya, sehingga berlaku padanya semua hak yang berkaitan
dengan kepemilikan pribadi seseorang terhadap sesuatu. Seperti hak
menggunakannya dengan cara apapun yang dibolehkan, hak meminta imbalan
harta terhadapnya jika tidak ada unsur penipuan dan pemalsuan, hak melarang
orang lain menggunakannya tanpa seizinnya, hak melarang orang lain melakukan
tindakan yang dapat merusak barang itu atau merusak manfaatnya, juga hak
melarang orang lain memalsukannya dan memilikinya dengan cara-cara tidak
benar.

Hal inilah yang menjadi keputusan berbagai lembaga-lembaga fikih Islam,
seperti Lembaga Fikih Islam yang berada di bawah naungan Organisasi Konfensi
Islam (OKI). Dalam keputusannya yang bernomor 43 (5/5) yang ditetapkan pada
muktamar ke-5 di Kuwait tanggal 1-6 Jumadil Ula 1409, lembaga ini merumuskan
hal-hal berikut:
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1. Nama, alamat dan merek dagang, serta karya tulis, kreasi atau inovasi
merupakan hak-hak khusus para pemiliknya. Dalam masyarakat modern,
hak-hak seperti ini mempunyai nilai ekonomis yang diakui karena orang-
orang manjadikannya sebagai harta kekayaan. Kepemilikian terhadap hak-
hak tersebut dilindungi oleh syariat sehingga orang lain tidak boleh
melanggarnya.

2. Para pemilik nama, alamat dan merek dagang tersebut boleh
memperjualbelikan atau memindahkan kepemilikannya kepada orang lain
dengan imbalan materi, dengan syarat tidak terdapat unsur ketidakpastian,
penipuan dan pemalsuan di dalamnya. Hal itu mengingat benda-benda
tersebut telah menjadi hak kekayaan materi.

3. Hak cipta karya tulis dan kreasi atau inovasi dilindungi oleh syariat. Para
pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh
dilanggar. Wallah a'lam.

Dengan demikian, pemalsuan terhadap hak kekayaan intelektual dan
merek dagang dengan cara apapun yang membuat masyarakat mengira bahwa itu
merupakan merek asli, merupakan tindakan yang diharamkan dalam syariat Islam.
Tindakan tersebut termasuk perbuatan dusta, pemalsuan dan penipuan. Di
samping itu, tindakan tersebut merugikan masyarakat dan termasuk memakan
harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Sehingga, diharamkan juga bagi
seseorang untuk membuka toko yang memperdagangkan barang-barang bermerek
palsu yang dapat menyebabkan para konsumen tertipu. Para pegawai dan pekerja
yang ikut andil dalam pemalsuan dan penipuan terhadap masyarakat juga telah
melakukan perbuatan haram. Hal ini didasarkan pada firman Allah;
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Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan
jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Al-Maidah: 2).

Masyarakat pun tidak boleh melakukan transaksi dengan para pemalsu
merek tersebut dengan membeli produk-produk mereka. Karena setiap muslim

diperintahkan untuk mengingkari semua kemungkaran dan berusaha merubahnya
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sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pembelian masyarakat terhadap
produk mereka adalah tindakan yang bertentangan dengan perintah ini, karena hal
itu berarti membantu mereka dalam kezaliman dan perbuatan yang tidak

dibenarkan. Diriwayatkan dari Anas r.a., bahwa Nabi saw. besabda;
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Tolonglah saudaramu baik ia berbuat zalim ataupun dizalimi." Seorang sahabat
bertanya, "Wahai Rasulullah, saya akan menolongnya jika ia terzalimi. Tapi, jika
ia yang berbuat zalim, bagaimana saya menolongnya?". Beliau menjawab; "Kamu
menghalanginya dari perbuatan zalim itu, maka itulah cara menolongnya.” (HR.
Bukhari).

Adapun sangsi yang diberlakukan atas mereka, maka pada dasarnya ia
masuk dalam masalah ganti rugi nilai kerugian yang ditimbulkan karena tindakan
pemalsuan tersebut. Penentuan nilai kerugian ini diserahkan kepada keputusan
hakim berdasarkan hasil perhitungan para pakar. Selain itu, pemerintah juga dapat
memberlakukan ta'zir (hukuman yang ditetapkan oleh hakim) yang dapat
membuat jera para pemalsu tersebut agar tidak melakukan tindakan yang

merugikan kepentingan pribadi dan kepentingan umum itu.
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Keputusan Majma' Fikih Islami International
Tentang Hak Hak Ma’nawiah

Nama, alamat dan merek dagang, hak cipta, kreasi atau inovasi merupakan
hak-hak khusus para pemiliknya. Dalam masyarakat modern, hak-hak seperti
ini  mempunyai nilai ekonomis yang diakui karena orang-orang
manjadikannya sebagai harta kekayaan. Kepemilikian terhadap hak-hak
tersebut dilindungi oleh syariat sehingga orang lain tidak boleh
melanggarnya.

Para pemilik nama, alamat dan merek dagang tersebut boleh
memperjualbelikan atau memindahkan kepemilikannya kepada orang lain
dengan imbalan materi, dengan syarat tidak terdapat unsur ketidakpastian,
penipuan dan pemalsuan di dalamnya. Hal itu mengingat benda-benda
tersebut telah menjadi hak kekayaan materi.

Hak cipta karya tulis dan kreasi atau inovasi dilindungi oleh syariat. Para
pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

Wallah a'lam
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